KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/MPR/1998
TENTANG

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDO

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA %

bahwa menjadi tugas  Kkonstit
Permusyawaratan Rakyat Republi
menetapkan Garis-garis Besar Negara yang
merupakan rangkaian program- m pembangunan
di segala bidang yan rlugsung secara terus
menerus, untuk dap dkan tujuan nasional
sebagaimana term t alam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1

i nzb'Majelis

nesia untuk

bahwa Gan is, Besar Haluan Negara itu harus
memberi asan arah bagi perjuangan negara dan
raky ia yang dewasa ini sedang membangun,
ag a&qan demikian dapat mewujudkan keadaan
inginkan dalam waktu lima tahun mendatang
Iam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang,
Sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita
bangsa Indonesia.

bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya
haruslah  mampu memberikan gambaran mengenai
wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-
garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan
dituangkan dalam satu naskah secara sistematis, dalam
kebulatan hubungan yang menyeluruh;

bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara 1998-2003
yang didalamnya mengandung pula Rencana
Pembangunan Lima Tahun Ketujuh mempunyai arti
yang khusus dan strategis, karena merupakan tahapan
kedua Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua,
dan sekaligus melanjutkan proses tinggal landas
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
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e.  bahwa berhubung dengan itu Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan
Ketetapan yang mengatur Garis-garis Besar Haluan
Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian
bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan
kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Unda@sar
1945; .

2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983Ytentang
Peraturan Taa Tertib Majelis Permu@raan Rakyat

Republik Indonesia sebagaim diubah dan
ditambah dengan KetetapanEQDR Rl Nomor
I/MPR/1988, Ketetapan MPR RI'Nomor I/MPR/1993,
dan Ketetapan MPRRI IMPR/1998;
3. Ketetapan MPR RI 1I/MPR/1993 tentang Garis-
garis Besar Halu a.
Memperhatikan: 1. Keputusan I Nomor YMPR/1997 tentang
Penyelel I Sidang Umum Majelis Permusya-
wara %t Republik IndonesiaTahap II;
2. P syawaratan dalam Sidang Umum Majelis

ﬁt syawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap Il
gal 1 sampai dengan 11 Maret 1998 yang

fmembahas Rancangan Ketetapan tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia;

3. Putusan Rapat Paripurna ke- 9 tanggal 9 Maret 1998
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Tahap Il tanggal 1 sampai dengan
11 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR
HALUAN NEGARA
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Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka
sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
BAB Il PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB Il PEMBANGUNAN JANGAKA PANJANG KEDUA

BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KET UJUH t
BABYV PELAKSANAAN .\
BAB VI PENUTUP »
Pasal 2 O
Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut d Pasal 1, terdapat
dalam naskah Garis-garis Besar Haluan Negara emenjadi bagian tak
terpisahkan dari Ketetapan ini. :‘

bertentangan dengan Garis-garis Besaf\laltfan Negara ini, dapat diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Dengan adanya Ketetapan ini, matma lum tertampung dalam dan tidak

asal 4
Menugaskan kepad@ Republik Indonesia/Mandataris MPR RI untuk
mengemban dan melaksan. Ketetapan ini dengan bagian Ketetapan yang
berupa Garis-garis Besar Maluan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Ketetapan ini sesuai an bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5

Ketétapah ini disahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat
dil nya ketentuan sebagaimana termua dalam Pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 1998

MAJEL IS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETUA
ttd
H. Harmoko
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WAKIL KETUA WAKIL KETUA,
ttd ttd
Dr. Abdul Gafur

Syarwan Hamid
WAKIL KETUA WAKIL KET UA,
ttd ttd
H. Ismail Hasan Metareum, S.H. Hj. Fatimah Achmad, S.

WAKIL KETUA

[ ]
O
PoedjonoPranyoto o
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NASKAH GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN
A. PENGANT AR
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bangsa Indonesia dalam isi
kemerdekaannya, dengan kesadaran dan keteguhan pada falsafah PanCasila, telah

berhasil menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang 25 TahuggPerfara, yang
berakhir pada Pembangunan Lima Tahun Kelima dengan men kemajuan di
berbagai segi kehidupan rakyat dan selanjutnya melaksafiakai™Pembangunan
Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, yang diawali dengan PemBaagunan Lima T ahun
Keenam. L

Pembangunan Jangka Panjang 25T ahun Ke pakan proses kelanjutan,
peningkatan, perluasan, dan pembaharuan dari®Rembangunan Jangka Panjang 25
Tahun Pertama

Dalam Pembangunan Jangka Panjang’25 Tahun Kedua, bangsa Indonesia
memasuki proses tinggal landas m ujudnya masyarakat yang maju, adil,
makmur, dan mandiri berdasarN casila. Pembangunan Jangka Panjang 25
Tahun Kedua merupakan mw gkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia
yang tumbuh dan berkem@| gan makin mengandalkan pada kemampuan dan
kekuatan sendiri serta makin menggeloranya semangat kebangsaan untuk
membangun bangsacIndongsia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejajar
dan sederajad dej gsa lain yang telah maju.

B. PENGERTIAN

Garis-gafts Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang pembangunan
nasi alam Garis-garis Besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang
ditéa) oleh Mgelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi
kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam
jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun, sehingga secara
bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub ddam Undang-Undang

TAP MPR No. II/MPR/1998 » 795



Dasar 1945 dapat dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur.

D. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun dengan Pancasila sebagai landasan
idiil, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan komstitusional.

E. RUANG LINGKUP
Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diigginkan
dan diperjuangkan serta bagaimana mencapainya, baik dalam jaggk & g
maupun dalam jangka sedang, Garis-garis Besar Haluan Negara yan% erinya

meliputi  Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjangy”Kedua,
Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, dan Pelaksanaan diswun@n%istematika

secara berikut :

BAB I : PENDAHULUAN O
BABII PEMBANGUNAN NASIONAL ¢
BABIII PEMBANGUNAN JANGKA NG KEDUA
BABIV : PEMBANGUNAN LIMA@N KETUJUH
BABV PELAKSANAAN

BAB VI PENUT UP

>
$ .
4@
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BAB II
A. MAKNA DAN HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasiond merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenafjybangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtel @m
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban adu an
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

g

®
Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dil akan sebagai
pengamalan semua silaPancasila serta serasi dan sebagai ke; g utuh, yang
meliputi :

1.  Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa@ “ntara lain mencakup
tanggung jawab bersama dari semua golo agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk erus-menerus dan bersama-
sama meletakkan landasan spiritual@, dan etik yang kukuh bagi
pembangunan nasional sebagai pengdal Pancasila

2. Pengamalan Sila Kemanusi
mencakup peningkatan m
serta penghapusan penj
bumi.

Adil dan Beradab, yang artara lain
rta hak dan kewajiban asasi warga negara
Y kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka

3. Pengamalan SHa Rgrsatuan Indonesia, yang antara lain mencakup
inaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia,
sa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat

amemperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa

4. P an Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikma Kebijaksanaan

ﬁw Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin

numbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila

yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis,

mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta
menggairahkan rakyat dalam proses politik.

5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara
lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi
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seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka hakikat pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan,
dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan
merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau
sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harys benar-
benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidtig, yang
berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaa % gsa
Indonesia.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, m r@h, terpadu,
terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peni mj kemampuan
nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yan@’ajar dan sederajat
dengan bangsa lain yang telah maju.

e
Pembangunan nasional adalah pembangun leh, dan untuk rakyat,
dilaksanakan di semua aspek kehidupan yang meliputi aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, dan aspek pegtah eamanan, dengan senantiasa

Ketahanan Nasional, yang dis akan dengan membangun hidang-
bidang pembangunan diselar. an sasaran jangka panjang yang ingin
diwujudkan. Pembangunafy, nasional merupakan mencerminan kehendak
untuk trus-menerus kan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia secara % merata, serta mengembangkan kehidupan
masyarakat dan, penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis
berdasarkan P, il&. Pembangunan nasiona diarahkan untuk mencapai
kemajuan jahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman,

rasa terteram, rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan
pen ang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat Pembangunan
nasional™® menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan
ﬁnwa. antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan

sekitarnya.

harus merupakan perwujudan ZIV% Nusanatara serta memperkukuh
g

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana
yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling
menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan
langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
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dipegang teguh ddam perencanaan dan pelaksanaan

Pembangunan nasional diselenggarakan secara bertahap dalam jangka
panjang 25 tahunan dan jangka sedang 5 tahunan, dengan mendayagunakan
seluruh sumber daya nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan
nasional.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil
dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan;ak%m
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, is
dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabatxb, dan

damai. O []
C. ASAS PEMBANGUNAN NASION@

Asas pembangunan nasional adalah prinsip poko yang harus diterapkan dan
ngunan nasional. Asas-

asas tersebut adalah :

1.

Asas Keimanan dan Ketagwaan terh@ an Yang Maha Esa bahwa
segala usaha dan kegiatan pemban asional dijiwai, digerakkan, dan
dikendalikan oleh keimanan dan q terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebagai nilai luhur yang mel dasan spiritual, moral, dan etik dalam
rangka pembangunan nasi sebagai pengamalan Pancasila

Asas Manfaat : bal a usaha dan kegiatan pembangunan nasional
memberikan man sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan

kesejahteraan rakyaty, dan pengembangan pribadi warga negara serta
mengutamak lestarian nilai-nila luhur budaya bangsa dan kelestarian
fungsi gan  hidup dalam rangka pembangunan  yang

berkesi ungan dan berkelanjutan.

nal yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

3. A? okrasi Pancasila: bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan

negara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan
kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatu melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat.

Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan
sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan
diseluruh wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan
nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa
dan negara.
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5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan:
bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai
kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara
kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu,
masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerah, kepentingan
perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional
dan internasional.

6.  Asas Hukum; bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap
warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada huku ang
berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibk uk
menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

7. Asas Kemandirian: bahwa pembangunan nasional d#8kan pada
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendifi bersendikan
kepada kepribadian bangsa. < )

8. Asas Kejuangan: bahwa dalam penyelengg embangunan nasional,
penyelenggara negara dan masyarakaat har iki mental, tekad, jiwa,
dan semangat pengabdian serta ketaatan dan lin yang tinggi dengan lebih
mengutamakan kepentingan bangsa a di atas kepentingan pribadi

dan/atau golongn.

9.  Asas llmu Pengetahuan dan : bahwa agar pembangunan nasional
dapat memberikan kesejahter yat lahir batin yang setinggitingginya,
penyelenggaraannya pe| %er&pkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta m pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan
ilmu pengetahuan nologi secara saksama dan bertanggung jawab

dengan memperHatikan nilai-nilai agamadan nilai-nilai luhur budaya bangsa
AL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. Mm@r
Mddal ar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan
ignal, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan

ayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu :

a.  Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai hasil
perjuangan seluruh rakat Indonesia

b.  Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa

c.  Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa pada
posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi
alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan komparatif.
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d.  Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara,
dan dirgantara yang dapat didayagunanakan secara bertanggung jawab
demi kemakmuran rakyat.

e.  Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang
potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.

f  Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya
bagi pengisian aspirasi bangsa Juga kepercayaan dan keyakinaf\bangsa
atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-kesatu as%m
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meru d
sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citan%

al

o
g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang % berkembang
sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebi & @an keanekaan

bangsa.
h.  Potensi dan kekuatan efekti f bangsa, yakn: & sesuatu yang bersifat
potensi dan produktif yang telah j ilik bangsa dan yang

tumbuh dari rakyat termasuk keku ial politik antara lain partai
politik dan golongan karya.

i.  Angkatan Bersenjata Repm@onesia sebagai kekuaan pertahanan
keamanan dan kekuatan{spsial politik yang tumbuh dari rakyat dan
bersama rakyat men serta mengisi kemerdekaan bangsa dan

negara. &(b

Faktor Dominan

addtah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam
penyeleng embangunan agar memperlancar pencapaian sasaran

) ndudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan
$perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.
™ Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan

dan alam tropiknya.

c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata
penyebarannya, termasuk flora dan fauna.

d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan
penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

e.  Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan
kepada hukum dan norma-normayang berlaku dalam masyarakat.
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f  Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara dan
pemerintahan.

g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang
selalu berubah secara dinamis.

h.  Kemungkinan pengembangan.
E. WAWASAN NUSANT ARA

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk fagncapai
tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yan an

wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarl g-
Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kes bangsa serta
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan ber t, berbangsa,
dan bernegara yang mencakup. HC

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu tuan Politik, dalam arti :

a.  Bahwa kebulatan wilayah nasional d ala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan W|Iayah ruang hidup dan kesatuan
matra seluruh bangsa serta men al dan milik bersama bangsa

b. Bahwa bangsa Indonesia yo@n dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa erta memeluk dan meyakini berbagai
agama dan keperca rhadap Tuhan Yang Maha Esa harus
merupakan satu bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-
luasnya.

c.  Bahwa secdra pgikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenand@urlgan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad
ef\capai cita-cita bangsa.

Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan

ara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju
tujuannya

Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu
kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

f Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem
hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi
kepada kepentingan nasiond.

g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain
ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
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perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas
dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam

arti :

a.

Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah
modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-
hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diSeluruh
daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah daldm
pengembangan kehidupan ekonominya.

Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusant ripakan satu
kesatuan ekonomi yang diselenggarakan seb. ma bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujuk@igi sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

[ J
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai S:‘u‘@(uan Sosial dan Budaya

dalam arti :

a. Bahwa masyarakat Indonesia a u, perikehidupan bangsa harus
merupakan kehidupan yang ngan terdapatnyatingkat kemajuan
masyarakat yang sama, ta¥glan seimbang serta adanya keselarasan
kehidupan yang sesuaj g@lingkat kemajuan bangsa

b. Bahwa budaya In ada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak

ragam budaya yéng menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang
menjadi modal dawlandasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya,

Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

F. KETAHANAN NASIONAL

Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu
harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif
dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul
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baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional
diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan
keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan
menyeluruh.

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari
kondisi tiap aspek kehidupan bangsadan negara. Padal hakikatya ketahanan
nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat
menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan, negara.
Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan' pagional.
Selanjutnya Kketahanan nasional yang tangguh akan lebin mendarong
pembangunan nasional.

3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahan itil@ ketahanan
ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertm amanan.

a.  Ketahanan ideologi adalah kondisi mental b Indonesia yang
berlandaskan keyakinan akan kebenarapjideelogi Pancasila yang
mengandung kemampuan untuk meng m memelihara persatuan

dan kesatuan nasional dan kem untuk menangkal penetrasi
ideologi asing serta nila-nilai [INT sesuai dengan kepribadian
bangsa.

berlandaskan demokiyasi k berdasarkan Pancasila dan Undang-

b. Ketahanan politik adal si kehidupan politik bangsa yang
Undang Dasar 1945, %ang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas politi hat dan dinamis serta kemampuan menerapkan

politik luar nedeti bebas aktif.

c¢.  Ketahan orfomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa
yang gerl kan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan

is serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional

efgan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat
ang adil dan merata.

d.” Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa
yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang
mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan
sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan
bertagwa terhadap Tuhan yang Maha Esa rukun, bersatu, cinta tanah
air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras,
serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya
asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasiond.
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e.  Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa
yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung
kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang
dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta
kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala
bentuk ancaman.

G. KAIDAH PENUNT UN

Penyelenggaraan pembangunan nasional mengacu pada kaidah untun
yang merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan %f

m n
nasional agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan as,
wawasan, dan tujuannya, yang merupakan pengamalan semua silaBancasila
secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. L

Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kep tapnya sistem
ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undan ang Dasar 1945
yang disusun untuk mewujudkan Demokrasi m# yang harus dijadikan

dasar pelaksanaan pembangunan yang memi'% bagai berikut :

a.  Perekonomian disusun sebagai a
kekeluargaan.

b.  Cabang-cabang produksi yarigyeriting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak diku negara.

rsama berdasar atas asas

c.  Bumi, air, dan ke &aam yang terkandung di dalamnya sebagai
pokok-pokok uran rakyat dikuasai oleh negara dan
dipergunakan esar-besar kemakmuran rakyat.

d.  Sumber ¢ kekay@an dan keuangan negara digunakan dengan
permufgkatan® lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap
kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula

e. onomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar

daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan

endayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam
rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

f  Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunya hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.

g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
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h.  Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus
dihindarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap
manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah
menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural Akonomi
nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. .

b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta apara% nomi
negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan nsi,serta daya
kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

c.  Persaingan tidak sehat serta pemusaan kekuat@ommi pada satu

kelompok dalam berbagai bentuk monopoli d monopsoni  yang

merugikan masyarakat dan bertentan gan cita-cita keadilan
sosial.
2. Pembangunan kesejahteraan rakyat hagus tiasa memperhatikan bahwa

setiap warga negara berhak at; esejahteraan yang layak serta
berkewajiban ikut serta dalam u| ujudkan kemakmuran rakyat.

3. Pembinaan dan pemantap adian bangsa senantiasa memperhatikan
pelestarian nilai luhur angsa yang bersumber pada kebinekaan
budaya daerah den i menutup diri terhadap masuknya nilai positif
budaya bangsa lail mewujudkan dan mengembangkan kemampuan
dan jati diri sefta mgeningkatkan harkat dan maartabat bangsa Indonesia.

gembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan
ﬁenyelenggaraan pembangunan harus dapat meningkatkan
dan nilai tambah, serta meingkatkan kesejahteraan masyarakat

a mempercepat proses pembangunan dengan mengindahkan

ilai-nilai agama dan nilai-nila luhur budaya bangsa serta kondisi lingkungan

ondisi sosial masyarakat.

4. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebagai nilai luhur bangsa merupakan usaha bersama untuk menciptakan
landasan spirtual, moral, dan etik bagi pembangunan untuk mewujudkan
kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan kualitas masyarakat Indonesia
seluruhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu, meningkatkan peran serta umat beragama dalam
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pembangunan serta memantapkan kerukunan antarumat beragama dan
penganut kepercayaan terhadap T uhan yang Maha Esa

Pandangan integralistik bangsa Indonesia dan paham kekeluargaan yang
berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan dalam
penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan paham kebangsaan
Indonesia untuk makin memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam
wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu adanya golongan
dalam masyarakat Indonesia dan hak asasi perseorangan melalui kgbebasan
berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di depan umum3gdiakui
keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. €

MPR dan DPR sebagai lembaga permusyawaratan/perwaki yang
anggotanya dipilih dan diangkat, ditetapkan berd n ® peraturan
perundang-undangan merupakan perwujudan demokiasi casila dalam
penyelenggaraan negara Indonesia. @

Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pa akikenya adalah wujud
kedaulatan  di  tangan rakyat yan lenggarakan ~ melalui
permusyawaratan/perwakilan,  berdasarl r%lai—nilai luhur  Pancasila.
Demokrasi Pancasila mengandung bahwa dalam penyelesaian
masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara sejauh mungkin di%! jalan musyawarah untuk mencapai
mufakat bagi kepentingan ral yelenggaraan pemerintahan Indonesia
tidak mengenal pemisah Uasaan secara murni, tetapi menganut
pembagian kekuasaan % an paham kekeluargaan. Dalam Demokrasi
Pancasila yang mer&s ahan kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk
oposisi, diktaur mayofitas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga
pemerintahan antér lembaga pemerintah dengan lembaga negara lainnya

senantiasa di i semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan

yang b gguhg jawab. Hukum nasional sebagai sarana ketertiban dan

kesej masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus

dapat eran mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan
ignal.

Untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan
pembangunan nasional, pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada
otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta disesuaikan
dengan  kemampuan daerah dalam  penyelenggaraan  tugas-tugas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan
otonomi di daerah hendaknya memacu peningkatan peran serta masyarakat
dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh
tanah air dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkukuh
Ketanahan Nasional.
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10.

Hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, baik politik, ekonomi sosial
budaya maupun pertahanan keamanan, didasarkan pada hubungan bebas aktif
yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ditujukan pada terciptanya
tatanan kehidupan antar bangsa yang merdeka, tertib, damai, adil, dan
sejahtera.

Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang bersifat kesemestaan,
kerakyatan, dan kewilayahan serta dalam rangka pemenuhan
kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan mendayagunaka
secara optimal dan terpadu. Pembangunan ABRI sebagai prajurit

pejuang prajurit yang berfungsi sebagai kekuasaan pertahanan k a
kekuatan sosial politik diabdikan bagi kepentingan bangsa Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Panan Undang-

Undang Dasar 1945. C
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BAB 111
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
A. UMUM

Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan kemajuan dalam
segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup
kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang
Kedua sebagai awal bagi kebangkitan nasional kedua dan prose§ytinggal

landas. .

Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua masyarakw nesia
akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan kendala
sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam Pe gunan Jangka
Panjang Pertama kemajuan pesa dari ilmu pengetah
pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang meagakibatkan kegiatan
pembangunan nasional makinterkait dengan pe bamgan internasional.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangun dicapai berkat peranserta
rakyat secara menyeluruh, mantapnya ntahan dan kepemimpinan
nasional yang didukung oleh stabilitas%al yang sehat dan dinamis yang
meliputi stabilitas ekonomi, politi ial budaya, dan pertahanan keamanan
yang tercermin dalam terwuju anan Nasional yangtangguh.
Pembangunan ekonomi p; bangunan Jangka Panjang Pertama telah
banyak mencapai kemw telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta
harkat dan martaba% ndonesia Sasaran pembangunan ekonomi pada
Pembangunan Jangka Rénjang Pertama telah dapat diwujudkan, yaitu telah
terpenuhinya kebutuflan pokok rakyat dan struktur ekonomi yang makin
seimbang ustri dan pertanian. Keberhasilan pembangunan di bidang
ekonomi telah memberikan dukungan dan dorongan terhadap pembangunan
di bidang®aidang lainnya sehingga terciptalah landasan yang mantap bagi
barigsa Rdonesia untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya Meskipun
ﬁtercapai banyak kemajuan, masih banyak pula tantangan atau masalah
g belum sepenuhnya terpecahkan yang masih perlu dilanjutkan upaya
mengatasinyapada Pembangunan Jangka Panjang Kedua

Pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi, terutama di sektor pertanian, antara
lain telah mencapai swasembada pangan dan di sektor industri telah mulai
menjadi tumpuan ekonomi menggantikan sektor yang menghasilkan minyak
dan gas bumi, didukung oleh berbagai kebijaksanaan ekonomi dan moneter
yang telah menciptakan kondisi stabilitas ekonomi serta memungkinkan
memanfaatkan peluang yang tercipta di pasar dunia dan di pasar dalam
negeri. Pertumbuhan ekonomi telah pula memungkinkan terjadinya
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pemerataan pembangunan sehingga rakyat telah makin menikmati hasil-
hasilnya serta lebih aktif terlibat dalam upaya pembangunan. Dalam
Pembangunan Jangka Panjang Pertama pembangunan telah menyebar di
seluruh penjuru tanah air dan jumlah rakyat yang hidup di dalam kemiskinan
telah sangat banyak berkurang. Upaya untuk lebih memeratakan
pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan masih
perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka ini maka penataan
peran ketiga pelaku ekomoni dalam ekonomi nasional sesuai amanat Undang-
Undang Dasar 1945 masih perlu terus dilanjutkan, terutama peranan/&gperasi.
Perhatian secara khusus perlu diberikan kepada pembinaan us‘ahaan
masyarakat yang berkemampuan lemah serta upaya untuk mgeneigtakan
lapangan kerja guna menampung angkatan kerjayang terus meni%

6. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama kesejah r?akyat telah
makin meningkat, tercermin daam peningkatan li hidup bangsa
Indonesia. Pendidikan telah diselenggarakan merata d ‘enjangkau seluruh
lapisan masyarakat, antara lain dengan wajib b imgkat pendidikan dasar
bagi setiap warga negara. Pendidikan nasj msamping menghasilkan
kader pembangunan, juga telah makin m kuh persatuan dan kesatuan
bangsa. Upaya pembangunan pendidi perlu terus dilanjutkan untuk
meningkatkan mutu pendidikan sehi mampu menghasilkan manusia
pembangunan yang berkualitas. @ﬂaﬂ kesehatan telah pula meningkat
dan telah mampu menjan, ampir seluruh lapisan masyarakat.
Pembangunan di bidang &' n serta keluarga berencana telah berhasil
meningkatkan usia h% dup dan telah menekan laju pertumbuhan
penduduk yang di&‘ oleh perumahan dan permukiman yang layak.
Pembangunan keseh masih perlu terus dilanjutkan terutama guna
meningkatk utl® pelayanan kesehatan serta jangkauan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang
hidup di“daerah terpencil. Laju pertumbuhan penduduk masih perlu terus
ditekan ingga jumlah penduduk mencapai tingkat keseimbangan.
Pefab: nan perumahan dan permukiman yang layak masih perlu

jutkan.

7. Kerukunan hidup antar-dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa, peranserta umat beragama dalam
pembangunan, dan kualitas kehidupan beragama makin meningkat, tata nilai
dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara makin
mantap serta pengaruh nilai baru yang positif menumbuhkan dan
memperkuat sikap dan perilaku manusia Indonesia yang kami maju, mandiri,
dan berkepribadian luhur.
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10.

11.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil memajukan
tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan kemampuan bangsa serta
ikut mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat,
persaingan antar bangsa yang makin ketat, sertadampak arus globalisasi yang
makin meluas, menuntut pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat, cepat, dan cermat serta
bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya
masyarakat yang mandiri, maju, dan sgahtera.

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptak em
hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberi asan
hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadagan hukum yang
makin meningkat dan makin lajunya pembangunan men @ terbentuknya
sistem hukum nasional dan produk hukum yang men g"0an bersumber
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Remtbangunan hukum
selanjutnya masih perlu memperhatikan pening emasyarakatan hukum,
peningkatan pelaksanan penegakan hukum &;msisten dan konsekuen,
g

peningkatan aparat hukum yang berkualit: bertanggung jawab, serta
penyediaan sarana dan prasarana pend memadai.

Keberhasilan pembangunan poli makin memantapkan tatanan
kehidupan politik dan keneg dasarkan demokrasi Pancasila yang
mendorong makin berfungsi erperannya lembaga politik, mantapnya
perkembangan  organis, %uasasaan sosial politik dan organisasi
kemasyarakatan, ndorong meningkanya kesadaran politik
masyarakat. OrganiSasi uatas sosid politik makin dituntut untuk lebih
berkualitas dan4mangiri sehingga lebih berperan dalam menampung dan
pirasi masyarakat. Aparatur negara sebagai abdi negara
dan abdi rakat makin dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam
j dinamika aspirasi masyarakat. Peranan penerangan, komunikasi,
ia’ massa dalam pembangunan nasional makin menumbuhkan
ranserta masyarakat. Keterbukaan yang bertanggung jawab telah makin
gkat dan berkembang, sementara arus komunikasi timbal balik dan
penyaluran aspirasi politik masih memerlukan perhatian.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional telah
makin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan
dan pengembangan daerah serta peranserta dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan upaya pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada
otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dalam rangka
lebih  meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan
mendorong penerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh tanah air.
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12. Perkembangan penyelenggaraan hubungan luar negeri berdasarkan prinsip
politik bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, pada tingkat
regional cenderung makin positif Namun, dalam menghadapi tantangan pada
tingkat global masih perlu terus ditingkatkan kewaspadaan, keteguhan sikap,
dan kemantapan ideologi dalan memelihara Ketahanan Nasional dan
menghadapi tantangan karena adanya kecenderungan dan gejala dominasi
negara adikuasa yang selalu memaksakan kehendaknya yang berdampak
negatif bagi kepentingan negara-negara berkembang.

13. Pembangunan pertahanan keamanan negara selama Pembangunan®jangka
Panjang Pertama telah berhasil meningkatkan kesadaran bela neg dan
mengembangkan kemampuan bangsa untuk mengatasi segala t: an yang
dihadapi bangsa dan negara, yang tercermin dalam terpexa Stabilitas
nasional yang dinamis, sehingga pembangunan nasional (dapat berlangsung
dengan lancar dan aman. Kebutuhan personel, dat le erta sarana dan
prasarana pendukungnya, baik jumlah maupun as, masih perlu
ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pengama mbangunan mengingat
luas, posisi wilayah negara, dan jumlaa‘ uk yang besar, serta

gkat.

kemungkinan tantangan global yang mak|
B. TUJUAN PEMBANGUNAN @(A PANJANG KEDUA
Pembangunan Jangka Panjang N@enujuan mewujudkan bangsa yang
maju dan mandiri serta sejahter; batin sebagai landasan bagi tahap
pembangunan berikutnya men rakat adil dan makmur dalam Negara

Kesatuan Republik Indone5| arkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

C. SASARAN % EMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Sasaran u mbangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya
kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam
suasana t dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat,
bangsa, ara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa
Indﬁaﬂg serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama
man manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya,
manusiadengan Tuhan Yang Maha Esa

D. TITIKBERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Tititk berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada bidang
ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas
sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan
terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama,
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selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

E. SASARAN BIDANG PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

Pembangunan nasional di segala bidang harus senantiasa makin mewujudkan
pemantapan Wawasan Nusantara dan memperkukuh Ketahanan Nasional.
Perwujudannya melalui pembangunan empat aspek kehidupan bangsa yaitu
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sedangkan Bidang-
bidang pembangunan disesuaikan dengan Sasaran Umum Pembangunal ka

Panjang Kedua

Upaya pencapaian Sasaran Umum Pembangunan Jangk ng Kedua,
diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, yaitu nomi; bidang
kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan; bidang a@ dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bidang ilmu penget teknologi; bidang
hukum; bidang palitik, aparatur negara, penerangan i a5| dan media massa;
serta bidang pertahanan keamanan. %

1.  Sasaran Bidang Ekonomi

Terciptanya perekonomian yang r- i dan andal sebagai usaha bersama
atas asas kekeluargaan, berdasark; pokrasi  ekonomi yang berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang 945 dengan peningkatan kemakmuran
rakyat yang makin merata, pe an yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional
yang mantap, bercirikan i ang kuat dan maju, pertanian yang tangguh,
koperasi yang sehat dal , serta perdagangan yang maju dengan sistem

usaha koperasi, ne dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam yang
optimal yang nya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,
an profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu
eknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

distribusi yang mant;g didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan

an Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan

Tetwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir batin secara
adil dan merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan
yang makin bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman
dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat,
cerdas, patriotik, berdisiplin, kreataif, produktif dan profesional; makin mantapnya
budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan
martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

3. Sasaran Bidang Agamadan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
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Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang
dinamis antar-dan umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etika
bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang
harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan
penghayatan dan pengamalan Pancasila

4.  Sasaran Bidang limu Pengetahuan dan T eknologi

Tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengerpbaan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bagi ngkatan
kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan dan daya saing baesa yang
diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjut: ierwawasan
lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, almrta sejahtera,
yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etik didasa:@ilai luhur budaya

bangsa serta nilai keimanan dan ketakwaan terhadap T!:Ean Yang Maha Esa

bersumberkan Pancasila dan Undang-Und 1945, dengan memperhatikan
kemajemukan tatanan hukum yang b yang mampu menjamin kepastian,
ketertiban, penegakan, dan perlin kum yang berintikan keadilan dan

5. Sasaran Bidang Hukum
Terbentuk dan berfungsinya sistema%; nasional yang mantap,

kebenaran, serta mampu meng an mendukung pembangunan nasional,
yang didukung oleh aparatur sarana, dan prasarana yang memadai serta
masyarakat yang sadar d m.

6. Sasaran Bidang, Poli Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan
°

rfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitutional
okrasi Pancasila yang mantap dan dinamis, dengan kualitas
manusia yarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi

mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab;
hubungan luar negeri yang dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang
makin mampu menunjang kepentingan nasional serta masih mampu mendukung
terwujudnya tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial; aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab, penuh pengabdian
dan profesional; diperkuat oleh penyelenggaraan penerangan, komunikasi, dan
media massa yang mampu menggugah peranserta rakyat dan berfungsi positif
terhadap upaya mengoptimalkan dan memeratakan man faat pembangunan di segala
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bidang, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kualitas
demokrasi.

7.  Sasaran Bidang Pertahanan Keamanan

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara dengan
daya tangkal yang tangguh berdasarkan Sistem Pertahanan Keaman akyat
Semesta, yang ditandai oleh kemampuan segenap komponen kekuatgp ;%an
keamanan negara yang andal, kesadaran bela negara yang tinggi, sel aan
Dwifungsi ABRI dan kemanunggdan ABRI-rakyat yang makin %mp dan
dinamis, didukung sarana dan prasarana, industri strategis yang estiai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keam :@n ketertiban
masyarkat yang mantap.

F. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA P NG KEDUA

1.  Pembangunan Jangka Panjang Kedua diar: uk meningkatkan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia agar rhgkig-maju, mandiri, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila. Dalam Pemb@n Jangka Panjang Kedua, rasa
cintatanah air yang melandasi kesada ebangsaan, semangaat pengabdian,
dan tekad untuk membangun bangsa yang lebih baik harus terus
dibangkitkan dan dipelih ing@a berkembang menjadi sikap mentd dan
sikap hidup masyaral mampu mendorong percepatan proses
pembangunan di pek kehidupan bangsa guna memperkukuh
persatuan dan kesa a demi terwujudnya tujuan nasional.

2. Pelaksanaan arfgunan Jangka Panjang Kedua diarahkan untuk tetap
bertumpu kepata™T rilogi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi dipérlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-
bid sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk
mefvujulkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih

@beri peran kepada rakyat untuk berperanserta aktif dalam pembangunan,
#iwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang
mantap dan dinamis melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya nasional diarahkan
menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya politik, dan pertahanan keamanan
yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang
memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajeman. Sumber daya
manusia, termasuk pemuda dan wanita, sebagai penggerak pembangunan
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nasional dipadukan dengan aspirasi, peranan, dan kepentingannya ke dalam
gerak pembangunan bangsa melalui peranserta aktif dalam seluruh kegiatan
pembangunan.

4. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional
yang mandiri dan andal berdasark an demokrasi ekonomi untuk meningkatkan
kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan
demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat serta mengatasi Kketimpangan ekongmi
kesenjangan sosial. Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatia

kuat, dan mandiri serta sebagai sokoguru pereko
merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ek
kegiatan perekonomian nasional, sehingga mamgu berperan utama dalam
meningkatkan kondisi ekonomi dan kesej yat. Berkaitan dengan
itu, perlu ditingkatkan dengan sungguh %h penataan koperasi, usaha
negara, dan usaha swasta agar mas g melaksanakan fungsi dan
peranannya dalam perekonomian yang didasarkan pada demokrasi
ekonomi berlandaskan Pancasil angunan ekonomi secara bertahap

harus ditata dalam peraturan pgr

5. Pertumbuhan ekonomi -« kung oleh peningkatan produktivitas dan
efisiensi serta sumber,da @ anusia yang berkualitas. Pembangunan industri
dan pertanian serta Séktoy produktif lainnya ditingkatkan dan diarahkan untuk

menghasilkan énumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pembangunan

industri terus“itiigkatkan dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi

ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai
g makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari
rahg yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan
er daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu,
ai tambah yang tinggi, dan padat keterampilan. Sektor pertanian terus
ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang
cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan
mampu melanjutkan proses industrialisasi, serta makin terkait dan terpadu
dengan sektor induwstri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan
agroindustri dan agrobisnis yang produktif.

6. Jasa, termasuk pelayanan infrastruktur dan jasa keuangan, terus
dikembangkan menuju terciptanya jaringan informasi, perhubungan,
perdagangan, dan pelayanan keuangan yang andal, efisien, mampu
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mendukung indwstrialisasi, dan upaya pemerataan. Perdagangan harus
mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi
sehingga mampu mendukung upaya pemerataan, serta memperkuat daya
saing melalui pengembangan kemampuan untuk memperkirakan dan
memanfaatkan pengaruh perkembangan ekonomi dunia Perhubungan harus
diselenggarakan secara efisien sehingga makin memperlancar arus lalu lintas
orang, barang, dan jasa Pembangunan perhubungan yang meliputi
transportasi, pos, dan telekomunikasi harus diarahkan agar makin menunjang
pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional serta upaya pemeratégn dan
penyebaran pembangunan, dengan menembus isolasi dan ke erb%an
daerah terpencil sehingga akan makin memantapkan perwujud an
Nusantara dan memperkukuh Ketahanan Nasional. P%mgunan
perhubungan juga akan meningkatkan pengembangan ki isataan yang
memiliki potensi besar untuk berkembang. Pemban mpariwisataan
harus lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk mer@tkan penerimaan
devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, menci takaéw apangan kerja, serta
mendorong kegiatan ekonomi yang terkait d pengembangan budaya
bangsa, dengan memanfaatkan keindahan d aan alam Indonesia yang

beraneka ragam.

Pendayagunaan sumber daya alam $ kok—pokok kemakmuran rakyat
dilakukan secara terencana, rasiorialy, optimal, bertanggung jawab dan sesuai
dengan kemampuan daya du '5. a dengan mengutamakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat se pemperhatikan  kelestarian  fungsi  dan
keseimbangan lingku i bagi pembangunan yang berkelanjutan. T ata
ruang nasional ym awasan nusantara dijadikan pedoman bagi
perencanaan pembang agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan
sumber daya dafat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif

onomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia, seperti
dan pertambangan, harus senantiasa memperhatikan bahwa
n sumber daya alam, di samping untuk memberi kemanfaatan
kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam
terbarukan harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat
selalu terpelihara sepanjang masa. Oleh karena itu, sumber daya alam harus
dijaga agar kemampuannya untuk memperbaharui diri selalu terpelihara.
Sumber daya alam yang tidak terbarukan harus digunakan sehemat mungkin
dan diusahakan habisnya selama mungkin. Pembangunan kehutanan harus
makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam
negari sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan
kerja yang sebesar-besarnya. Pembangunan pertambangan diarahkan pula
untuk menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku bagi industri dalam
negeri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya dan
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menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Pembangunan sektor ini
juga harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan
wilayah, pembangunan daerah, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Energi
merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh kehidupan dan bagi
pembangunan, terutama untuk mendukung proses industrialisasi.
Pembangunan energi harus diarahkan untuk menjamin kemandirian dalam
energi, dan untuk itu perlu ditingkatkan upaya untuk mengembangkan dan
memelihara cadangan sumber energi, menganekaragamkan penggunaan
berbagai sumber energi dan menghemat pemakaiannya, seda lebih
mengembangkan penggunaan sumber energi yang terbarukan' Kdi
sektor yang mengelola sumber daya alam dari bumi memiliki pete tuk
merusak lingkungan, baik air, tanah maupun udara. Oleh karena #u, harus
selalu dijaga agar kegiatan pembangunan di sektor i@eMperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

9. Dana untuk pembiayaan pembangunan terutamacéali dari  sumber
kemampuan sendiri. Sumber dana luar negefiy yang masih diperlukan
merupakan pelengkap, dengan prinsip i kemandirian dalam
pelaksanaan pembangunan dan menceg %ikatan serta campur tangan
asing. Pembangunan nasional p%& nya diselenggarakan oleh
masyarakat bersama pemerintah. O] a itu, peranan masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan harusSgeru§ ditumbuhkan dengan mendorong
kesadaran, pemahaman, dan ge atan bahwa pembangunan adalah hak,
kewajiban, dan tanggung seluruh rakyat. Tabungan nasiond yang
meliputi tabungan pel an tabungan masyarakat perlu ditingkatkan.
Tabungan pemerintafl di atkan melalui peningkatan penerimaan negara,
terutama yang berasal“dari sumber nonmigas, diiringi dengan upaya untuk
meningkatkany efisiefisi dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut untuk
mencapai pembangunan. Semua upaya itu dilaksanakan dalam
kerang ebijaksanaan fiskal yang tetap didasarkan pada prinsip anggaran
berimbafigddan dinamis yang menjamin pemerataan pembangunan yang
meluas, *pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas ekonomi
é sehat dan dinamis. Tabungan masyarakat ditingkatkan melalui
ijaksanaan moneter yang didukung kebijaksanaan di bidang lain, yang
menjamin kestabilan nilai mata uang dan sekaligus mendorong pertumbuhan
ekonomi, pengembangan lembaga keuangan dan perbankan yang efisien dan
makin meluas jangkauannya

10. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,
menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta meningkatkan
pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi
otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta
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11.

12.

13.

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan
kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan timur Indonesia,
daerah terpencil dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan sebagai
perwujudan Wawasan Nusantara.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkekan harkat dan martabat
manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta
meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tergnasuk di

lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkemb ilmu
pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memaddidikan yang
berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedinm BKin merupakan
tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah®™@I€h karna itu, peran
aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis, dampjenjang pendidikan perlu

didorong dan ditingkatkan.

Budaya bangsa sebagai perwujudan ci %a karsa, dan karya bangsa
Indonesia yang dilandasi nilai luhur b rdasarkan Pancasila, bercirikan
Bhineka Tunggal lka dan berw: nusantara, harus diupayakan agar
senantiasa menjiwai perilaku at dan pelaksana pembangunan, serta
membangkitkan sikap keseti Lg&n dan tanggung jawab sosial dan disiplin
serta semangat pantan &rah. Kebudayaan nasional yang merupakan
puncak-puncak keb aerah harus mengangkat nilai budaya daerah
yang luhur, menyar menyerap nilai budaya dari luar yang positif dan
sekaligus menoldk nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya
menuju ke emajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan
ia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus
sehingga mampu menjadi wahana komunikasi sosial dan
u pengetahuan dan teknoogi serta seni dalam rangka
eningkatkan kualitas manusia, memperkukuh persatuan dan kesatuan
a sertamemantapkan kepribadian bangsa.

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk
dan pengendalian lgu pertumbuhan penduduk, serta perwujudan keluarga
kecil bahagia dan sejahtera. Upay a penurunan tingkat pertumbuhan penduduk
perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Upaya persebaran penduduk secara
serasi, antara lain melalui transmigrasi, perlu dilanjutkan dan lebih diarahkan
kepada transmigrasi swakarsa. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu dan
kemudahan pelayanan kesehatan yang harus makin terjangkau oleh seluruh
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lapisan masyarakat serta meningkatkan gizi dan membudayakan sikap hidup
bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan
permukiman yang layak.

14. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa
diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
budaya bangsa, sikap keteladanan dan disiplin dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang harus dilaksanakan sedini mungkin di
lingkungan keluarga, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pembinaan

dikembangkan dengan tetap memperhatikan kodrat serta® ha
martabatnya. Perlu diberikan perhatian terhadap penduduk usia lanjut Sebagai
warga negara yang memiliki pengalaman luas serta kearifan pengetahuan
yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

15. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan@?dap Tuhan Yang
Maha Esa diarahkan untuk mampu meningkatkan kg as umat beragama
dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yaré &ha Esa sehingga tercipta
suasana kehidupan beragama dan kepercal adap Tuhan Yang Maha

Esa yang penuh keimanan, ketakwaan, ukunan yang dinamis serta
makin meningkatnya peranserta u am pembangunan. Upaya ini
diselenggarakan melalui pening masyarakatan nilai keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Y Esa, didukung oleh perluasan sarana
dan prasarana kehidupan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. K}

16. Pembangunan iImuﬁ&huan dan teknologi memegang peranan penting
serta akan sangat memperngaruhi perkembangan dalam masa Pembangunan

Jangka Panj edfia. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan
mempengaighi\ Keberhasilan membangun masyarakat maju dan mandiri.
Pemb an iImu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar peman faatan,
pen an, dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan

ngkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas lapangan Kerja,
ningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa, serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui
pendidikan dan pelatihan, penataan sistem keembagaan, serta penyediaan
sarana dan prasarana penelitian, penerapan, dan pengembangan yang
memadai. Dalam penyelenggaraannya harus senantiasa berpedoman pada
nilai agama, nilai budaya bangsa serta memperhatikan keterbatasan sumber
daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

$ dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaharuan,
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17.

18.

19.

20.

Dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum diarahkan
untuk menghasilkan produk hukum nasiond yang mampu mengatur tugas
umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung
oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan
taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang
profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang
memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.
Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secar&gerpadu

dalam sistem hukum nasional. .

Pembangunan politik diarahkan pada terwjudnya tatanan kehiw olitik
berdasarkan demokrasi Pancasilayang makin mampu menjamin bgrfungsinya
lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya @ komunikasi
politik, baik antara supra- dan infrastruktur politi aUptin antarsesama
supra- dan infrastruktur politik dan denga asyarakat, serta
mengembangkansuasana dan sikap keterbuk ang bertanggung jawab.
Pembangunan palitik harus makin meningk litas pendidikan politik,
keteladanan dan kaderisasi politik, pemal an etik dan moral budaya
N

politik yang berdasarkan Pancasil ngkatkan peranserta politik
masyarakat, dan membangun s ekeluargaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, d erfiegara.  Pembangunan  penerangan,
komunikasi, dan media m ditingkatkan dan diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran kat akan hak dan kewajibannya sebagai
warga negara serta men dan menggairahkan peranserta aktif dalam
pembangunan nasio%dt alam seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri yang
didasarkan p: olitik luar negeri yang bebas aktif perlu terus ditingkatkan

dan diman dam rangka menunjang pencapaian tujuan nasional.
Pemb. an aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas
ap egara agar aparat negara lebih memiliki sikap dan perilaku yang

rintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan
awaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada
masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Sejalan denganitu,
perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan
peringkat aparatur negara sehingga terlaksana penyelenggaraan administrasi
negara yang bersih, berwibawa, profesional, efisien, dan efektif.

Pembangunan pertahanan keamanan negara diarahkan pada kemampuan
untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta, didukung oleh manusia yang
profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi,
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kemanunggalan ABRI-rakyat dan pelaksanaan fungsi sosid politik ABRI
yang mantap dan dinamis, serta didukung pula oleh sarana-prasarana dan
industrni strategis yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi agar terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis,
kelangsungan pembangunan nasional serta tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

822 ¢ Himpunan Beranotasi: Ketetapan MPR-RI 1960-2001



BAB IV
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETUJUH
A. KONDISIUMUM

Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam, bangsa Indonesia telah berhasil
mencapai  kemajuan melalui pemantapan stratefi pembangunan yang
menitikberatkan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan berkembagnya
struktur ekonomi yang lebih seimbang, lebih adil dan merata eluruh
wilayah tanah air, keterkaitan antara industri dan pertanian, sgiri;man
meningkatnya kualitas sumber daya manusia tumbuhnya sik ad
kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia, makin berday;;n%konomi
rakyat dalam sistem ekonomi nasiond berdasarkan Pan dah Undang-
Undang Dasar 1945; meningkatnya pembangunan mkesejahteraan
rakyat, pendidikan, dan kebudayaan; pembangun idang kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Y M. Esa; pembangunan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; %gunan bidang hukum;
pembangunan bidang politik, aparatur neg%‘ rangan, komunikasi, dan
media massa; pembangunan bidan anan keamanan dengan

memelihara stahilitas nasional yang an dinamis secara saling terkait,
makin memperkuat, dan mendu rta meningkatnya pelaksanaan hak
asasi manusia sehingga dala gunan Lima Tahun Ketujuh bangsa
Indonesia dapat melanjutki mtinggal landas dan meningkatkan upaya
pembangunan. K)

Pada akhir Pembam ima Tahun Keenam globalisasi yang makin
didorong oleh pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
terutama tekpolQgi ®elekomunikasi dan informatika serta transportasi,
mengakib. kin derasnya arus informasi, mobilitas manusia, barang
dan jasa“yang ‘dapat berdampak pada stabilitas nasional dan Ketahanan
Nasi g pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan nasional.
GldbaliSasi menimbulkan peluang makin terbukanya pasar internasional bagi

ﬁksi barang dan jasa dalam negeri, termasuk pengembangan pariwisata

am negeri. perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam
hubungan kerja sama internasional, globalisasi telah makin membuka peluang
bagi Indonesia untuk memperkenalkan kemajuannya, berperan aktif bagi
terciptanya tatanan dunia baru, terbukanya kesempatan menyerap informasi,
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran dan pengembangan
budaya bangsa. Globalisasi menghadapkan pembangunan Indonesia kepada
kendala dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, terutama internasionalisasi sistem politik, nilai-nilai
demokrasi dan hak asasi manusia, makin derasnya masukan informasi yang
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tidak seimbang dan merugikan, makin kuatnya persaingan di pasar
internasional,  meningkatnya  kecenderungan  proteksionisme  dan
diskriminassi pasar melalui berkembangnya pengelompokan regional dan
internasional, meningkatnya penetrasi budaya yang bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi ancaman terhadap pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, menimbulkan kendala di
bidang politik dan pertahanan keamanan, meningkatnya rongrongan terhadap
ideologi Pancasila yang menghambat pembangunan nasional serta
menggangu persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Pembangunan nasional telah berhasil meningkatkan peranserta,®efisi an
produktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pendap ional
dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangap sosial yang
dapat menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sogial Kaféna pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya belum dapat ikmati  secara adil.

Demikian pula demokrasi ekonomi berdasar] Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang dikembang % mencegah terjadinya
persaingan tidak sehat, pemusatan ekol dalan bentuk monopoli,
monopsoni, oligopali, dan praktek laign g merugikan rakyat, belum
sepenuhnya terlaksana

4. Di bidang ekonomi telah d mbangkan sistem ekonomi nasional
berdasarkan Pancasila d %g—Undang Dasar 1945, yaitu Sistem
Ekonomi Pancasila, Y isinya ditandai oleh ketahanan ekonomi
nasional yang maki struktur ekonomi antara industri dan pertanian
yang lebih seimban dengan berkembangnya sektor ekonomi lainnya;
kesejahteraan daf pengdapatan masyarakat yang makin meningkat dan merata,

aha dan lapangan kerja yang makin meluas; ekspor,

tivitas, dan daya saing yang makin meningkat; pemanfaatan
tahuan dan teknologi yang makin berkembang; serta kelestarian
utu lingkungan hidup yang makin terjaga.

efisiensi,
ilmu
fu

Pembangunan industri telah dapat memperkukuh struktur perekonomian
nasional dengan berkembangnya keterkaitan yang kuat dan saling
mendukung antar sektor, meningkatnya daya tahan perekonomian
nasional, serta mendorong kegiatan berbagai sektor pembangunan
lainnya. Industri nasional telah lebih mampu menggunakan rancang
bangun, rekayasa dan konstruksi, serta memanfaatkan barang dan jasa
buatan dalam negeri. Disisi lain, daya saing dan ketahanan industri yang
tinggi serta nilai tambah yang memadai bdum sepenuhnya tercapai,
kandungan lokal produk barang dan jasa masih rendah, ketergantungan
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akan bahan baku impor masih tinggi, serta penyebaran industri ke
seluruh wilayah, khususnyadi kawasan timur Indonesia, belum merata.

Pembangunan pertambangan tedah dapat memanfaatkan kekayaan
sumber daya alam tambang serta menyediakan bahan baku bagi industri
dalam negeri dan bagi keperluan energi. Namun, peranserta masyarakat
yang tinggal di daerah sekitar pertambangan serta keamanan dan
keselamatan rakyat dalam pembangunan pertambangan belum
mendapatkan perhatian yang memadai.

Pembangunan energi telah berhasil menunjang kegiaana%emﬁan
dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Namun, us. asi

dan pencarian sumber-sumber energi baru dan terbaru belum

ki
memadai. Q »
Pembangunan pariwisata telah berhasil menj pendapatan
devisa, mewujudkan beraneka ragam objek aya tarik wisata
dengan tetap mempertahankan nilai agam ribadian, dan nilai luhur
budaya bangsa serta mempererat per; antar bangsa. Akan
tetapi, pengembangan objek dan %ik wisata, pemasaran, dan
keterjangkauannya belum mam embangkan seluruh potensi

yang ada.
Pembangunan pos, tel %i, dan informatika telah dapat

memperlancar arus sugat, g, dan informasi, memperluas jangkauan
Jasa komunikasi, informasi, pos dan giro

serta meningkatki
kepada masyarakat: un, mutu pelayanan pos, telekomunikasi, dan
informatika yal dan mudah belum sepenuhnya terlaksana.

b. Pembangunan pértanian makin mantap dan telah dapat meningkatkan
pend rta taraf hidup petani dan nelayan, mencapai swasembada
pandan sefta meningkatkan dan menganekaragamkan hasil pertanian,
a@ gkatkan mutu dan nilai tambah hasil pertanian serta menunjang
pembangunan wilayah melalui berbagai dukungan di antaranya sistem

éengairan dan penyuluhan pertanian yang lebih andal. Di sisi lain,
pembangunan pertanian bedum dilaksanakan secara optimal untuk
memperkuat daya saing dan memperluas pasar dalan dan luar negeri.
Kesejahteraan petani dan nelayan, perolehan nilai tambah belum
memadai dan kesempatan berusaha di pedesaan masih terbatas.

Pembangunan kehutanan telah dapat meningkatkan lapangan kerja dan
pendapatan negara dengan senantiasa memperhatikan fungsi dan
kelestarian lingkungan hidup. Namun, Kketerlibaan masyarakat
setempat, rehabilitasi dan reboisasi hutan, serta pencegahan pencurian
hasil hutan dan kebakaran hutan, belum dilaksanakan secara optimal.
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c.  Pembangunan koperasi telah berhasil memantapkan pengembangan
koperasi yang makin sehat dan mandiri serta tumbuh dan menyebar ke
seluruh tanah air terutama di pedesaan, dan meningkatkan citra koperasi
yang positif dalam masyarakat. Di sisi lain, koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang nyata dan sebagai salah satu pelaku utama dalam
kehidupan ekonomi nasional masih menghadapi banyak kendala internal
dan eksternal sehingga belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi
dan perannya.

Pembangunan tenaga kerja telah berhasil mendorong pembggtukan
tenaga terampil dan profesional, meningkatkan Kebij

pengupahan dan penggajian berdasarkan prestasi ja, serta
meningkatkan pelaksanaan hubungan industri Pancasi AJ( tetapi,
perencanaan tenaga kerja Indonesia yang selaras d transfo rmasi
struktur perekonomian nasional, perbaikan korm indungan dan
keselamatan kerja, serta upah dan jaminan sosi lum optimal dan
belum didukung oleh ketersediaan tenaga g berkualitas sesuai
dengan tingkat perkembangan kegiatan % ian nasional.

Pembangunan usaha nasional t at mengembangkan usaha
nasional menjadi kekuatan ekom&mal yang makin tangguh dan
mandiri melalui semangat kgrj a dan kemitraan. Namun, usaha
nasional belum sepenuhnyadi ng oleh peranserta aktif masyarakat
dan iklim yang kon akses yang lebih merata pada faktor

produksi.

d.  Pembangunan e‘r@ngan telah dapat mengembangkan sistem

perdagangan nasiowal yang makin efektif dan efisien, meningkatkan dan
tkan pluang dan memperluas pasar melalui mekanisme pasar
serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Di

ﬁn pembangunan perdagangan belum sepenuhnya didukung oleh

distribusi nasional yang efisien serta memberi akses yang adil
erata bagi seluruh masyarakat.

embangunan transportasi telah dapat menyelenggarakan sistem
transportasi nasional secara lebih terpadu, menggerakkan dinamika
pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, serta
mendukung sistem distribusi nasional dan pembangunan wilayah. Akan
tetapi, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi belum dapat
sepenuhnya memenuhi  kebutuhan masyarakat dan mendukung
pembangunan sektor-sektor lainnya.

e. Pembangunan daerah telah berhasil meningkatkan penyelenggaraan
otonomi daerah dan peranserta masyarakat di daerah dalam proses
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pembangunan. Pembangunan perkotaan sebagai bagian integral
pembangunan daerah dalam fungsinya sebagai pusat pelayanan dan
perdagangan telah meningkatkan efisiensi arus distribusi serta
meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Akan tetapi, pembangunan
daerah belum sepenuhnya didukung oleh keterpaduan pembangunan
sektoral serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan Keterkaitan
pembangunan antar wilayah, antar dan antara desa dan kota terutama
daerah tertinggal dan terpencil, daerah perbatasan, daerah transmigrasi,
dan daerah di kawasan timur Indonesia.

Pembangunan transmigrasi tdah berhasil menata penyebaran pi @

menunjang pembangunan daerah, serta memperkukuh .r dan
kesatuan bangsa, namun pelaksanaannya belum sepequhrya” terpadu
dengan pembangunan daerah dan sektor-sektor pemba an lainnya.

Pembangunan kelautan telah berhasil mem[@ﬂgkan Indonesia
mendapatkan pengakuan internasional sebagal negara kepulauan
mengembangkan pemanfaatan sumber da) u.tan, mengembangkan
industri  kelautan, dan menata k
kemampuan pemanfaatan potensi s aya kelautan, zona ekonomi
eksklusif, kelembagaan kelautanf%mbangan potersi kelautan dan
wilayah pesisir, penanggu erusakan lingkungan laut, dan
pencurian kekayaan th%ﬂ penuhnya didukung oleh sarana dan

prasarana serta peratu ang-undangan.

Pembangunan ki aan telah berhasil meningkakan industri
kedirgantaraan }{m faatkan sumber daya kedirgantaraan, dan
penggunaan wilayah dirgantara, namun pengakuan
internasi teradap hak Indonesia atas penggunaan wilayah antariksa
ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan belum
at Penanganan secara intensif.

bahgunan lingkungan hidup telah berhasil meningkatkan upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan
eserasian yang dinamis dengan proses pembangunan. Namun,
kesadaran tentang perlunya kelestarian fungsi lingkungan hidup belum
sepenuhnya membudaya.

Pembangunan pertanahan telah berhasil meningkatkan upaya penataan
tertib hukum, administrasi dan tata guna tanah, serta memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan
fungsi pengembangan pertanahan untuk pembangunan. Namun,
penataan, pengusahaan, pemanfaatan tanah, dan pendaftaran hak atas
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tanah untuk berbagai tujuan belum sepenuhnya terlaksana secara baik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pembangunan keuangan telah berhasil meningkatkan kemampuan dan
daya guna keseluruhan tatanan, perangkat kelembagaan dan
kebijaksanaan keuangan, pelaksanaan kebijaksanaan fiskal, moneter,
dan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas ekonomi
yang sehat dan dinamis. Namun, tingkat kemandirian pembiayaan
pembangunan nasional, penekanan defisit neraca transaksi pegjalan,

pengendalian laju inflasi, dan pemantapan lembaga keuangah m

sepenuhnya tercapai.

Pembangunan investasi telah berhasil mendorong pe atén investasi

pertumbuhan ekonomi, serta peran aktif masyal am kegiatan

ekonomi. Namun, iklim investasi yang mendukiing pertumbuhan

ekonomi, penciptaan lapangan kerja pemerataan pembangunan,
. | .

pemberdayaan masyarakat, serta peningk apasitas dan peranserta

aktif masyarakat dalam pembangunan emadai.

bangsa dan menguatny@Nat)“iri bangsa jiwa keperintisan, kepeloporan,
kepahlawanan, senﬁ ausahaan. Di sisi lain, terdapat ketimpangan,
kecemburuan, Kketegal , dan penyakit sosial lainnya. Demikian pula,
terdapat gejala\ pdla kehidupan yang mengutamakan kepentingan
perseoran g menonjolkan kebendaan serta berkurangnya rasa
ian dan kesetiakawanan sosid.

bangunan kesejahteraan sosid telah berhasil meningkatkan jumlah,
kualitas, jangkauan pelayanan, dan kemampuan lembaga sosial

asyarakat; meningkatkan kesadaran, tanggung jawab sosial, dan rasa
kesetiakawanan sosial terhadap anggota masyarakat yang kurang
beruntung, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, penyandang cacat,
penduduk lanjut usia yang tidak mampu, korban penyalahgunaan obat,
narkotika, psikotropika zat adiktif lainnya, dan kenakalan remaja, serta
korban bencana dan musibah lainnya Namun, peningkatan
proffesionalisme dan penetapan kompetensi pekerja sosial kelembagaan,
sarana dan prasarana, serta pemahaman masyarakat luas terhadap
masalah sosial dan kerja sama sosial serta sikap kegotong-royongan
masih belum memadai.
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b.  Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Masyarakat makin sadar terhadap pola hidup sehat dan
pentingnya lingkungan hidup bersih. Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat ditandai oleh meningkanya usia harapan hidup,
menurunnya angka kematian ibu melahirkan serta menurunnya angka
kematian anak dan bayi. Perubahan dalam gaya hidup serta kemajuan
teknologi komunikasi dan transportasi telah mempermudah penularan
penyakit dari satu tempat ke tempat lain dan meningkatnya penyakit
degeneratif. Disamping itu, penanggulangan korban minuman Keras dan
penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika dan zat agikti@a
belum diselenggarakan secara optimal; pengawasan dan p, ian
peredaran minuman Kkeras, obat terlarang, penyalahgun: obat,
nerkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya m el@m efektif.
Industri farmasi telah berkembang pesat, tetap%mdukmg oleh

al

industri bahan baku dan pengembangan industri an kesehatan.
c. Pembangunan keluarga sejahtera telah uemeningkat tanggung
jawab masyarakat untuk menjadi rga sebagai wahana

membina dan mengembangkan eluarga yang didukung oleh
lembaga masyarakat dalam an kemampuan dan ketahanan
keluarga untuk makin ber, am pembangunan. Noma keluarga
kecil, bahagia, dan sej ah makin disadari dan dilaksanakan
melalui program menyelurti¥dan terpadu sehingga berhasil menurunkan
angka kelahiran % gka kematian. Namun, pemasyarakatan,
pembudayaan, Jdan rdinasi pelaksanaannya belum diselenggarakan

secara optimal.

d. Pengeﬁ ;;nmmbuhan penduduk telah berhasil dengan baik
teru elalui gerakan keluarga berencana. Sistem administrasi
k udukan dan kelembagaan kependudukan telah mulai
i angkan dan ditata dengan baik walaupun masih belum
sempurna. Kualitas penduduk telah meningkat sejalan dengan
eberhasilan pembangunan walaupun masih belum merata. Penyebaran
penduduk telah dilaksanakan terutama melalui berbagai program
transmigrasi, namun tingka kepadatan penduduk baik antarpulau
maupun antarwilayah kota dan desa belum proporsional. Penyebaran
penduduk masih terpusat di Pulau Jawa, berkaitan dengan latar belakang
sejarah, tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, tersedianya
fasilitas dan sarana kehidupan sehingga memerlukan kebijaksanaan

pembangunan yang mengurangi arus urbanisasi dan meningkatkan
penyebaran penduduk ke luar Pulau Jawa.

pembangunan bangsa dengan men kan kualitas keluarga serta
i
o
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e. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda telah menunjukkan hasil yang
menggembirakan yang ditujukan dengan meningkatnya Kkualitas
generasi muda terutama oleh meningkatnya angka partisipasi dalam
pendidikan. Cepatnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
derasnya arus informasi dan komunikasi bermuatan budaya asing yang
tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan tingginya angka
putus sekolah, serta masih adanya pekerja di bawah umur merupakan
permasalahan dalam pembinaan anak, remaja, dan pemuda. Pémbinaan
anak, remaja, dan pemuda sebagai tunas bangsa termastj( p@aﬂ
untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tah ang
Maha Esa, pendidikan budi pekerti, peningkaan disiplin, pefingkatan
minat baca dan semangat belajar telah mengalamy &uan yang
berarti, meskipun belum optimal dan terpadu. organisasi
kepemudaan telah makin tertata, namun beh@epenuhnya dapat
mewadahi aspirasi yang tumbuh dan maki ber. bang di kalangan
pemuda dan belum sepenuhnya mamdbengembangkan potensi
pemuda secara efekti f.

f Pembangunan peranan wanita iglal rhasil menempatkan wanita

sebagai mitra sejgar pria dan katkan peran aktif wanita dalam
proses pembangunan sesuai e@kodrat serta harkat dan martabatnya.
Namun, peningkatan k umber daya insani wanita terutama
pengembangan diri annya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bej ra’belum sepenuhnya didukung oleh iklim sosial
budaya dan kualitasgwanita itu sendiri.

g. Pembangurian secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan
rakyat ditandai antara lain dengan bertambahnya jumlah
lanjut usia sebagai akibat makin panjangnya usia harapan
rata-rata penduduk. Akantetapi, pengaturan dan peningkatan
serta penduduk lanjut usia belum dilakukan secara optimal dan

&melem baga termasuk penyediaan fasilitasnya

™\ Pembangunan perumahan dan permukiman telah meningkatkan kualitas
permukiman dan lingkungan, kualitas kehidupan keluarga, masyarakat,
dan lingkungan hidup. Kemampuan penyediaan perumahan khususnya
bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum sebanding dengan tingkat
kebutuhannya karena daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tidak
sebanding dengan harga pokok rumah yang terus meningkat sehingga

masih ada perumahan dan permukiman yang tidak layak huni.

i.  Pembangunan olahraga telah mencapai tingkat yang cukup baik dan
telah berhasil memasyarkatkan dan meraih prestasi, baik di tingkat
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nasional maupun internasional, meskipun beberapa cabang olahraga
belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pembinaan terhadap
olahragawan, pelatih, dan pembina penyediaan sarana dan prasarana,
serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga
masih belum memadai. Hal ini dapat menghambat proses pembibitan
olahragawan, terutama di lingkungan pendidikan sebagai wadah untuk
tumbuhnya bibit yang baik

j.  Pembangunan pendidikan yang disdenggarakan secara lebih merata dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat telah memperkyat, dan
memantapkan dasar bagi terwujudnya sistem pendidikan %m d.
Jumlah lulusan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi daktahun ke
tahun terus bertambah. Program wajib belajar sembilangtahyn‘dari segi
penyebarannya telah mencapai kemajuan yang be aik melalui
penyelenggaraan pada jalur sekolah maupun luaf“Sekotah. Pendidikan
moral Pancasila, kewarganegaraan, dan agama pathas§emua jalur, jenis,
dan jenjang pendidikan telah dilaksanak cara merata. Pendidikan
kejuruan dalam rangka memperkec %a pengangguran dan
penyediaan lulusan siap Kerja kkan perkembangan yang
menggembirakan. Pendidikan lu telah tumbuh secara pesat.
Peranan pendidikan swasta dd ranserta meningkakan kuantitas
dan kualitas pendidikan t kembang dan dirasakan hasilnya.
Walaupun demikian m at berbagai upaya peningkatan yang
belum optimal sepen@ peningkatan kualitas dan relevansi pada
semua jalur, jenis, jang pendidikan, terutama pendidikan dasar;

penataan strul& g lebih seimbang antara bidang ilmu sains

keteknikan dan s@stal humaniora, khususnya pada jenjang pendidikan
tinggi; p atadh pendidikan yang menjangkau masyarakat miskin dan
daer: il; penurunan jumlah murid putus sekolah; pengukuhan

kepribadian, akhlak mulia budi pekerti luhur, dan disiplin pada peserta

i esuai dengan tujuan pendidikan nasional; peningkatan kualitas,

citrd, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
éengayaan dan pengembangan kurikulum yang didukung oleh buku dan
kepustakaan yang memadai dan berkualitas; peningkatan peran swasta

dan dunia usaha dalam pendidikan berkualitas serta penataan
kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.

k. Pembangunan kebudayaan telah berhasil meningkatkan pemahaman,
penghayatan, dan pengamalan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa
untuk mendorong peningkatan harkat dan martabat serta memperkuat
jati diri dan kepribadian bangsa Pada kehidupan kebudayaan sedang
terjadi proses perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri
dan informasi, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

TAP MPR No. II/MPR/1998 » 831



Perubahan itu berpengaruh terhadap nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Nilai-nilai budaya dari luar yang bersifat negatif, yang
berinteraksi dengan budaya nasional, telah menimbulkan proses
perubahan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya
yang dampaknya dapat merugikan pembangun karena munculnya
pergeseran pada keutuhan jati diri bangsa. Di samping itu, dengan
terjadinya keanekaragaman dan perbedaan fungsi dalam masyarakat,
terdapat kecenderungan menurunnya sikap kebersamaan, makin
menonjolkan perilaku individual, dan memudarnya ketéladanan.
Disiplin nasional baik pada sebagian aparat maupun mas;@ra@m
sepenuhnya sesuai dengan harapan untuk menunj nya
pembangunan nasional.

[ 4
6.  Di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Yang Maha
Esa telah berhasil dikembangkan suasana kehiddpan™beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yan in semarak dan

harmonis yang ditandai oleh meningkatnya kualitgs keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin ag@%atnya penyelenggaraan
dakwah dan pendidikan agama, maki ngkatnya Kkerukunan hidup
antarumat beragama dan kepercayaan terh Tuhan Yang Maha Esa serta
makin meningkamya peranserta alam pembangunan nasional.
Pelayanan dan sarana ibadah m@(eningkat. Tantangan yang dihadapi
adalah masih kurangnya kedal emahaman dan pengamalan ajaran dan
nilai-nilai agama, yang ditagdaioleh kurang berkembangnya akhlak mulia
serta kurang mantapnym pan beragama dalam rangka mengukuhkan
landasan spiritual, n@m etik bagi pembangunan serta landasan spiritual,
moral dan etika_bagi bangunan serta landasan persatuan dan kesatuan
bangsa. 4

pengetahuan dan teknologi telah berhasil ditingkatkan
nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan
getahuan dan teknologi yang memacu kemandirian bangsa,
empercepat proses pembangunan dan pembaharuan, memajukan
asan dan keterampilan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah
dan produktivitas nasional ke arah yang setara dengan yang telah dicapai
bangsa-bangsa yang maju. Namun, kesadaran masyarakat akan pentingnya
ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan masih belum sepadan
dengan besarnya tingkat tantangan globalisasi di samping kualitas sumber
daya manusiasertailmu pengetahuan dan teknologi yang belum memadai.

a.  Pembangunan teknik produksi telah berhasil meningkatkan kemampuan
dan keterampilan proses produksi serta meningkatkan kualitas produksi
barang dan jasa. Namun, keterampilan berproduksi, kuditas barang dan
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jasa, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas belum sepenuhnya
berkembang secara merata.

b. Pembangunan teknologi telah berhasil meningkatkan kemampuan
penguasaan dan pengintegrasian teknologi, rancang bangun dan
rekayasa dalam menghasilkan barang dan jasa. Walaupun demikian,
kemampuan mengembangkan teknologi baru untuk menghasilkan
barang dan jasa yang belum ada di pasar, diikuti dengan kemampuan
membuat rancang bangun dan rekayasanya, serta kegiatan penelitian
dan pengembangan di industri belum memadai.

c.  Pembangunan ilmu pengatahuan terapan telah berhasil meRi an
kemampuan penguasaan dan pengembangan teknologi, %wfaatan
ilmu pengetahuan dasar, serta memantapkan pelaks: tfansformasi
teknologi dan proses industrialisasi. Namun, ke '@enelitiaﬂ dan
pengembangan sebagai landasan untuk pencipt%@kndogi baru dan
proses transformasi teknologi masih belum f$u. ya dikembangkan.

d. Pembangunan ilmu pengetahuan das berhasil meningkatkan
kemampuan penguasaan berbagai, disiplin ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sesuai dengan pembangunan. Akan tetapi,
kegiatan penelitian dan pen dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dasar untuk ilkan informasi dan teori yang
memperkuat landasan k an nasional dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknokogielum sepenuhnya dioptimalkan.

e.  Pembangunan aan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
berhasil meni upaya transformasi teknologi, memantapkan
koordinasi4egiatan penelitian dan pengembangan, serta mempercepat
proses faatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan gi dalam melaksanakan pembangunan. Walaupun demikian

duan kegiatan, produktivitas, dan penyebaran, serta pemanfaatan

embaga ilmu pengetahuan dan teknologi belum menghasilkan

$kondisi yang optimd.
8. bidang hukum, pembangunan sistem hukum nasional yang bersumber

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup materi,
aparatur, sarana dan prasarana hukum sudah makin mampu mengaur
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong
lajunya pembangunan nasional. Karena pesatnya perkembangan di seluruh
aspek kehidupan masyarakat, upaya pembangunan sistem hukum nasional
dan budaya hukum belum sepenuhnya terlaksana. Di samping itu,
penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah
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tidak sesua lagi pembentukan produk hukum nasional, perwujudan tertib
hukum, pembinaan profesi hukum, pemantapan organisasi lembaga hukum,
kelembagaan hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum,
perpustakaan, penelitian, dan pengembangan masih belum memadai.

9.  Di bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa
telah berhasil dikembangkan kehidupan demokrasi Pancasila makin tertata
dan meningkatnya kuditas suprastruktur dan infrastruktur politik, serta makin
lancar dan berkembangnya arus informasi dan komunikasi walaupun belum

optimal.

a.  Pembangunan politik telah berhasil mewujudkan stabilitas ol ang
makin mantap, sehat, dan dinamis serta mekanisme kepemimpinan
nasional lima tahunan telah berjalan makin mantap. feningkatan

fungsi suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
serta kualitas infrastruktur politik yang lebih d.l mis. Pembangunan
daerah dan otonomi daerah telah maki ingkat. Seiring dengan
makin meningkatnya kesadaran d erta politik msyarakat,
berkembang pula tuntutan terh namika kehidupan politik
nasional, moral, etik, sikap, dal ilaku yang sesuai dengan tuntutan
keimanan dan ketakwaan sgita “ailai-nilai Pancasila dan komunikasi
politik yang makin aspjratif an tetapi, peningkatan kemampuan

fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik tela@ eningkatkan

sumber daya manusi suprastruktur politik dan peningkatan
kemandirian infras] olitik dan pendidikan politik masih belum
optimal dala emantapkan kehidupan politik berlandaskan
demokrasi Pan

b. Hubungan \lua? negeri telah berhasil memperjuangkan serta

3 an kepentingan nasional, dan turut serta dalam upaya
an tatanan dunia baru berdasarkan prinsip politik luar negeri
aktif dan semangat Dasasila Bandung. Namun, kemampuan

dipfomasi proaktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam
$berbagai forum internasional masih belum memadai.

c. Pembangunan aparatur negara telah berhasil meningkakan kemampuan
aparat, fungsi lembaga kenegaraan dan pemerintahan serta
ketatalaksanaannya yang makin efektif dan efisien, dan berhasil
memelihara koordinasi dan keterpaduan tugas serta peranan
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Namun,
kesejahteraan, kualitas pelayanan dan pengabdian, koordinasi antar
departemen dan non departemen, profesionalisme sikap mental dan

disiplin aparat, keteladanan, produktivitas lembaga sarana dan
prasarana kelembagaan masih belum optimal.
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10.

d.  Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa telah berhasil
meningkatkan peranserta aktif dan positif masyarakat dalam
pembangunan, mendorong terciptanya interaksi timbad balik secara
terbuka dan bertanggung jawab antar sesama warga masyarakat dan
antar masyrakat dengan pemerintah serta meningkatkan kesadaran
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kemampuan
menangkal arus informasi dan komunikasi yang berdampak negatif;

kemampuan daya saing industi informasi dan komunikai, serta
profesionalisme, objektivitas, dan tanggung jawab media;n % ih

belum memadai. }
Di bidang pertahanan keamanan dengan segenap komponennya telah berhasil
diciptakan stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan d@ untuk lebih
mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan naﬁje alaupun upaya

peningkatannya untuk menghadapi tantangan masa de lum optimal.
a. Pembangunan pertahanan keamanan t Srhasil meningkatkan
kekuatan dan kemampuan pertahanan an negara dalam rangka

terciptanya kemantapan stabilit; onal yang sehat dan dinamis
dalam segala aspek kehidup ih mendukung penyelenggaraan
pembangunan  nasional. adanya berbagai keterbatasan,
pembangunan bidang keamanan beum dapat mencapai hasil

yang optimal. Upa) ggulangi kegiatan yang dapat mengganggu
keamanan nmlum sepenuhnya didukung oleh peraturan

menghadapi berbagai bentuk arm ingga mampu mendukung
eb

perundang-un. ang memadai.

b. Telah terbeRtuk®struktur yang mewadahi fungsi rakyat terlatih dan
perlin, masyarakat, antara lain dalam bentuk organisasi
petlawanan rakyat, keamanan rakyat, ketertiban umum, pertahanan sipil,

S mahasiswa, pencarian dan penyelamatan, palang merah, namun

bel tertata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
$berlaku.

c. Pembangunan ABRI telah berhasil meningkatkan kekuatan dan
kemampuan ABRI dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan
menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan Kketertiban
masyarakat. Namun, dihadapkan pada tuntutan tugas dan fungsi serta
hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang
diperkirakan, kekuaan dan kemampuan ABRI yang ada belum
memadai. ABRI sebagai kekuatan sosial polik makin mantap
menjalankan peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam
pembangunan yang didukung oleh makin pemersatu kehidupan nasional
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dan telah berhasil lebih memantapkan tatanan kehidupan demokrasi
Pancasila serta mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan
nasional, walaupun upaya peningkatan kuditas peranannya belum
optimal.

d. Pembangunan nasiond telah dapat meningkatkan kemampuan
komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara antara
lain keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
nasional, industri strategis, dan penataan tata ruang baik Jasional
maupun daerah. Meskipun masih diperlukan peningkatan di m ang
akan datang dengan memperhatikan aspek pertahanan dan k an
negara.

B. TUJUANPEMBANGUNAN LIMATAHUN K@Uﬂ.
Tujuan Pembangunan Lima T ahun Ketujuh adalah : Q

1.  Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan ekad. mandirian manusia
dan masyarakat Indonesia dalam rangka meni kualitas sumber daya
manusia untuk mewujudkan kesejahteraan batin yang lebih selaras,

berikutnya.

adil, dan merata. ﬁ’
2. Meletakkan landasan pembangun@ antap untuk tahap pembangunan

C. SASARAN UMUMP UNAN LIMA TAHUN KET UJUH

Sasaran umum Pemb Lima Tahun Ketujuh adalah tumbuh dan
berkembangnya sikap dafgte emandirian dalam diri manusia keluarga, dan
masyarakat  Indonesi lui  peningkatan peranserta aktif,  efisiensi,
profesionalisme, serta\ prdtluktivitas untuk mencapai taraf hidup, kecerdasan,
kesejahteraan lahi atin yang makin meningkat.

D. ORITAS PEMBANGUNAN LIMATAHUN KET UJUH
Dégan itetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan

pen utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kualitas
sum aya manusia, maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Ketujuh tetap
bertumpu pada pembangunan bidang ekonomi dengan kesepadanan dan keterk aitan
antara industri dan pertanian, serta sektor-sektor lainnya seiring dengan
pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dikembangkan sebagai berikut :

1.  Penataan dan pemantapan industri nasional yang mengarah pada perluasan
penguatan, dan pendalaman struktur industri nasional yang makin kukuh
dengan penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan potensi
daerah; peningkatan ketangguhan pertanian yang meliputi tanaman pangan,
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hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang mengarah kepada
aggroindustri dan agrobisnis; pemantapan koperasi baik sebagai gerakan
ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang merupakan bagian
integral dari usaha nasional yang mengarah pada perekonomian berdasarkan
asas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, dengan mendorong
peranserta penduduk yang masih tertinggd; pemantapan sistem perdagangan,
jasa, dan sistem distribusi hasil produksi industri, serta hasil pertanian, dengan
koperasi berperan penting sebagai salah sau pelaku ekonomi nasional;
peningkatan secara optimal pemanfaatan, pengembangan, dan pef\guasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknyaa m&%kat
industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. }
%

pembangunan yang mempunyai kemampuan emanfaatkan,
mengembangkan, serta menguasai ilmu pengetahuan nologi dengan
tetap dilandasi oleh motivasi serta kendali keimanan takwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergiSipling beretos kerja tinggi,

sehat jasmani dan rohani, mempunyai ;: ang, tanggung jawab,
g

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebaga@:l utama

kesetiakawanan sosial, mempunyai wa an jiwa kebangsaan serta
kecintaan tanah air dan budaya bangs unan sumber daya manusia
diutamakan pada peningkatan ku gahteraan sosial dan pelayanan
kesehatan, perluasan dan penin @uahtas pada semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan yang le ait serta sepadan dengan kebutuhan
pembangunan dan perke zaman yang didukung oleh peningkatan
efisiensi kelembagaan lolaan sistem pendidikan nasional.

aterus ditingkatkan selaras dan serasi serta saling
an goembangunan bidang ekonomi sehingga keseluruhan
iond merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan
, mandiri, dan sejahtera.

N BIDANG PEMBANGUNAN LIMATAHUN KET UJUH

E. S

1. @g Ekonomi
kin dinamis dan mantapnya perekonomian sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional, ditandai oleh berkembangnya peran pasar yang terkelola,
berlanjutnya perluasan, penguatan, dan pendalaman struktur industn;
penganekaragaman dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia sesuai
dengan potensi daerah, termasuk berkembangnya industri pedesaan; pengembangan
produk unggulan barang dan jasa; peningkatan kemitraan antara industri besar,
industii menengah, dan industri kecil; keterkaitan antara industri hulu, industri
antara dan industri hilir, serta keterkaitan industri dengan sektor ekonomi lainnya,
meningkatnya diversifikasi usaha dan hasil pertanian yang didukung oleh
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berkembangnya agroindustri dan agrobisnis; terwujudnya kelembagaan koperasi
yang mantap baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha
serta terbentuknya kemitraan dan keterkaitan usaha yang sepadan dan saling
menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya dalam perekonomian
nasional; terwujudnya sistem perdagangan dan distribusi yang efisien serta
berkembangnya peran pasar dalan negeri dan meluasnya pasar luar negeri.

Tercapainya sasaran bidang ekonomi didukung oleh sistem transportasi yang
andal; makin berfungsi dan efisiennya perkotaan serta sistem perkotaan, sebagai
pusat produksi, jasa, dan perdagangan; meningkatnya penggunaan produksidalam
negeri; berlanjutnya perluasan lapangan kerja dan kesempatéan @
meningkatnya mutu dan kesejahteraan tenaga kerja; meningkatnya ataan

kesempatan dan akses masyarakat terhadap faktor-faktor produmqf gkatnya
ng

kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorahg pgranserta aktif
masyarakat dan menanggulangi kemiskinan; terpeliharany,
alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan.

sumber daya

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan efyaan.

Makin meningkat dan meluasnya kesejaht: rakyat ditandai oleh makin
terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pan apan secara lebih merata, adil,

dan berkualitas; meningkatnya pengendd ebaran, dan mobilitas penduduk;
makin meningkatnya derajat kesehat arakat dan pemerataan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, makin ingkat dan meluasnya kesejahteraan sosial,
kesetiakawanan sosial serta m urangnya kesenjangan sosial, penduduk,
dan keluarga tertinggal;, meni a pelayanan umum yang makin merata dan
adil serta menjangkau selytu isan masyarakat; makin meluas dan meratanya
pendidikan dasar, pendidik enengah, dan pendidikan tinggi yang berkualitas
termasuk pendidi keghlian; menguatnya peranserta masyarakat dalam
penyelenggaraan ikan untuk terwujudnya manusia yang beriman dan
bertakwa terh Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur,
beretos kegja berdisiplin, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

jasmani;an hani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa

tan awab kemasyarakatan dan kebangsaan; memasyarakatnya pemahaman,
penghayiatan, dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku
manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap T uhan Yang Maha Esa

Mantap dan berkembangnya kehidupan beragama yang makin harmonis,
semarak, dan mendalam, yang ditandai oleh makin meningkatnya kualitas
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya
akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral, dan etik bangsa;
meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan dan pendidikan agama;
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meningkatkannya kualitas kerukunan hidup umat beragama dan bermasyarakat;
meningkatnya kualitas peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan nasional;
meningkatnya kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
kehidupan beragama; serta terbinanya penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, tetapi diarahkan
untuk memeluk salah satu agamayang diakui oleh negara.

4. Bidang llmuPengetahuan dan Teknologi

Makin meningkatnya kemampuan memanfaatkan, mengemiang an
menguasai ilmu pengatahuan dan teknologi sesuai dengan prioritas p unan,
didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dengangdilgpdasi nilai-
nilai spiritual, moral, dan etik sesuai dengan nilai luhur budaya @ sa serta nilai
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha a8, meningkatnya
kemampuan mengembangkan teknologi bangsa sendiri; tentvjudnya pemanfaatan,
pengembangan, dan penguasaan teknologi dalam prosesjindustrialisasi dan bidang-
bidang pembangunan lainnya; berkembangny;% dan prasarana ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka me at perwujudan masyarakat
yang maju, mandin, sejahtera, dan berkualit

Undang-Undang Dasar 1945 penataan hukum nasiond dengan
memantapkan kerangka  sj ukum nasional, pengiventarisasian dan
penyesuaian unsur-unsurpgat hukum dalam rangka pembaharuan hukum
nasional, peningkatan kualitas’ penegakan dan tertib hukum, pembinaan aparatur
hukum, sarana dan prasarafa hukum yang memadai serta peningkatan kesadaran,
kepatuhan, ket m, disiplin nasiond serta lebih dihormati dan dijunjung
tingginya hal asi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam rangka
pembangu, pembaharuan hukum.

6. @g Palitik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa

ningkatnya kualitas kehidupan politik nasional yang dilandasi moral, etik,
dan budaya politik sebagai perwujudan demokrasi Pancasila dengan semangat
kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dalam
suasana komunikasi politik yang timbal balik antar- dan antara suprastruktur dan
insfratuktur politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; meluas
dan meratanya peranserta aktif dan positif masyarakat; meningkatnya
pembangunan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi, dan bertanggung jawab; makin meningkatnya peran Indonesia dalam
percaturan politik internasional dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang

5. Bidang Hukum Q
Terwujudnya sistem huku@p yang bersumber pada Pancasila dan
i
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diabdikan bagi kepentingan nasional dan bagi terciptanya tatanan dunia baru
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; meningkatnya
kemampuan lembaga dan administrasi negara serta kualitas, moral, etik, dan
kemampuan serta kesejahteraan aparat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
untuk mewujudkan aparat yang bersih dan berwibawa, serta berkembangnya
kemampuan dan kegiatan penerangan, komunikasi, dan media massa nasional agar
lebih  mampu memacu peranserta rakyat serta berfungsi positif untuk
mengoptimalkan, memeratakan, dan mempercepat proses pembangunan nasional.

7. Bidang Pertahanan Keamanan é
. [ 4
Meningkatnya kekuatan dan kemampuan segenap kompon atan

pertahanan keamanan negara dalam sistem pertahanan keamanan rak%semesta
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi g@a terwujud
pertahanan keamanan negara yang andal dan tangguh, d g@BRI sebagai
komponen utama pertahanan keamanan negara yang Ieb@ofesional, efektif,
efisien, dan modern dengan mobilitas tinggi; makin meningkatnya kualitas
Dwifungsi ABRI yang meliputi fungsi pertahanan da Q‘éw serta fungsi sosial
politik serta tertatanya komponen pertahanan Keamaméan negara lainnya sesuai
dengan kebutuhan dan kebijaksanaan pembanglparAasional dalam rangka sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta yand“didikung oleh makin tangguh dan
berkembangnya kesadaran bela negar; rangka menjaga tetap tegaknya
kedaulatan negara dan tertibnya h a menjamin pembangunan nasional
yang berkesinambungan, didukL&sa akin mantapnya kemanunggalan ABRI,

rakyat dan makin meningk rana, prasarana serta industri pertahanan
keamanan sesuai dengan jia@/ilmu pengetahuan dan teknologi.
F. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

[ ]
LIMATAHUN KETUJUH
UMUM

unan Lima Tahun Ketujuh diarahkan untuk menumbuhkan dan
engembangkan sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia, keluarga,
asyarakat Indonesia dalam suasana kehidupan yang tenteram, sejahtera
lahir batin yang berdasarkan Pancasila, melalui pemantapan pelaksanaan
sistem ekonomi Pancasila dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
peningkatan semangat serta pelaksanaan pembangunan nasional yang
berkeadilan, transparan, dan demokratis, serta peningkatan upaya untuk
makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

2. Dalam Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, dalam rangka menuju terciptanya
kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
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kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan
yaitu:

a.  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
b.  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
c.  Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis,

Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengait dan harus

dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkudt, Hasil
pembangunan yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cu gi

disertai pemerataan harus dapat dinikmati secara adil dan oleh
masyarakat luas, melalui upaya peningkatan efisiensi dan proguktivitas
masyarakat yang perwujudannya dilandasi tekad kerja ki aft semangat

saling memperkuat dalam berusaha, serta disiplin n juangan dan
moralitas bangsa yang tinggi, yang didukung oleh terpeliharanya stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis. Pemerataan pembangUnan dan hasil-hasil
pembangunan harus didukung oleh peningkata
penciptaan iklim usaha yang mendukung, i
manusia, pemberdayaan masyarakat dan Kelu.

serta aktif masyarakat,
tan kualitas sumber daya
, peningkatan lapangan dan

kesempatan kerja dan perluasan kesel erusaha dan upaya penggalakan
pembangunan daerah tertinggal a kawasan timur Indonesia untuk
mengurangi penduduk yang bi i ‘bawah garis kemiskinan dan belum
produktif dalam upaya nﬁam kesejahteraan yang makin adil dan
merata serta kemandini

a )
Setiap perkembang mahan, dan gejolak dunia baik politik, ekonomi,
sosial budaya maupun“pertahanan keamanan harus diikuti dan dikaji secara
saksama. Perkembarfgan yang mengandung peluang harus dimanfaatkan
seoptimal in untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan,
sedang yang menimbulkan kendala bagi pembangunan nasional harus
dianti dan diatasi serta diambil langkah-langkah penanggulangannya
sedini méngkin. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat
édan makin canggih harus diikuti dan dikaji secara mendalam serta
inanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional yang makin meluas
dan kompleks. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
pengawasan dalam manajemen pembangunan nasional harus ditingkatkan
agar makin terpadu dan dilandasi disiplin, tanggung jawab, semangat
pengabdian, dan kemampuan profesional yang tinggi. Kegiatan produksi
barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat terus ditingkatkan dan
diupayakan untuk mengembangkan produk unggulan yang mampu
meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri serta makin mampu
menerobos, memperluas, dan bersaing di pasar internasional. Sgjalan dengan
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itu, terus makin dikembangkan berbagai keahlian dan keterampilan sumber
daya manusia yang mampu melaksanakan alih berbagai teknologi, terutama
dalam memilih teknologi yang tepat serta menerapkan, menguasai, dan
mengembangkannya sebagai teknologi hasil sendiri yang serasi dengan
perkembangan budaya masyarakat agar dapat lebih mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan pada pemantapan sistem
ekonomi Pancasila sebagai pedoman mengembangkan perel
nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi, yang ditandai olefymakin
berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Iia,
makin manatap serta menguatnya produksi, distribusi, dan kon

diversifikasi usaha pertanian dengan agroindustri dan agrobisqis, terwujudnya
koperasi yang mantap serta makin menguatnya pengu pasar dalam
negeri dan meluasnya pasar luar negeri, bersamaan pembangunan

sektor lainnya serta meningkatnya kualitas dan kel ian sumber daya

manusia. (Q.

a.  Pembangunan industri diarahkan u andirian perekonomian
nasional, meningkatkan kesejahteradn, rakyat, meningkatkan peranserta
aktif, efisiensi, produktivitas n@kat, serta daya saing dalam
menghasilkan barang dan jasa Y@ng makin bernilai tambah melalui
peningkatan  keterkait; saling memperkuat dan sding
menguntungkan antal m hulu, industri antara, dan industri hilir
serta antara indus '&ar, industi menengah, dan industri kecil;
peningkatan ki antara industri dengan perdagangan dan sektor-
sektor ekonomiYainfiya dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar
dalam negefi dag perluasan pasar luar negeri; peningkatan kemampuan
rancan un, rekayasa, dan konstruksi dengan memanfaatkan
tek ntuk dapat menghasilkan produk unggulan bernila tambah
ti Penyebaran lokasi industri ke luar Jawa lebih digdakan untuk

dorong pengembangan wilayah dan keanekaragaman industri,
memperluas lapangan dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
erta pemanfaatan sumber daya setempat dengan tetap menjaga
kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

b. Pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan, pemberdayaan, kapasitas, kemandirian dan akses
masyarakat pertanian dalam proses pembangunan sistem pertanian
berkelanjutan yang berkebudayaan industri, maju dan efisien melalui
peningkatan kuditas dan kuantitas produksi dan distribusi serta
keanekaragaman hasil pertanian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi pertanian untuk mengembangkan agroindustri dan agrobisnis
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e.

serta memenuhi kebutuhan bahan baku industri, kebutuhan pangan dan
gizi serta kebutuhan pasar dalam dan luar negeri; perluasan lapangan
kerja dan kesempatan berusaha. Keterkaitan ke depan dan ke belakang
pembangunan pertanian dengan industri dan jasa ditingkatkan.

Pembangunan  koperasi  diarahkan untuk menjadi  sokoguru
perekonomian nasional, sebagai pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila
dengan mengembangkan kesadaran berkoperasi, iklim usaha yang
mendukung, serta sarana dan prasarana kelembagaan koperasi yang
mantap sehinggamampu berperan sebagai gerakan dan wadah Kégiatan
ekonomi rakyat yang berakar di masyarakat dan sebagai®bad a
yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi serta nya
kemitraan usaha yang saling menguntungkan den badan usaha
lainnya guna memajukan kesejahteraan ekonomi an
memacu kehidupan ekonomi terutama di daerah

Pembangunan perdagangan diarahkan ada. erwujudan  sistem
perdagangan nasional yang makin efisi mberdayaan ekonomi
masyarakat, peningkatan kesadaran p produk dalam negeri,
penguasaan dan perluasan pasar dan luar negeri dengan
meningkatkan kemampuan mem i barang dan jasa, mutu produk,
daya saing, pengembangan gam komoditi dan berbagai produk
unggulan, didukung olehsi distribusi yang andal, penyebaran
informasi  dan  penij promosi, perlindungan  kepentingan
konsumen, perluasaq gan kerja dan kesempaan berusaha. Impor
barang dan jasa dite an pada pengadaan barang moda dan jasa yang
belum dapat d di dalam negeri untuk peningkatan produksi

dalam negefi yag berorientasi ekspor.
Pemb; tenaga kerja diarahkan pada peningkatan tenaga kerja
ro

yal ional, produktif, dan sejahtera dengan peningkatan mutu
nggalkerja yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha

roduktivitas, etos kerja berwawasan kebangsaan, kewirausahaan,
fektivitas dan efisien kerja untuk peningkatan kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan
keahliannya; pemantapan kebijaksanaan pengupahan dan penggajian
berdasarkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang mampu
menumbuhkan rasa harga diri, perlindungan tenaga kerja, hak berserikat
dan berunding berdasarkan hubungan industri Pancasila, keselamatan
dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; kemudahan memperoleh
pendidikan dan pelatihan, informasi teknologi dan  pasar
ketenagakerjaan.

; i\ berakhlak mulia, terampil, tangguh, dan memiliki kesadaran akan
e
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f  Pembangunan transportasi diarahkan pada peningkatan peranannya
sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan
pertahanan keamanan serta memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi serta
keterpaduan antarmoda, sektor, dan wilayah, guna memantapkan sistem
transportasi nasional yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, cepat,
dan terjangkau oleh masyarakat serta efektif, dan efisien dalam
mendukung pola produksi dan distribusi nasional, pengembangan
wilayah khususnya kawasan timur Indonesia serta sek#p-sektor
perekonomian lainnya dengan memanfaatkan ken;ajuﬁvu
pengetahuan dan teknologi serta dengan mendorong per: tif

masyarakat.

g. Pembangunan pos, tdekomunikasi, dan informati@ra%kan pada
peningkatan  kelancaran dan mutu pelayamn s informasi,
komunikasi, pos, giro, barang, dan jasa kep asyarakat, serta
perluasan jangkauan dan jaringan dal ane luar negeri dengan
meningkatkan kemampuan teknologi, ag‘&ecepatan dan ketepatan
pelayanan untuk memenuhi kebutu yarakat yang makin meluas
dengan biaya yang terjangkau, ngan meningkatkan efisiensi

pengelolaan dan kerja samai al.

h.  Pembangunan pariwisa &aﬂ pada pemantapan pariwisata
menjadi sektor andal ampu meningkatkan penerimaan devisa,
pendapatan  daer: &genalan dan pemasaran produk nasiond,
perluasan lap ja dan kesempatan berusaha dalam rangka
meningkatkan "Kegejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk
rasa cinta tépah @ir dan mempererat persahabatan antar bangsa dengan

dan memperluas objek dan daya tarik wisata, promosi,

prasarana, keterjangkauan, kualitas sumber daya manusia,

elayanan kepariwisataan, dan peranserta aktif masyarakat serta
faatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap

mempertahankan kepribadian bangsa, nilai agama, dan nilai luhur
udaya bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

i.  Pembangunan pertambangan diarahkan pada peningkatan nilai tambah
sumber daya alam tambang agar memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan rakyat, pembangunan wilayah, pertumbuhan industr,
dan peningkatan pendapatan nasional dengan mendayagunakan sumber
daya alam tambang setara hemat dan optimal, memanfaatkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dan mutu
lingkungan hidup.
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j.

k.

m.

Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinnya
kebutuhan energi yang makin meningkat, baik kehidupan masyarakat
maupun bagi kegiatan pembangunan, dengan mendayagunakan sumber
daya energi secara efektif dan efisien; menggali dan mengembangkan
sumber energi nasional yang layak secara teknis dan ekonomis serta
diterima secara sosial budaya, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan
tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, menjaga kelestarian
sumber energi, memanfaatkan energi alternatif, dan mendorong
penggunaan energi secara hemat serta penggunaan peralatan yadg,hemat
energi didukung oleh kebijaksanaan energi nasiona yang tear@an
menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan ilmu peng dan
teknologi.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk mening@ ;endapatan
negara, memacu pembangunan daerah, memp angan Kkerja,
kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha a meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui pola pengusafigan hutan yang menjamin
penerimaan sebesar-besarnya bagi neg%ﬁng diselaraskan dengan

kepentingan ekonomi dan budaya at serta ketersediaan hutan
dengan tetap menjaga kelestarian@ daya alam dan kelangsungan

fungsi lingkungan hidup.
Pembangunan daerah sl %gian integral dari pembangunan

nasional diarahkan ur@mbangan wilayah melalui pembangunan
pedesaan dan perko secara terpadu dan penyerasian laju
perkembangan unan antar daerah, antar- dan antara perkotaan
dan pedesaan pembukaan daerah terisolasi dan percepatan
3awasan timur Indonesia, sesuai dengan potensi,
an prioritas daerah dan masyarakat serta sesuai dengan
ang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah,
bangan peranserta aktif masyarakat, pengembangan kesempatan
a dan iklim investasi di daerah, peningkatan kemampuan
manajemen pembangunan dan daya saing perekonomian daerah, dengan
ewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan
bertanggung jawab yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas.

Pembangunan  transmigrasi  diarahkan  untuk  meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat, mendukung pembangunan  wilayah,
memanfaatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat
Ketahanan Nasional melalui persebaran penduduk yang serasi dan
seimbang sesuai dengan daya dukung wilayah dengan tetap menjaga
kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, diselenggarakan secara terpadu
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dengan pembangunan daerah, sistem permukiman, dan sektor-sektor
lainnya serta mendorong peningkatan transmigrasi swakarsa dengan
peranserta aktif masyarakat dan menggalakkan investasi untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

n. Pembangunan kelautan diarahkan pada pengembangan ekonomi
nasional dan industi kelautan serta ditujukan untuk memperluas
lapangan kerja dan kesempaan berusasaha serta meningkatkan
pendapatan nasional melalui peningkaan pendayagunaan, potensi
kelautan dan dasar laut berdasarkan zona ekonomi eksklusifSsecara
serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung keI
kelesatrian fungsi lingkungan hidup dengan meman
pengetahuan dan teknologi serta meningkakan kual'i sumber daya

manusia. Pembangunan wilayah laut nasional juga ¢ akan untuk
mendukung penegakan kedaulatan dan yuriw asiond  serta
perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan onal. Pemantapan
penataan organisasi dan kelembagaan ngunan kelautan harus
dapat mengembangkan sinergi kegiat i ar bidang maupun antar
sektor pembangunan, yang dapat % kelancaran koordinasi dan
keterpaduan yang mengacu pada gen ruang wilayah nasional serta
ut.

penanggulangan pencurian ke
0. Pembangunan kedirgant rahkan pada penegakan kedaulatan
wilayah dirgantara, @i nasional, dan norma hukum udara
eunggulan komparatif wilayah dirgantara

internasional, pem
i tan secara optimal sumber daya dirgantara dan
tara sebagai wahana pemersatu dan media
penghubung deggan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
ningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung
produk bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga
rian ekosistemnya menjamin kelancaran kegiatan perekonomian,
hanan keamanan dan pembangunan lainnya, serta memperluas
élapangan kerja dan kesempatan berusaha.
™\ Pembangunan usaha nasiond yang terdiri atas koperasi, usaha negara,
dan usaha swasta diarahkan pada pengembangan usaha nasional
menjadi kekuatan ekonomi nasiona yang sehat, mandiri, dan tangguh
serta mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang
berdasarkan sistem ekonomi Pancasila dalam rangka mewujudkan
demokrasi ekonomi dan memperkukuh struktur usaha nasional dengan
memantapkan kelembagaan dan manajemen dalam menghadapi
persaingan perdagangan bebas, mengembangkan kemitraan dan
keterkaitan usaha; menciptakan iklim usaha yang mendukung dan sehat;

846 ¢ Himpunan Beranotasi: Ketetapan MPR-RI 1960-2001



memupuk semangat kewirausahaan, profesionalisme, dan kreativitas
usaha serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas; memperkukuh
wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional; meningkatkan
peranserta aktif masyarakat; memperluas lapangan kerja dan
kesempatan berusaha; memperluas akses terhadap faktor-faktor
produksi.

g. Pembangunan keuangan diarahkan pada pengembangan kemampuan
dan peningkatan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat,
kelembagaan, dan kebijaksanaan keuangan untuk meaunjang
kesinambungan pembiayaan pembangunan, pertumbuhan @
pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan bei a, serta
peningkatan kemampuan dan daya saing yang ma emenuhi
tuntutan pembangunan dengan memantapkan keb aan fiskal,
moneter dan neraca pembayaran, meningkatkan jakSaan perkreditan
yang lebih mendorong kesempatan berusaha i pengusaha kecil,
pengusaha menengah, dan koperasi dala gka menjaga stabilitas

perekonomian nasional.

r.  Pembangunan lingkungan hidu %kan untuk menjaga dan
meningkatkan kelestarian fun mutu lingkungan hidup agar
kegiatan sosial ekonomi mq@at dan pembangunan nasiond serta

usaha pemanfaatan sumbemdayg-alam termasuk air, tanah, dan udara

berlangsung secara b an melalui peningkatan kesadaran akan
lingkungan hidup, asi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan
dan pengendali aran, pengelolaan usaha peman faatan sumber
daya alam sex dan bertanggung jawab; dan mealui penataan

ruang sertd keferpaduan kegiatan pembangunan dalam  wilayah,
h peranserta aktif masyarakat dan dunia usaha serta
mu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan
teraan masyarakat.

s. A Pembangunan pertanahan yang mempunyai nilai ekonomis dan fungsi
$osial diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
memelihara stabilitas nasional, serta memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa melalui penataan kepemilikan dan penguasaan tanah
bagi masyarakat secara adil, didukung oleh tertib hukum dan tertib
administrasi serta tertib pemeliharaan dan penggunaan tanah dalam
suatu pola berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang serasi dan
seimbang serta menjamin pemanfaatan tanah dengan tetap menjaga
kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Koservasi dan rehabilitasi
lahan kritis, pemeliharaan wilayah resapan dan daerah aliran sunga,
serta sumber air lainnya lebih ditingkatkan pelaksanaannya.
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t.  Pembangunan investasi diarahkan untuk meningkatkan peranserta aktif
masyarakat, memperkuat sumber dana bagi pembiayaan pembangunan
nasional di seluruh wilayah, memperluas lapangan kerja dan
kesempatan  berusaha, meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperkuat struktur
dan peningkatan daya saing perekonomian nasional melalui
pemberdayaan masyarakat, penciptaan iklim investasi yang mendukung
pengembangan  kelembagaan yang memungkinkan peningkatan
investasi langsung dan potofolio serta peningkatan lembaga pefpiayaan

yang mengakar di masyarakat. .

5. Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, danw ayaan
diarahkan pada makin meningkatnya Kkecerdasan ba oMeluasnya
kesejahteraan rakyat, makin merata dan meningkatnya s pendidikan,
makin memasyarakatnya nilai luhur budaya ™ Keberhasilan
pembanguan sebagai perbaikan taraf hidup segenap“gefongan masyarakat
akan meningkatkan kesadaran rakyat ten makna serta manfaat
pembangunan sehingga motivasi rakyat ma% h untuk berperan aktif

dalam pembangunan.
a.  Pembangunan kesejahteraan f@’diarahkan pada terwujudnya

keadilan sosial yang lebih pferata bagi seluruh rakyat Indonesia dan
peningkatan kesetiakaw: Osial dengan meningkatkan kualitas dan
perluasan jangkauan)ype! n sosial kepada masyarakat, termasuk
penyandang masalah,soSig) sebagai tanggung jawab bersama pemerintah
dan seluruh dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan
ial yang makin adil dan merata di seluruh tanah
air, meningkatkan kepedulian dan peranserta aktif golongan masyarakat
mampu; memantapkan perwujudan kesetiakawanan sosial untuk
il kesenjangan sosial dan mengatasi bencana serta masalah
lainnya.

$P bangunan kesehatan diarahkan untuk lebih meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas, kemudahan, dan
pemerataan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh
lapisan masyarakat, meningkatkan keadaan gizi, membudayakan sikap
hidup bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan
permukiman yang layak dan aman, serta lingkungan hidup yang sehat.
Untuk menjamin  pemeliharaan  kesehatan masyarakat, perlu
dikembangkan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan nasiond.
Pengembangan industri farmasi yang didukung oleh industri bahan baku
obat, mengembangkan industri peralatan kesehatan, mengembangkan

848 ¢ Himpunan Beranotasi: Ketetapan MPR-RI 1960-2001



f

obat dan pengobatan tradisional, dan melanjutkan penanggulangan
penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pembangunan keluarga sejahtera diarahkan untuk memantapkan
kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga,
melembagakan dan membudayakan gerakan keluarga berencana dalam
rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera,
meningkatkan peran keluarga sebagai wahana pembangunan bangsa
serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etik, kebangsaan, dan
sosial budaya. E

Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningk?i itas
kehidupan dan kemampuan penduduk melalui pengendalian
pertumbuhan, pengarahan moilitas dan persebaran p uk terutama
secara swakarsa. Pembangunan kependudukan dil akan dengan
mempertimbangkan keterkaitannya dengan upa@lestarian sumber
keg ian antargenerasi,
n kesejahteraan rakyat.
remaja, pemuda wanita,
lebih berperan aktif dalam

daya alam dan lingkungan hidup, pencipt
antar pedesaan dan perkotaan, serta peni
Perhatian terhadap penduduk tertingg

dan penduduk lanjut wsia ditingkat
pembangunan.

Pembangunan kehidupan an

al¥remaja diarahkan pada peningkatan
kualitas anak dan remaj buhan dan pengembangan bakat dan
minatnya; peningkat; amalan dan penghayatan keimanan dan
ketakwaan terhad@ an Yang Maha Esa; serta pemantapan
kedudukan dar@j ya sebagai tunas bangsa dan penerus cita-cita
perjuangan bangsastlengan meningkatkan peranan orang tua, keluarga,
mifpin masyarakat sebagai panutan; serta meningkatkan
atan, pendidikan akhlak, budi pekerti, jati diri, didiplin,

kemandirian, minat baca, dan semangat belajar sebagai wahana dasar
el ayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan
sel

i mungkin sehingga berkembang menjadi insan pembangunan
ang kreatif, kompetitif, dan memiliki wawasan luas.

Pembangunan kepemudaan diarahkan pada pengembangan kemampuan
perannya dalam segenap aspek kehidupan nasional sebagai insan
pembangunan yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berpikir maju, beridealisme tinggi, cinta tanah
air, beretos kerja tinggi, disiplin, kewirausahaan, kepribadian,
kemandirian, dan mempunyai rasa kesetiakawanan sosial serta
berwawasan masa depan, dengan mempersiapkan pemuda sebagai
penerus perjuangan bangsa dan menjadi kader bangsa yang tangguh,
ulet, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan di berbagai
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g.

h.

j.

k.

bidang pembangunan serta masa depan kehidupan bangsa dan negara
yang didukung suasana yang memberikan keleluasaan untuk
berkembang.

Pembangunan peranan wanita diarahkan pada pemantapan kedudukan
wanita sebagai mitra sejajar pria dalam keluarga dan masyarakat agar
wanita dapat menciptakan dan memanfaatkan  seluas-luasnya
kesempatan guna  mengembangkan  kemampuannya  dengan
meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dan kghidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan pengeta
keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kodrat, harkat, @an @

wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera melalui pew gan
iklim sosial budaya yang mendukung. °
@Jk lanjut usia

Pembangunan penduduk lanjut usia diarahkan agargel
tetap dapat berperan dalam kegiatan pembangun@hidupan keluarga
masyarakat, bangsa, dan negara dengan memperhatikan fungsi, kearifan,
pengalaman, keahlian, dan usianya di% oleh pengembangan

budaya yang menjunjung tinggi sert ormati penduduk lanjut

peningkatan penyediaan pert yang memadai dan terjangkau daya
beli masyarakat yang bgr ilan rendah serta terwujudnya pola
perumahan dan pernk yang seimbang serta layak huni dengan
prinsip  mengutal wadaya dan gotong-royong serta dengan

memperhatikadencana tata ruang, keterpaduannya dengan lingkungan
sosial, dan peningketkan kualitas lingkungan hidup.

usia.
Pembangunan  perumahan @(Q’mukiman diarahkan  kepada
as

ahr.aga salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya
aik oleh pemerintah maupun peranserta masyarakat,
an pada peningkatan gerakan pemasyarakatan olahraga,
iapan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, peningkatan
prestasi olahraga melalui perencanaan dan pelaksanaan yang mantap
erutama kualitas pelatih dan pembina dalam pembinaan olahraga serta
penelusuran bibit atlet dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk meningkatkan citra bangsa di tingka internasional.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas
peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang
berwawasan budaya dan lingkungan melalui penataan dan peningkatan
pengelolaan, evaluasi serta pengawasan dan pengendaliannya pada
semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan meningkatkan
kualitas seluruh komponen pendidikan, terutama tenaga kependidikan,
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kurikulum, sarana dan prasarana. Pembangunan pendidikan juga
diarahkan agar mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan
kepribadian, pengamalan nilai-nilai agama, berbudi prkerti luhur,
berwawasan dan berjiwa kebangsaan, serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesua dengan lingkungan baik perkotaan
maupun pedesaan dan sesuai pula dengan tujuan pendidikan nasiond.
Pendidikan nasional harus mampu menumbuhkan, meningkatkan
kesadaran dan dorongan untuk selalu menambah pengetahuan dan
keterampilan serta pengamalannya sehingga terwujud Amanusia
Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yagg %a,
berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, mandiri, memiliki gi dan
kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara d angsa,
beretos kerja tinggi, berwawasan keunggulan d wirausahaan,
mampu memanfaatkan dan mengembangkan il a@a{tahuan dan
teknologi, serta menghargai setiap jenis pekerjaar,yarg memiliki harkat
dan martabat sesuai dengan falsafah Pancasila.

budaya nasional dalam kerangka w; kebangsaan agar wawasan
budaya lebih mengakar pada dan mampu meningkatkan
harkat dan martabat manusia, g ati diri, dan kepribadian bangsa,
mempertebal rasa harga di ebanggaan nasional, keteladanan,
menghargai dan mengh esama serta memperkukuh persatuan
dan  kesatuan u mendukung  pembangunan  nasiond.
Pengembangan k nasional diarahkan kepada usaha-usaha
yang menyentwn pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap warga
Indonesia yntuk Yebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur Pancasila,
mengem ka® nilai budaya daerah yang luhur dan beradab,
meni kesadaran sejarah nasional, memelihara bahasa nasional,
dap “menyéerap budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya
I,

Pembangunan kebudayaan diarahkan ;5 emantapkan wawasan

angunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
a diarahkan pada makin tertatanya kehidupan beragama yang harmonis,

semarak, dan mendalam, serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kemantapan
kerukuan hidup umat beragama dan bermasyarakat yang berkualits dalam

meningkatkan kesadaran dan peransertanya akan tanggung jawab terhadap

berkembangnya akhlak mulia untuk secara bersama-sama memperkukuh

landasan spiritual, moral, dan etik bangsa dalam pelaksanaan pembangunan

nasional, peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kehidupan

beragama, serta terbinanya penganut kep ercayaan terhadap T uhan yang Maha

TAP MPR No. II/MPR/1998 » 851



Esa agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, tetapi diarahkan
untuk memeluk salah satu agamayang diakui oleh negara.

7. Pembangunan ilmu pengatahuan dan teknologi yang dilaksanakan baik oleh
pemerintah maupun masyarakat termasuk kalangan akademisi dan pengusaha
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat
terwujudnya kemandirian, ketangguhan dan keunggulan bangsa dengan
upaya-upaya yang menyentuh langsung kepentingan pengembangan
kehidupan dan masa depan bangsa ddam rangka menyelesaian per
nyata pembangunan. Pembangunan ilmu pengetahuan dan tekno arus
ditunjang oleh kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan p
teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan dan ilmu
dasar secara seimbang dan terpadu, serta kelembagaan ilmugengatahuan dan

berkualitas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhg
dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penumib
inovasi, pengembangan sarana dan prasar: ilmu pengetahuan dan
teknologi, penelitian, dan pengembangan, s asa dan produksi barang
dan jasa. Pemanfaatan, pengembangan, a%vguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi terus ditingkatkan dan d%\ ntuk lebih menaikkan tingkat
kesejahteraan dan kualitas hidup yang selaras dengan nilai-nilai
agama, nilai luhur bangsa kon@id budaya, dan lingkungan hidup.
Kelembagaan ilmu peng tah% teknologi, perlu ditingkatkan untuk
mencapai produktivitas% fisiensi dan efektivitas penelitian dan
pengembangan yang Ie@ i dalam rangka pemanfaatan, pengembangan,
dan penguasaan ilmid pempgetahuan dan teknologi yang dapat memberikan
nilai tambah dalam pemidangunan.

°
idang hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum
nasional ersumber pada Pancasila dan Undang-Undnag Dasar 1945,
uti pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan

lebih menghormai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk
iptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram.
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan
tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan
mencakup upaya meningkatkan kesadaran hukum, kepasatian hukum,
perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara
yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional
yang makin lancar.
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Pembangunan di bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi,
dan media massa diarahkan untuk makin meningkatkan kualitasnya sebagai
perwujudan demokrasi Pancasila

a.

b.

Pembangunan politik diarahkan pada peningkatan dan penataan
kehidupan politik nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dengan meningkatkan fungsi supra- dan infrastruktur politik
serta interaksi secara terbuka antar- dan antara keduanya berdasarkan
demokrasi Pancasila meningkatkan kemampuan, kualitas, dan
kemandirian infrastruktur politik, meningkatkan peranserta aktif dan
positif seluruh masyarakat dalam kehidupan politik, mem an
budaya politik melalui upaya pemasyarakatan,

penghayatan dan pengamalan moral, etik, dan pe |Iaku pol|t|k
memperkukuh perasatuan dan kesatuan bangsa ber semangat
kekeluargaan, gotong-royong dan kebersamaan memellhara
stabilitas kehidupan politik. Penyelenggaraan o i daerah dengan
titik berat pada daerah tingkat Il perlu teru njutkan dan ditingkatkan
menuju terwujudnya otonomi daerah ma dinamis, serasi, dan

bertanggung jawab akan mempercepal erataan pembangunan dan
makin memantapkan persatuan d@ an bangsa serta mendorong

tumbuh  dan  berkemban ranserta masyarakat  dalam
pembangunan dengan teta@perhatlkan potensi, kondisi, dan

perkembangan masinag aerah.

sama luar negeri ilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif
dan semangat Bandung, diabdikan bagi kepentingan nasiond,
serta memgereraf persahabatan dan kerja sama antar bangsa dengan
berbagai forum dan organisasi Internasional,
an peranan Indonesia dalam upaya restrukturisasi,
jsasi, dan demokratisasi Perserikatan Bangsa Bangsa, ikut serta
anakan ketertiban dunia dan mewujudkan tatanan dunia baru
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta

eningkatkan kerja sama antarnegara ASEAN, Asia Pasifik, Gerakan
Nonblok, Organisasi Konferensi Islam dan kerja sama antarkawasan. Di
samping itu, hubungan luar negeri dikembangkan untuk meningkatkan
persahabatan dan kerja sama bilateral dan multilateral; meningkatkan
citra Indonesia yang positif di luar negeri; meningkatkan investasi;
mengembangkan pasar komoditas ekspor Indonesia dan melindungi
kepentingan Indonesia di luar negeri dari kegiatan negatif negara lain;
melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara Republik Indonesia
di luar negeri serta aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di
luar negeri.

Hubungan luar neg% kan pada peningkatan dan perluasan kerja
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c. Pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan kualitas
aparat negara, fungsi kelembagaan negara dan lembaga pemerintahan
serta ketatalaksanaan, dengan meningkatkan kemampuan melaksanakan
keseluruhan penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan dengan efektif, efisien, terpadu;
meningkatkan kualitas aparat negara, yang sejahtera, bersih, berwibawa,
bermoral, beretik, bertanggung jawab, profesional, dan penuh
pengabdian; meningkatkan kualitas dan efisiensi  pelayanan,

pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat; serta menifigkatkan
kemampuan mendinamisasi kehidupan bermasyarakat, bgrba an

pada peningkatan kualitas jangkauan, dan kemampu em informasi
dan komunikasi nasional; peningkatan daya tan dap pengaruh
arus informasi negatif, peningkatan interaksi posi tara media massa,
pemerintah dan masyarakat melalui perleasanejaringan penerangan,
komunikasi, dan media massa di sel mlayah tanah ar sesuai
dengan perkembangan ilmu penge dan teknologi; peningkatan
kualitas maeri informasi, aparaty, s dan prasarana, terwujudnya
media massa yang bebas dan ung jawab berdasarkan Pancasila
dalam rangka memperkukuh@nan dan kesatuan, dan meningkatkan
kesadaran akan hak dan Kewajiban warga negara, serta peranserta aktif
masyarakat dalam pemigangehan nasional.

bernegara. ,}
d.  Pembangunan penerangan, komunikasi, dan medi@sa. larahkan

10. Pembangunan di bi hanan keamanan diarahkan untuk mewujudkan
sistem pertahanan ki rakyat semesta dengan ABRI sebagai komponen
utamanya dan mgkin gnantapnya kemanunggalan ABRI-rakyat
a. Pemb$ pertahanan keamanan negara diarahkan pada peningkatan

pemBbangunan kekuatan dan kemampuan segenap komponen pertahanan
dfanan negara yang terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan
$sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan ABRI dan
cadangan TNI sebagai komponen utama dengan daya tangkal yang
tangguh serta mampu menghadapi segala bentuk ancaman baik dari luar
maupun dari dalam negeri, baik yang nyata maupun potensial yang akan
menggangu keselamatan negara. Rasa cinta tanah air yang dilandasi
keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
perlu senantiasa ditumbuhkan dan dikembangkan dalam jiwa setiap
warga negara melalui kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara
pada setiap pendidikan dan pelatihan seiring dengan menumbuhkan dan
mengembangkan kemanunggalan ABRI-rakyat dalam jiwa dan sanubari
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seluruh prajurit dan rakyat Indonesia agar terwujud kekuatan pertahanan
keamanan negara yang andal dengan ketahanan mental ideologi yang
tangguh.

b. Pembangunan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat diarahkan
pada peningkatan penataan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat
sebagai komponen pertahanan keamanan negara dalam sistem
pertahanan rakyat semesta dengan meningkakan kemampuan rakyat
terlatih melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat,
keamanan rakyat, perlawanan rakyat, serta sebagai pendukufg dan
pengganda kekuatan ABRI ddlam rangka mengembangkarpday @
bangsa dan negara; dan meningkatkan kemampuan w ngan
masyarakat agar mampu secara aktifmenanggulangmg perkecil

malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana @ dan bencana

pelaksanaan Dwifungsi ABRI dan di ikén dengan dinamika
pembangunan. Pembangunan ABR ai kekuatan pertahanan
keamanan negara ditujukan pada perii n dan pemantapan kekuatan
dan kemampuan pertahanan ke: lam upaya mewujudkan postur
ABRI yang lebih profesional, tif, efisian, dan modern dengan
mobilitas tinggi. Pemba al RI sebagai kekuatan sosial politik
ditujukan untuk meni kualitas peranannya sebagai stabilisator
dan dinamisator kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara; mel atanan kehidupan politik demokrasi Pancasila,
dan tegaknya idlipan konstitusional yang berdasarkan Undang-

Undang ar 1945 serta makin mendorong peningkatan kualitas
peransel yarakat dalam pembangunan. Dwifungsi ABRI perlu
teru ﬂsarakatkan secara luas dengan memahami sejarah
gﬁgaﬂ bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan ABRI dalam

angan nasional serta kondisi dan tantangan masa depan bangsa

lainnya. 9
c. Pembangunan ABRI diarahkan untuk mgéin meningkatkan kualitas

@Dembangunan komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan
negara yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, serta
sarana dan prasarana nasional diarahkan untuk meningkatkan
keterkaitan industri pertahanan keamanan dengan industri strategis
sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat
didayagunakan secara nasional. Pemantapan rencana umum tata ruang
wilayah negara dan pembinaan wilayah negara serta yuridiksi nasional
yang bertumpu pada kondisi geografis Indonesia yang sarwanusantara
ditujukan untuk mendukung pengembangan kemampuan aparat
keamanan, penyediaan sarana dan prasarana penegak hukum, serta
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penataan penyelenggaraan penegakan kedaulatan nasional yang lebih
terpadu.

EKONOMI

1. Industri

a.

Pembangunan industri diarahkan pada peningkatan kemajuan dan
kemandirian perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, efisiensi
dan produktivitas serta inovasi dalam menghasilkan barang dan jasa
yang makin bernilai tambah serta berorientasi pada pasar, baikhdalam
maupun luar negeri, dan ditujukan untuk memperkl!(uh tur
ekonomi nasional dengan perluasan dan penguatan serta fegdalaman
struktur industri, memperluas kesempatan berusaha @an kerja,

meningkatkan ekspor dan mendorong pengemban ilayah serta
pemerataan hasil pembangunan melalui pening Gterkaitan yang
kuat dan saling mendukung antarindustri, antar: stri hulu dengan
industri hilir, antara industri dengan sektor, mi lainnya sertaantara
usaha besar, usaha menengah, usaha m koperasi; peningkatan
keanekaragaman; pemantapan kegi a%cang bangun, rekayasa, dan
konstruksi; peningkatan penelitiq%@ ngembangan serta percepatan
proses alih teknologi. Perphagn n indwstri harus mendorong
pemakaian produk industri egeri, penyebaran industri ke seluruh
tanah air, pengemban ustri manufaktur, agroindustri, dan
industrialisasi  pede: ngan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan 0/00i, pemanfaatan keunggulan komparatif dan
peningkatan nggulan kompetitif dengan mengembangkan iklim
investasi dan usahd yang mendukung serta tetap menjaga kelestarian

an industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu
i peningkatan keterkaitan antarindustri dan antara sektor industri
sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang
memasok bahan baku industri. Pembangunan industri meliputi upaya

engaitkan  pengembangan  industri  dengan  perkembangan
perdagangan, transportasi dan teknologi, penciptaan iklim yang lebih
mendukung dengan peningkatan pemberian insentif bagi penanaman
modal dan penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah
tertinggal khususnya kawasan timur Indonesia sesuai dengan potensi
masing-masing daerah, dengan peranserta aktif masyarakat dan
disesuaikan dengan rencana umum tata ruang nasional. Guna
memantapkan perkembangan industri nasiona, pemusatan kekuatan
ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat
perlu dicegah.
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c. Pembangunan industi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan
jangkauan strategis seperti industri maritim, industri transportasi darat,
industri penerbangan dan dirgantara, industri telekomunikasi, industri
informatika, industn elektronika, industri energi, industri kimia, industri
bioteknologi, industri alat dan mesin pertanian, industri pertahanan
keamanan, serta industi yang menghasilkan mesin dan peralatan
industri terus didorong perkembangannya agar menjadi lebih efisien dan
memperkuat struktur industri nasional dengan memperhatikan skala
prioritas kebijaksanaan perekonomian nasional dan mampuAersaing
baik di tingkat regional maupun global melalui peninglsatan@as
sumber daya manusia yang andal, kemampuan an,
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan tekm secara
sinergi antar lembaga penelitian dan pengembangan intah, swasta
dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di Iut;@

d. Industri penghasil bahan buku, barang modal, onen dan bahan
penolong terus dikembangkan untuk makip memperdalam struktur
industri, meningkatkan efisiensi, kuali nilai tambah produk

sehingga daya saing industri nasional ngkat dan mampu bersaing
secara regional dan global serta m% gi ketergantungan padaimpor

dan menghasilkan devisa Pe g agroindustri perlu ditingkatkan

agar mampu menjamin pe@m hasil pertanian secara optimal

dengan memberikan nil bah yang tinggi melalui upaya

pemanfaatan, pengel , penguasaan teknologi dan bioteknologi.

Industri yang mer@ an mentah termasuk hasil tambang lainnya
golaha

serta industri n hasil hutan terus ditingkatkan dalam rangka
peningkatan nilai bah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi

lingku idfp serta meningkatkan peran aktif dan kemampuan
masy: as dalam pengusahaannya dengan berbagai skala usaha.
e | i rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi perlu dibina dan

i angkan kemampuannya serta ditingkatkan efisiensi dan daya
saingnya melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber

aya manusia serta perciptaan lingkungn dan iklim usaha yang
mendorong kreativitas dan semanga kewirausahaan dan mampu
mengembangkan usaha rancang bangun, rekayasa, dan konstruksi,
didorong penyebaran serta pemerataannya di seluruh tanah air, terutama
di kawasan timur Indonesia serta kemampuannya untuk memanfaatkan
peluang usaha, bak di pasar dalam negeri maupun pasar internasional.

f  Pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan
serta industri rumah tanggal, perlu lebih didorong dan dibina menjadi
usaha yang makin berkembang dan efisien sehingga mampu mandiri
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dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan
kerja dan kesempatan berusaha serta mampu meningkatkan peranannya
dalam menyediakan barang, jasa dan berbagai komponen untuk
memenuhi keperluan masyarakata dan permintaan pasar dalam maupun
luar negeri dalam rangka memperkukuh perekonomian nasiond.
Pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi di
bidang industri dilakukan dengan memberi kemudahan akses dalam
permodalan, informasi, teknologi, peatihan, perizinan, pemasaran, dan
perlindungan dari persaingan pasar yang tidak sehat sertaydengan
meningkatkan keterkaitan dan peranannya terhadap ipdu%ng
berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan mel ola
kemitraan sepadan dalam upaya meningkatkan peran dan kedudpkannya
dalam pembangunan industri. Kemampuan dan per: perasi dalam
pembangunan indwstri khususnya dalam industri e menengah,
perlu terus dikembangkan. C

g. Upayamenjaga dan mempertahankan kuali roduksi industri nasional
dalam persainagan global harus ditunj yang sistematis dalam
mendorong penemuan, inovasi, sel ngkatan mutu dan efisiensi
industri  nasional, perlindung% ilik intelektual, dan hasil
penelitian serta  pengemb industri.  Standardisasi  perlu
disempurnakan agar menc: ingka pengakuan standar internasional
sehingga terjamin kuali uksi industri. Pemberian insentif bagi
usaha masyarakat yal ukan penelitian dan pengembangan serta

pelatihan perlu di ¥ Kecintaan masyarakat terhadap penggunaan
produksi dalan% Juga terus digalakkan.

2. Pertanian °
a.  Pem pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan,
@ter , daya beli, taraf hidup, kapasitas dan kemandirian, serta
€l

masyarakat pertanian dalam proses pembangunan melalui
pefingkatan kuditas dan kuantitas produksi dan distribusi serta
$keanekaragaman hasil pertanian. Pemanfaatan swasembada pangan serta
pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang berbudaya industri,
maju, dan efisien ditingkatkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Pembangunan pertanian ditujukan untuk menghasilkan
produk-produk unggulan berdaya saing tinggi, menyediakan bahan baku
bagi keperluan industri secara saling menguntungkan, meperluas
lapangankerja serta kesempatan berusaha dan melalui upaya
peningkatan usaha pertanian secara terpadu, dinamis, dan berbasis
agroekosistem menuju terwujudnya agroindustri dan agrobisnis yang
tangguh. Upaya ini didukung oleh percepatan proses inovasi teknologi,
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intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi, peningkaan kualitas dan
profesionalisme sumber daya manusia pertanian yang bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, penguatan kelembagaan ekonomi petani dan
pengembangan kelembagaan pelayanan agrobisnis, pengembangan
sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian, dan penciptaan iklim
usaha yang sehat dan transparan serta peningkatan akses masyarakat
terhadap sumber daya, teknologi, dana pasar, dan informasi. Lahan
pertanian yang produktif harus tetap dipertahankan berdasarkan tata

ruang terpadu sehingga tercapai keseimbangan pembapgunan
antarsektor yang saling mendukung. Peranserta aktif pet i

pembangunan  pertanian terus ditingkatkan  terut alui
pengembangan kelompok-kelompok tani yang terintegrasi dalapw wadah
koperasi serta pengembangan kemitraan usaha i jdar, sding

yang mengolah hasil pertanian dan keterkait belakang yang
menyediakan dan mendukung kegiatan p anig ermasuk jasa-jasa
pendukungnya didorong perkembangan

b. Swasembada pangan harus dim secara efisien melalui
peningkatan ketersediaan, keragg&e is, dan mutu pangan secara
merata sehubungan dengan nderlingan meningkatnya kebutuhan
konsumsi pangan masyarak@ bergizi seimbang dan permintaan
pasar global. Peningkat: ksi pangan dan hasil pertanian pada
umumnya harus m ningkatkan pendapatan petani, peternak,
nelayan, dan j ga kerja pendukungnya, meningkatkan
kemampuan, kesempatan berkembang demi kemandirian
masyarakat . pertaman, serta mendukung stabilitas perekonomian

ahd® agrobisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura,
erikanan, dan peternakan dilaksanakan secara terpadu

m i ngembangan sistem usaha tani yang produktif dan
el jutan pada berbagai wilayah agroekosistem. Pembangunan
agréindustri dan agrobisnis dilaksanakan secara terpadu dengan
éembaﬂgunaﬂ pedesaan dalam rangka mempercepat dan memantapkan
proses industrialisasi pedesaan melalui penumbuhan sentra-sentra
pengembangan agrobisnis komoditas unggulan berskala ekonomis yang
mampu menghasilkan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi
dan sekaligus mendukung pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha
menengah, dan koperasi. Pengembangan sentra-sentra tersebut
dilaksanakan secara partisipatif dan terkoordinasi baik secara lintas
sektor maupun dalam kaitannya dengan peningkatan koperasi,

peranserta dunia akademis, dan peningkatan keterlibatan usaha nasional
lainnya.

mendukung dan menguntungkan. Peningkatan@ ke depan
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c.  Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk lebih
memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani dan masyarakat, serta memperbaiki derajat mutu
konsumsi masyarakat yang berimbang melalui penganekaragaman jenis
dan peningkatan kualitas bahan pangan. Peningkatan produksi tanaman
pangan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan
perluasan lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan kering, gambut,
dan rawa, didukung pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sarana dan prasarana, penanganan pascapanen yang makin efisien serta
pengembangan kebijaksanaan dan perangkat kebijaksanaaﬁ yat
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Para petai taadman
pangan harus dibina dan dikembangkan menjadi masyarakat pertanian
berbudaya industri yang tangguh dan terintegrasi dal dah koperasi.

d.  Pembangunan hortikultura yang meliputi tanam “sayuran, buah-
buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-ob diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, hidup, serta kemampuan
dan kapasitas petani melalui usaha horti dalam sistem agrobisnis
dengan memanfaatkan  keunggu, mparatif berupa iklim,
keanekaragaman hayati, kesesuaian kualitas lahan, ketersediaan
tenaga kerja dan peluang p dan luar negeri. Para petani
hortikultura harus dibina %lkembangkan menjadi masyarakat

eg

rasi dalam wadah koperasi.

pertanian yang tangguh
e.  Pembangunan per & erus ditingkatkan untuk lebih mendorong
ekspor dan kebutuhan industri dalan negeri melalui
peremajaan, rehaRilitasi, perbaikan mutu tanaman, penganekaragaman
jenis dan 4pemanfaatan lahan transmigrasi pola perkebunan, serta
lahan-lahan marjinal seperti lahan kering, dan rawa.
produksi perkebunan dilaksanakan secara lebih intensif
i agroindustri dan agrobisnis, yang didukung oleh pemanfaatan
negetahuan dan teknologi, pengembangan masyarakat serta
pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan perkebunan dan
ehabilitasi perkebunan terlantar dilaksanakan dengan pola swadana
dengan mengikutsertakan perkebunan negara dan perkebunan besar
swasta nasional melalui pengembangan kelembagaan, dan koperasi,
dengan perhatian khusus diberikan pada usaha perlindungan dan
pengembangan perkebunan skala perlindungan dan pengembangan
perkebunan skala kecil dan menengah.

f Pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan,
kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan
nelayan serta memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat.
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Pembangunan perikanan ditujukan untuk meningkakan nilai ekspor dan
penerimaan negara melalui peningkatan dan penganekaragaman
produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di
daerah pantai, tambak, dan ar tawar, serta usaha penangkapan ikan di
daerah lepas pantai. Kegiatan penangkapan dan budidaya ikan zona
ekonomi eksklwsif terus diintensifkan untuk menjamin pendapatan
optimal petani ikan dan nelayan serta meningkatkan pendapatan devisa.
Koperasi, termasuk usaha pendukungnya, dikembangkan agar mampu
meningkatkan keberdayaan, pendapatan, dan taraf hidup nel serta
memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Untuk menjag:@si
perikanan dan potensi pantai, perlu dijaga dan direhabilitagie em
biota pantai terutama tanaman bakau. Ekstensifikasi usaha Perikanan
perlu dilakukan terutama di kawasan timur Indonesia L

g. Pembangunan peternakan diarahkan untuk mem n pendapatan
kesejahteraan, taraf hidup, kapasitas, dan keman@igién petani peternak
serta mendukung swasembada pangan aluv usaha intensifikasi,
ekstensifikasi, dan penganekaragam nakan. Pembangunan
peternakan harus didukung oleh pej g%ngan industri pakan ternak
dengan harga terjangkau dan mu oleh masyarakat. Intensifikasi
peternakan dilaksanakan melgui luhan terhadap petani peternak,
peningkatan kualitas bibit, i@(asi buatan, pemeliharaan kesehatan
ternak, manajemen peter an industri hasil ternak, yang didukung
oleh ilmu pengetal teknologi. Ekstersifikasi peternakan
dilaksanakan dalw a mengembangkan pusat-pusat peternakan
baru terutama%] program transmigrasi dengan mengikutsertakan
usaha nasignal. ganekaragaman peternakan dilaksanakan dengan
menganekaragarfikan jenis ternak yang diusahakan dan dibudidayakan.

dibina dan dikembangkan menjadi masyarakat pertanian

aya industri yang tangguh dan terintegrasi dalam wadah koperasi.

h. a pertanian berskala besar dengan produk pertanian yang mampu
bersaing di pasar dalam dan luar negeri terus didorong melalui
ekanisme penyelenggaraan yang mendorong kemandirian usaha dan

yang menjamin peningkatan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, dan
kemampuan petani melalui kemitraan usaha yang saling

menguntungkan. Usaha pertanian berskala besar terutama yang
dilakukan oleh petani dalam wadah koperasi terus dikembangkan.

i.  Penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi pertanian, terutama teknologi bangsa sendiri termasuk
bioteknologi, didukung oleh sarana dan prasaranan kelembagaan
pertanian dan penyebaran hasil-hasilnya kepada masyarakat luas, terus
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dilanjutkan dan diintensifkan dengan koordinasi lintas sektoral yang
mantap. Mutu lembaga penelitian dan pengembangan, pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan pertanian terus ditingkatkan dan
dikembangkan serta ditujukan untuk mempercepat proses inovasi
teknologi dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat petani
dan dunia usaha, termasuk meningkatkan kemampuan untuk
menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar
dalam dan luar negeri. Dalam mengantisipasi dampak negatif masuknya
produk pertanian dari luar negeri perlu ditingkatkan erapan

karantina. .

j.  Rehabilitasi lahan kritis ditingkatkan untuk mem an  dan
mempertahankan kesuburan tanah dan memelihara_sumber ‘air serta
kelestarian fungsinya dan kemampuan daya dukung, lingkungan serta
fungsi lingkungan hidup dengan mengikutseftaka™dan memberi
manfaat bagi masyarakat setempat Pembanglman pertanian perlu
didukung oleh pengaturan tata ruang d t eguna lahan sehingga
pemanfaatan tanah subur dlprlor% tuk lahan pertanian.

a

Penggunaan, penguasaan, pemili pengalihan hak atas tanah
harus dapat menjamin kelangsu pertanian. Pemilikan tanah
pertanian oleh perseorangarnsege: berlebihan, pemilikan tanah
pertanian yang kecil, udfaan lahan secara absensi dan
diterlantarkan, termasuk dur, perlu dicegah agar terjaga fungsi
tanah sebagai sumb:f& esejahteraan masyarakat pertanian.

k. Pembangunan,pe -@ dn terus ditingkatkan dan dilanjutkan dengan
perluasan jaringag ifigasi untuk lebih menyeimbangkan pemanfaatan air
dan usaha konsgrvasi, melindungi areal produksi dan menghindarkan
kerusak ibat banjir dan kekeringan, serta mendukung pembukaan
dan &tm areal pertanian baru dan penyediaan air bagi

rakat. Pembangunan pengairan untuk pertanian perlu ditingkatkan
k“memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi
bagi pertanian. Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan
irigasi disdenggarakan untuk lebih memantapkan fungsinya dengan
meningkatkan peran aktif masyarakat melalui pembinaan kelompok tani
pemakai air yang terintegrasi dalam wadah koperasi. Pengembangan
sistem pengelolaan sumber air dan pengaturan penggunaan air secara
lebih efisien perlu terus digalakkan dan ditingkatkan baik secara
swadaya maupun dengan bantuan pemerintah, terutama bagi irigasi
tersier dan kuarter. Pemeliharaan, perbaikan, dan pengaturan sungai,
rawa, pantai, dan danau serta pemanfaatan air tanah dan air permukaan
harus ditingkatkan. Jaringan irigasi dijaga agar tetap berfungsi dan
sumber air dipelihara agar air bagi pertanian tetap tersedia secara lestari.
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3.

Koperasi

a.

Pembangunan koperasi diarahkan untuk memantapkan posisi dan peran
koperasi yang seimbang dengan usaha nasional lainnya sehingga
menjadi sokoguru perekonomian nasional dalam pelaksanaan sistem
ekonomi  Pancasila guna mewujudkan demokrasi ekonomi.
Pembangunan koperasi sebagai gerakan nasional untuk memajukan
ekonomi masyarakat ditujukan pada penumbuhan budaya dan citra
positif serta penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berperan
sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat yang tangguh dan herakar
dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan pevans tif
anggota koperasi. Pembangunan koperasi sebagai badan us itljukan
pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatag mtu sumber
daya manusia terutama pengurus, pengelola, dan gangg

berakhlak mulia termasuk kewirausahaan dan profesiona
sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompefitif dan mandir,
koperasi mampu menjadi bangun usaha aedalan perekonomian
nasional gunamemajukan kesejahtera% i anggotanya sekaligus

memacu kehidupan perekonomi ma di pedesaan melalui

peningkatan akses dan pemanfaal er daya nasional, penciptaan

iklim yang mendukung, peqi tan kemampuan usaha dan
kelembagaan, pengemban rasi dalan bidang usaha unggulan
bernilai tambah tinggi, iNgkatan kemitraan usaha, serta perlindungan
dari praktek bisnis y: sehat. Khusus koperasi dipedesaan perlu

dikembangkan kemampuannya dan makin ditingkatkan
peranannya dal upan ekonomi di pedesaan.

Pembﬁx koperasi ditingkatkan dengan mendayagunakan dan

memad segenap sumber daya nasional untuk memberdayakan
kop na memantapkan pelaksanaan fungsi, peran, dan kinerja
@i yang didasari oleh semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan

sionalisme. Pelaksanaan fungsi dan peran koperasi baik sebagai

ég:rakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha diupayakan

elalui peningkatan prakarsa dan peranserta aktif anggota dan
masyarakat secara luas dan peningkatan kemapuan usaha serta sarana
dan prasarana kelembagaan yang dikelola secara profesional agar
koperasi dapat menumbuhkan kemampuan menolong diri sendiri dan
melayani kepentingan ekonomi masyarakat, dan peningkatan peran
lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan
pembawa aspirasi gerakan koperasi. Kesadaran, kemauan, dan
kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat, terutama pada
lembaga yang telah mandiri dan berakar di masyarakat, terus
ditingkatkan melalui penelitian dan pengembangan, penyuluhan,
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pendidikan dan pelatihan, proses belajar masyarakat, serta bimbingan
konsultasi.

c.  Pembangunan koperasi dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang
memberikan kepastian berusaha serta kesempatan dan dukungan
berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor ekonomi baik di dalam
maupun di luar negeri dengan disertai kemudahan memperoleh
permodalan dan faktor produksi lainnya, pemberian bimbingan dan
bantuan perkuatan serta perlindungan dari praktek bisnis yang tidak
sehat. Koperasi perlu lebih didorong dan diberi keleluas
memadai untuk menangani dan mengembangkan lembaga

yang sesuai dengan prinsip koperasi dan kebutuhan anya.
Koperasi perlu diberi peran seluas-luasnya dalam penyedi butuhan
pokok anggota dan masyarakat. Untuk mengembang melindungi
usaha masyarakat yang diselenggarakan dalam operasi demi
kepentingan rakyat, dapat ditetapkan bidang kegi ekonomi yang

hanya boleh diusahakan oleh koperasi.
boleh diusahakan oleh koperasi. Kegi
baik yang telah berhasil diusah h koperasi maupun yang
memiliki potensi untuk diusah. wadah koperasi agar tidak
dimasuki oleh badan usaha laipaya dengan memperhatikan keadaan dan
kepentingan ekonomi nasin@am rangka pemerataan kesempatan

usaha dan penciptaan ke kerjadan lapangan kerja produktif.

tansekonomi yang hanya
omi di suatu wilayah,

koperasi deng asta dan usaha negara dalam bentuk kemitraan
usaha perlu di an dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan
kekeluarg sgrta saling mengguntungkan untuk meningkatkan
i%itay dan efisiensi usaha nasional serta sebagai sarana dan
gembangan sistem ekonomi Pancasila guna mewujudkan
rasi ekonomi. Pengembangan koperasi menjadi badan usaha
ala besar terus ditingkatkan antara lain melalui keterkaitan usaha
antar koperasi, baik secara horizontal maupun vertikal dan perluasan
jaringan usaha koperasi, peningkatan penyediaan kredit investasi dan
kredit modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha
koperasi dan anggotanya yang disertai kemudahan dalam memperoleh
perizinan, pengembangan koperasi sekunder di bidang produksi,
distribusi dan pemasaran, jasa keuangan dan jasa lainnya, dan pemilikan
saham oleh koperasi di berbagai usaha.

d.  Keterkaitan usahasig& ikal dan horizontal antar koperasi dan antar

4.  Perdagangan

a. Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemantapan sistem
perdagangan nasional yan makin efisien, efektif, dan transparan,
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p

emberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi,

serta peningkatan kemampuan masyarakat memanfaatkan dan
memperluas pasar dalam dan luar negeri. Pembangunan perdagangan

d
d

itujukan untuk meningkatkan daya saing, memperlancar arus barang
an jasa guna menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat antar

wilayah, melindungi masyarakat dari gejolak harga, menunjang

p
p

Pembangunan perdagangan harus ditunjang oleh sumber gaya

Y

lapangan kerja produktif, dan meningkatkan penerimaan devis@ara.

sistem kelembagaan, sistem distribusi, sistem komunmsistem

eningkatan produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat terutama
etani produsen, serta memperluas kesempatan usaha, menciptakan
ia
ang berakhlak mulia serta profesional dan berjiwa ke an,

mendorong

transportasi, dan penyebaran informasi pasar yang m efektif dan

p

monopoli, oligopoli, monopsoni, dan ol ops0

efisien, serta peraturan perundang-undang%

ersaingan sehat untuk mencegah munculnya etalismg berbagai bentuk
yang merugikan

masyarakat.

b. Pembangunan perdagangan juga, diefajkan untuk meningkatkan

p

Upaya secara sistematik pe
menumbuhkan nilai buda

n

menghadapi era per

Y

enggunaan produksi dalam negegim i kebijaksanaan perdagangan.

ukan untuk menanamkan dan
dalam menghargai produk dalam
rkembangan produksi nasional dalam
bebas. Upaya tersebut perlu didukung
esinambungan oleh sektor-sektor terkait

egeri sehingga meran

secara terpadu
terutama indu%trl anian, transportasi, komunikasi, dan keuangan,
ng

ang mendoro| ingkatan produksi dalam negeri yang bermutu dan

memenupi Standar internasional, meningkatkan kemampuan perluasan

p

asar lam negeri maupun luar negeri. Keberhasilan upaya

tersébut akan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan
pienNgehemat devisa dalam memperkukuh kemandirian bangsa

$enyediaﬁn kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya serta

k

saha pemasarannya perlu disesuaikan dengan pola produksi dan
onsumsi masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan dan jasa

sistem transportasi baik antar daerah maupun antar pulau serta sarana,

p
p

rasarana, dan kelembagaan distribusi yang mantap guna menjamin
enyebaran barang dan jasa secara merata dengan harga yang layak dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh wilayah tanah air

d

engan memperhatikan nilai tukar petani. Usaha nasional dengan

mengutamakan koperasi diberi peran seluas-luasnya dalam penyediaan

ki

ebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya
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d.  Guna mendorong ekspor, khususnya komoditas nonmigas, upaya
peningkatan daya sang, penerobosan serta perluasan pasar luar negeri
terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi, mutu
komoditi, standar internasional, jaminan kesinambungan dan ketepatan
waktu penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar serta
pengembangan sentra pemasaran produk Indonesia di luar negeri, yang
didukung oleh penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan
termasuk jaringan transportasi, informasi pasar, peningkatan promosi
serta meningkatan akses pasar melalui kerja sama perdagangan
internasional, baik bilateral maupun multilateral. Berbaggi s@an
prasarana penunjang ekspor terutama kelembagaan r1 an,
pembiayaan, perasuransian, lalu lintas keuangan, dukum@%fangkat
hukum serta pelayanan usaha perlu dimantapkan. pelaksanaan
ekspor perlu dibina keterkaitan yang kua mperdagangan
internasional dan perindustrian dengan sistem@uksi dan sistem
pendukungnya di tingkat nasional, serta keterkaitan yang saling
menguntungkan antara  produsen de% embaga pemasaran,
khususnya koperasi, serta memperb ganda dan perluasan
lapangan kerja. Perluasan produk unggulan disertai perluasan
pasar negara tujuan ekspor, @’didorong dan pelaksanaannya
dilakukan secara lebih transpafan?

e.  Kebijaksanaan impor u emenuhi kebutuhan barang dan jasa
khususnya barang alfwbahan baku, dan bahan penolong untuk
industi  perlu diffagtapkan untuk lebih mendorong pemerataan
kesempatan ber@sal an pengembangan industri dalam negeri serta
sektor ekonomi ya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa
bernilai ba tinggi dalam rangka menunjanag ekspor dan
meni penggunaan produksi dalam negeri dengan selalu

memperhatikan keseimbangan neraca perdagangan luar negeri. Perlu
ilakukan penghematan penggunaan devisa terutama yang

$V| nakan untuk impor barang mewah dan mencegah impor komoditas

ang dapat mencemari lingkungan dan kerugian lainnya bagi
masyarakat.

f  Kebijaksanaan dan kegiatan perdagangan juga diperlukan untuk
mendorong dan membantu pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan
koperasi secara terpadu melalui penciptaan iklim yang mendukung,
penyediaan tempat usaha, kemudahan memperoleh permodalan,
peningkatan penyuluhan dan informasi pasar, serta pembinaan
kemampuan, perlidungan, dan pemberian kepastian berusaha. Kerja
sama antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil termasuk
usaha informal serta tradisional terus didorong perkembangannya dalam
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suasana kemitraan sepadan yang saling mendukung, saling memperkuat,
dan saling menguntungkan.

5.  Tanaga Kerja

a.

b.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya menyeluruh dan terpadu
diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja profesionalisme, daya
saing dan kompetensi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja produktif
sebagai dasar pengembangan produktivitas masyarakat. Pembangunan
ketenagakerjaan  ditujukan  pada  peningkatan ke diri
kewirausahaan, etos kerja dan disiplin, produkthltas k
belajar, kapasitas dan keberdayaan tenaga kerja sehin

mengisi, menciptakan, dan memperluas kesempatan kerja duktlf
serta memperluas kesempatan berusaha baik di dal upun di luar
negeri. Pembangunan ketenagakerjaan meliputi ampeningkatan
kesadaran akan produktifitas, efisiensi, efektivit%wirausahaan dan
etos kerja produktif serta berdaya saing tinggi; pembaharuan

kebijaksanaan ketenagakerjaan dan peratu rﬁndang—undangan dan
hukum ketenagakerjaan dalam k aan investasi menuju
penempatan kerja penuh; pembln idikan dan pelatihan kerja;
perlindungan tenaga kerja da |kan syarat-syarat kerja; dan

peningkatan peran senkatp an kopera5| pekerja sesuai dengan
1lamenuju peningkaan kesejahteraan

norma hubungan industria
tenaga kerja; penet P¥aksanaan pengupahan dan penggajian

dalam rangka pel 5|stem pengupahan nasional; penyebaran
informasi pasar, kefj pemanfaatan peluang pengiriman tenaga kerja
terampil ke | ri; serta peningkatan peranserta dan tanggung

ikan potensi angkatan kerja setempat seta mengurangi
gan produktivitas. Peningkatan peranan tenaga kerja wanita,
indungan tenaga kerja remaja, tenaga kerja lanjut usia dan tenaga
kerja penyandang cacat perlu mendapat penanganan khusus.

esemuanya didukung oleh perencanaan ketenagakerjaan nasional yang
andal dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, terutama
perencanaan pendidikan nasional, informasi teknologi, dan informasi
pasar kerja.

Kesadaran dan motivasi terhadap produktivitas, efisiensi, efektivits
kewirausahaan, disiplin dan etos kerja produktif, serta berdaya saing
tinggi dan berwawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan takwa terus
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan serta pemagangan berdasarkan perencanaan ketenagakerjaan
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baik nasional maupun daerah yang terus-menerus harus disempurnakan
secara terarah, terpadu, dan menyeluruh, didukung oleh penyebaran
informasi ketenagakerjaan secara teratur, sehingga dapat meningkatkan
kualitas, profeionalime, dan kesejahteraan tenaga kerja.

c. Pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan harkat dan
martabat serta harga diri kaum pekerja disesuaikan dengan
perkembangan  kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi khususnya dalam menghadapi era glghalisasi
dengan tetap menjunjung  tinggi  nilai-nilai kem .
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerj iberbagai
sektor pembangunan dilaksanakan secara terarﬁerg u, dan

terkoordinasi melalui pendidikan formal, pelal kerja, dan
pemagangan kerja baik di luar maupun di d Okungan kerja.
Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya s tinggi merupakan
tanggung jawab pemerintah dan mayarak badan usaha pengguna
tenaga kerja yang diselenggarakan bai maupun luar negeri.
Kerja sama antara lembaga pendidi @ pelatihan tenaga kerja serta
lembaga pendidikan tinggi deng@ rasi, usaha negara, dan uaha
swasta baik di dalam maupymyluas’negeri serta organisasi pekerja,
asosiasi profesi, dan Ien@' kemasyarakatan perlu diarahkan,
direncanakan, dilaksanal dikembangkan secara lebih terpadu
untuk mencapai pr&4 nasional yang tinggi. Kesemuanya
didukung oleh ad, em kelembagaan dan peraturan perundang-
undangan tent dlkan dan pelatihan tenaga kerja nasional.

d.  Perlindu
sesuai

tegaga kerja yang bertumpu pada hak-hak dasar pekerja
hubungan industrial Pancasila yang meliputi hak
an berunding bersama di lingkungan badan usaha swasta,
negara, dan koperasi serta pemberian jaminan sosial tenaga kerja
encakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi seluruh tenaga
erja serta perbaikan syarat-syarat kerja lainnya perlu dikembangkan
secara terus-menerus, dengan meningkatkan pemberdayaan pekerja
sehingga sepadan dengan mitranya terutama pengusaha dalam
hubungan industrial Pancasila Terus diperluas keselamatan dan
kesehatan kerja yang meliputi perlindungan kerja, pengembangan sistem
menajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perluasan keahlian yang
merupakan tanggung jawab bersama antara pekerja, pengusaha, dan
pemeritah. Bagi tenaga kerja wanita perlu diberikan perlindungan sesuai
kodrat, harkat, dan martabatnya dengan  mengembagkan
kemitrasejajaran, wawasan gender, dan pencegahan diskriminasi yang
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merugikan termasuk perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi.
Perlindungan terhadap tenaga kerja cacat, tenaga kerja remaja dan
pekerja lanjut usia, perlu mendapat penanganan dan perhatian khusus.

e.  Kebijaksanaan pengupahan dan penggajian didasarkan pada pemenuhan
kebutuhan hidup yang layak, prestasi dan produktivitas kerja, keahlian
dan profesionalisme kerja serta nilai yang menumbuhkan rasa harga diri,
harkat, dan maratabat kemanusiaan dengan mempertimbangkan keadaan
perekonomian nasional yang merupakan pelaksanaan hubungan industri
Pancasila dan pengembangan diri pekerja serta keluarganya Sebagai
perwujudan pemerataan dan Kkeadilan, pengembangan €pro itas
kerja, disertai pengaturan perbandingan yang wajar antara upak,tertinggi
dan terendah. Pengupahan dan penggajian tenaga kegja dilaksanakan
secara adil dengan syarat-syarat kerja dan pera perundang-
undangan sehingga tidak menimbulkan diskriminast.
koperasi tenaga kerja terus dikembangkan bai
kuantitas anggotanya agar makin berper: anw upaya meningkatkan
kemampuan profesional, kemandin'ané%a produktif, harkat dan

martabat pekerja Indonesia serta megr: ut memiliki kegiatan usaha
yang dilakukan.

f  Pengiriman tenaga kerja r negeri yang pada hakikatnya
merupakan ekspor jasa p devisa terus ditingkatkan terutama
yang berkualitas den q* memanfaatkan peluang lapangan kerja

a an baik oleh pemerintah maupun usaha
nasional secarg e efektif, bertanggung jawab dan memberikan
kemudahan serta¥ in perlindungan termasuk perlindungan hukum

yang diperl;kanpalk di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengiriman

tenaga wanita keduar negeri dilakukan secara selektif dengan
mel kan keahlian dan keterampilan. Kepastian perjanjian kerja,
di i perbaikan manajemen pegiriman tenaga kerja ke luar negeri,
al bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional harus
memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara.
enggunaan jasa tenaga kerja asing harus dilakukan secara selektif

untuk mendorong pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal
dalam peningkatan keterampilan dan alih teknologi.

g. Peran serta dan tanggung jawab pekerja dan serikat pekerja dalam
mewujutkan produktivitas nasional terus ditingkatkan untuk lebih
memantapkan keikut sertaan pekerja dan serikat pekerja didalam
kegiatan perusahaan melalui rasa memiliki oleh pekerja disertai dengan
peningkatan kesejahteraan melalui program dana pensiun, pembangunan
perumahaan pekerja, koperasi pekerja dan usaha-usaha lainnya terutama
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yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat menciptakan
keharmonisan dalam bekerja dan berusaha sesuai dengan prinsip
hubungan industrial pancasila

6. Transportasi

a. Pembangunan transportasi diarahkan pada pemantapan sistem
transportasi nasional yang maju dan andal sesuai dengan peranannya
sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan
pertahanan keamanan serta untuk memperkukuh persatuan d satuan
bangsa. Pembangunan transportasi ditujukan untuk .mag@an
transportasi nasional yang terpadu, tertib dan lancar, am an,
cepat, dan terjangkau, efektif dan efesien. Untuk menduku oduksi
dan perdagangan, pemberdayaan perekonomian mas t,#penciptaan
lapangan kerja dan kesempatan usaha, pen an wilayah,
peningkatan dinamika pembangunan, serta hlburgan internasional
diperlukan peningkatan investasi di se tranSportasi yang lebih
seimbang dengan investasi di bidang pé@| nasional dan sektor-
sektor perekonomian lainnya peni sarana dan prasarana
perluasan jaringan, dan penmgkat@ Jangkau transportasi dengan
penyelenggaraan transportasi _f dan antarmoda terpadu dan
seimbang untuk memperlan ilitas manusia, barang dan jasa agar
mampu mengantisipasi kepbangan perdagangan global dengan
melibatkan peran sel rakat dan usaha nasional dalam rangka
meingkatkan da{zﬁ perekonomian nasional, dan mewujudkan

wawasan nusa:&S
b. Sistem transp i nasional terus disempurnakan  dengan

mengut; an @ngkutan umum medalui peningkatan kualitas sumber
daya yang bertanggung jawab, serta penerapan manajemen
gren dan kelembagaan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
ahuan dan teknologi, memelihara kualitas lingkungan hidup,
pertimbangkan konservasi dan diversifikasi energi, yang didukung
$oleh industri penunjang transportasi dalan rangka penigkatan kualitas
pelayanan dan keandalan transportasi nasional. Peranserta aktif
masyarakat dan usaha nasional yang berkelanjutan dalam
penyelenggaraan pelayanan transportasi baik prasarana maupun
sarananya terus didorong dan digalakkan melalui penciptaan iklim yang
mendukung agar transportasi nasional mampu meningkatkan
penguasaan pasar jasa transportasi nasional mampu meningkatkan
penguasaan pasar jasa transportasi serta mampu meghadapi persaingan
di era perdagangan bebas.

@
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C.

d.

f

Transportasi ke dari,dan dipedesaan, daerah dan pulau terpencil, daerah
transmigrasi, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan terutama
dikawasan timur indonesia, terus dibangun, dikembangkan, dan
ditangani secara khusus melalui pengembangan dan peningkatan sarana
dan prasarana, penyelenggaraan transportasi perintis dan transportasi
jalur strategis intra- dan antarmoda dalam ragka menunjang
pembangunan wilayah dan peningkatan serta pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya Transportasi diwilayah perkotaan terus ditata dan
dikembangkan termasuk angkutan umum perkotaan yang tefjangkau
dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu ling ngﬁlp,
sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin ber aik
sebagai kawasaan pemukiman maupun sebagai pusa-pusat produksi,
jasa dan perdagangan. Di wilayah kota raya dan Besar perlu
dikembangkan transportasi massal cepat yang man, lancar,
nyaman, dan efesien serta terjangkau agar terci@stem transportasi
perkotaan yang seimbang dan terpadu.

[ J
Pembangunan transportasi darat yang m{ransportasi jalan, jalan
rel, transportasi sungai, transportasi , dan penyebrangan serta

kombinasinya terus ditingkatkangsel a tercipta transportasi darat
antarmoda yang terpadu, tertj r, aman, nyaman, efesien dan
terjangkau serta mampu m%pembangunan disemua sektor dan
daerah melalui peningkal istém informasi, keretpaduan perencanaan
serta pelaksanaan pen gan dan pengoperasian serta pemeliharaan
sarana dan prasarw eman faatan jaringan transportasi darat serta
peningkatan magajel dan pelayanan.

Pembangur@n tgansportasi laut terus ditingkatkan dan diutamakan pada
pelabuhan sesuai dengan tatanannya dan pembangunan
asional yang meliputi pelayaran samudera, nusantara,
s, tradisional, dan pelayaran khusus, sehigga mampu menguasai
aran dalam negeri dan meningkatkan peran pelayaran samudra
nasional serta menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang
ayak untuk dapat menghubungkan seluruh wilayah nusantara
khususnya kawasan timur indonesia dalam mendukung pengembangan
perdagangan dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan
jasa angkutan laut asing dengan memberikan dukungan pada pelayaran
nasional. Pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan pelayaran
tradisional terus ditingkatkan sehingga dapat menjangkau daerah
pedalaman dan terpecil.

Pembangunan transportasi udara terus ditingkatkan dan diutamakan
pada pembangunan jaringan penerbangan nasional yang mampu
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menjamin tersedianya jangkauan dan pelayanan transportasi udara yang
layak, pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien, perluasan
jaringan penerbangan yang terintegrasi secara nasional dan
internasional, disertai pembangunan bandar udara yang sesuai dengan
proyek dinamika perkembangan global. Transportasi udara perintis
ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat menjangkau semua daerah
dan pulau terpencil terutama yang belum dapat dijangkau dengan
jaringan transportasi darat dan laut, didukung oleh peningkatan peran
aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

g. Keselamatan dan keamanan pelaksana, pengelola dan penggd
transportasi, serta masyarakat luas ditingkatkan melal
penerapan standar kelaikan sarana dan prasarana,
pengelola dan pelaksana, serta disiplin pelaksal
pengguna jasa transportasi, dan masyarakat luas
dan berkesinambungan antara pemerintah, pen 3, pelaksana, dan
pengguna jasa transportasi serta peran akti arakat.

h.  Jasa meteorologi dan geofisika terus gkan untuk menunjang
berbagai sektor pembangunan khustisnya/penyediaan informasi cuaca
dan atmosfer yang diperlukan%’ terwujudnya kelancaran dan
keselamatan  transportasi asyarakat, terlindungnya sarana
telekomunikasi dan elel IKy-pertanian, serta data geofisika yang
bermanfaat bagi pel Kebutuhan informasi data cuaca,
atmosfer dan ge yang terpercaya perlu didukung oleh

i kelembagaan, kualitas sumber daya manusia

nal, manajemen yanag andal, peralatan yang

canggih, dafy kerja sama intemasional.

i.  Pencas penyelamatan manusia, baik sebagai korban dalam
musibah, bencana alam maupun bencana lainnya, yang merupakan tugas
Q. siaan yang pelaksanaannya dikoordinasikan secara nasional

$e gan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat terus ditingkatkan

dan dimantapkan melalui peningkatan kemampuan organisasi,
manajemen, dan sumber daya manusia serta dukungan prasarana dan
pengadaan sarana yang diperlukan agar mampu menyelenggarakan
bantuan pencarian dan penyelamatan dengan cepat dan tepat.

7.  Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

a. Pembangunan pos, telekomunikasi, dan informatika diarahkan untuk
makin memperlancar arus surat, barang, komunikasi, dan informasi
serta makin memperluas jangkauan dan kualitas jasa pelayanan ke
seluruh lapisan masyarakat serta ke seluruh pelosok tanah air, dari dan
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b.

d.

ke luar negeri. Pembangunan pos, telekomunikasi, dan informatika
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, efisiensi, dan keandalannya
dalam pemberian jasa pos dan giro, komunikasi serta informasi kepada
masyarakat, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
memperluas lapangan Kkerja serta kesempatan berusaha melalui upaya
perluasan jangkauan jasa pos dan giro; peningkatan kelancaran,
kejelasan, kecepatan, ketepatan, dan keamanan arus berita, informasi,
dan data baik nasional maupun internasional; peningkatan kemampuan
sumber daya manusia dan pemanfaatan, pengembang

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; penataan p;lay n
pengendalian frekuensi radio serta orbit satelit; pengemb tri
komponen; dan peningkdan kerja sama internasio pos,

telekomunikasi, dan informatika yang saling meng gkan dengan
tetap meningkatkan peranserta aktif masyarakat, a nasional
dengan memperhatikan kelayakan usaha dalam rangka mendukung

peningkatan daya saing perekonomian nasiopal. .

Pembangunan pos terus ditingkatkan ;y%ang(auan jasa pos dan
giro makin luas dan makin memasy: a%rta dapat mencapai desa dan
daerah terpencil, termasuk daerahgel iman transmigrasi dan daerah
perbatasan, agar masyarakat | peroleh pelayanan yang mampu
menjamin terselenggaranya sUfat, barang dan jasa giro yang lancar,
cepat, jelas, tepat, dan al a terjangkau. Minat masyarakat untuk
mengirim surat dan akan jasa pos lainnya terus dikembangkan
melalui pemberiw i yang sehat dan menarik. Investasi usaha
nasional melal@i kefja’ sama dalam usaha pos dan giro perlu diperluas
sehingga mampu Ménjawab dinamika tuntutan kemajuan pembangunan.

taekomunikasi dan informatika terus ditingkatkan agar
ahana yang andal untuk terselenggaranya arus berita,
asi, dan data baik nasional maupun internasional secara lancar,
cepat, tepat, dan aman serta terjangkau. Guna mendukung
kelancaran penyelenggaraan pembangunan, jaringan dan jangkauan
elekomunikasi terus diperluas dengan menggunakan teknologi maju,
tepat guna serta ditingkatkan mutu dan efisiensi pelayanannya. Fasilitas
telekomunikasi dan informatika umum terus dikembangkan di seluruh
pelosok tanah air sehingga makin tersebar dan menjangkau masyarakat
luas. Peranserta aktif masyarakat dan usaha nasional yang bergerak di
kegiatan usaha telekomunikasi dan informatika harus diperluas sehingga
mampu menjawab dinamika tuntutan kemajuan pembangunan.

Pembangunan pos, telekomunikasi, dan informatika harus didukung
oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta oleh
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pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi meldui penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan, serta pengembangan industri sarana pos, telekomunikasi, dan
informatika nasiona yang efektif dan efisien serta berdaya saing tinggi.

Kerja sama bilateral, regional, dan internasional pos, telekomunikasi,
dan informatika yang saling menguntungkan terus ditingkatkan terutama
dalam rangka memperlancar arus barang dan informasi, meningkatkan
pemasaran produk teknologi nasional, mempererat hubun antar
bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusig¥yserta
meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetah
teknologi.

an

8.  Pariwisata o

a.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pe@ gan pariwisata
sebagai sektor andalan dan unggulan dalam aRiwllas yang mampu

menjadi sdah satu penghasil devisa mend pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan pendapatan daerah, ayakan perekonomian
masyarakat, memperluas lapangan dan kesempatan berusaha,
serta meningkatkan pengenalan dan aran produk nasional dalam

kepribadian bangsa, nilai-nil a serta kelestarian fungsi dan mutu
lingkungan hidup. Pe an kepariwisataan ditujukan untuk
mengembangkan dan agunakan berbagai potensi kepariwisataan
nasional, membeg ai tambah ekonomi aas kepemilikan aset
masyarakat sem secara adil, memperkaya kebudayaan nasional,
memupuk rasa a tanah air, dan mempererat persahabatan antar
lui®pembangunan prasarana dan sarana kepariwisataan,
objek dan daya tarik wisata, peningkatan pemasaran dan

promosi serta keterjangkauan, pemantapan pendidikan dan pelatihan
1] daya manusia, peningkatan peranserta aktif masyarakat dan
u

rangka meningkatkan kesej@\ akyat dengan tetap memelihara

koperasi yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, didukung

$ saha nasional khususnya pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan

oleh sistem transportasi, komunikasi, dan informasi yang andal dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta suasana yang
aman dan nyaman.

Pembangunan kepariwisataan harus tetap menjaga terpeliharanya
kepribadian dan budaya bangsa termasuk adat istiadat setempd, nilai-
nilai agama, terlindunginya kepemilikan aset masyarakat setempd,
tertangkalnya dampak negatif yang ditimbulkan, serta terpeliharanya
kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tekad agar sektor
pariwisata dapat menjadi salah satu penghasil devisa perlu dimantapkan
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keragaman perangkat lunak dan perangkat keras sehingga memberikan
sinergi dukungan yang lebih andal. Kepariwisataan perlu terus ditata
secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor yang terkait dalam suatu
keutuhan usaha kepariwisataan yang mantap dengan semangat
kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.

c. Pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan untuk mendorong
meningkatnya kegiatan perekonomian nasional serta pembangunan
wilayah sejalan dengan upaya meningkatkan pemerataan pembangunan
dan pendapatan, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsaiserta
menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur sejaralt da
bangsa dalam rangka lebih memperkukuh persatuan d atuan
nasional. Perhatian khusus diberikan pada pengg pPariwisata

remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan ahan dalam
memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tmnesia sebagai
negara tujuan wisata mancanegara perlu ‘ditifigkatkan melalui
pembinaan dan peningkatan sadar wisata arakat khususnya insan
kepariwisataan, pelestarian, pemelihar: %rbaikan kembali benda
dan khazanah bersejarah, tempat- ibadah dan pusat sejarah
penyebaran agama yang menggamb tingginya budaya keimanan
dan ketakwaan terhadap Tuhal aha Esa dan kebesaran bangsa,
yang didukung oleh inform n’jpromosi yang memikat.

d.  Pengembangan objel a tarik wisata, kemudahan pencapaian
serta kegiatan pra i pemasarannya, baik di dalam maupun di luar
negeri, terus diti secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif
antara lain memanfaatkan secara optimal kerja sama

kepariwisatgan hilateral, regional dan globd, memanfaatkan seluruh
perwaki Indonesia di luar negeri baik swasta maupun pemerintah
sertagniénigkatkan hubungan antar bangsa.

ikan dan pelatihan usaha kepariwisataan terutama pengusaha
kecH, pengusaha menengah, dan koperasi perlu makin ditingkakan,
$disertai penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik agar
kemampuan sumber daya manusia kepariwisataan makin tangguh,
berketerampilan tinggi,berkepribadian tegar, memiliki kemantapan

rohani dan berpandangan luas sehingga dapat menjamin mutu dan
kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.

f  Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan
perlu makin ditingkatkan melalui pembinaan dan peningkatan usaha
masyarakat sekitar lokasi wisata, penyuluhan dan pembinaan kelompok
sadar wisata, seni budaya industri kerajinan, serta upaya lain untuk
meningkatkan kuditas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan
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Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian
bangsa serta harkat dan martabat bangsa. Dalam upaya pengembangan
usaha kepariwisataan harus dicegah hal-hal yang dapat merugikan
kehidupan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya bangsa. Dalam
pembangunan kawasan periwisata pemanfaatan produk nasional dan
keikutsertaan masyarakat setempat terus ditingkatkan dengan penyajian
informasi  yang luas mengenai seluk-beluk kegiatan usaha
kepariwisataan dan motivasi yang menarik.

9.  Pertambangan

a.

Pembangunan pertambangan diarahkan untuk mendayagur"n ber
daya alam tambang secara hemat dan optimal bagi pe gunan
nasional yang berkelanjutan serta pembangunan wil déhgan peran
aktif masyarakat dan untuk memperkukuh day: a@kmomi bagi
sebesar-besar  kemakmuran rakyat. Pemban%\ pertambangan
ditujukan untuk menyediakan bahan ku B gi industri untuk
ditingkatkan nilai tambahnya denga nggunakan teknologi,
memenuhi keperluan energi di dala i dan keperluan ekspor,
meningkatkan penerimaan negar: pendapatan daerah, serta
memperluas lapangan kerja d egémpatan kerja dan kesempatan
berusaha dengan memperhat masyarakat setempat melalui
peningkatan penanaman dan pemanatapan iklim usaha yang
mendukung, termas tapan berbagai peraturan perundang-
undangan, penin L&; efek ganda dan Kketerpaduan dengan
pembangunan egE}/ serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pembangunan bangan dilaksanakan dengan memperhatikan
kepentingar{ ekgnomi dan budaya masyarakat setempat dengan tetap
menja starian mutu dan fungsi lingkungan hidup dalam rangka
pel @ berkelanjutan yang didukung oleh kemajuan ilmu
ahuan dan teknologi serta peningkatan pengawasan.

kualitas produksi, menganekaragamkan hasil tambang, mengelola usaha

$P bangunan pertambangan harus mampu meningkatkan kuantitas dan

pertambangan secara efektif dan efisien, menyediakan bahan baku
industi dan energi serta keperluan masyarakat secara luas, dan
mendorong kemampuan ekspor bahan setengah jadi dan barang jadi
melalui peningkatan kualitas dengan mengacu kepada standar mutu
komoditas internasional, didukung oleh usaha inventarisasi, pemetaan,
dan eksporasi kekayaan bahan tambang yang makin intensif dengan
memanfaatkan teknologi serta dengan tetap melindungi usaha
pertambangan skala kecil, mengembangkan iklim usaha yang
mendukung, memperhatikan tuntutan lingkungan strategis global, dan
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dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional dalam penyerapan
tenaga kerja yang berkualitas. Usaha pertambangan harus mendorong
kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan prinsip pengunaan lahan
berganda dan pola penataan ruang wilayah nasional melalui optimasi
pemanfaatan kekayaan alam.

c. Pembangunan pertambangan diselenggarakan secara terpadu dengan
pembangunan daerah dan dengan berbagai sektor lainnya terutama yang
berkaitan erat dengan perluasan lapangan Kkerja serta kesempatan
berusaha dan pengembangan wilayah dengan selalu mempephatikan
kesejahteraan masyarakat setempat dan kebutuhan masa de
kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

d.  Pengetahuan dan teknik geologi terus ditingkatkan memperoleh
manfaat maksimal dan mampu mengidentiﬁkasi@‘ at kekayaan

a

bahan tambang, gejala alam akibat kondisi geoldgi dinamis yang dapat

menimbulkan bencana, berperan sebagai dasar bagl penetapan rencana
. . A L .

tata ruang nasional, serta kepentingan ilmu tahuan yang lebih luas.

e. Pemanfaatan hasil tambang dan p lahan hasil tambang terus
dikembangkan melalui peningkatﬂ@ as dan kualitas produksi serta
el

usaha pemasarannya di dalam an di luar negeri. Pengolahannya
perlu didukung oleh indmtri@!ﬁju agar mampu meningkatkan nilai
tambah, penerimaan dan peningkatan serta pemerataan
pendapatan masyaraki

f  Upayauntuk ksi dan menemukan cadangan baru minyak dan
gas bumi terus katkan dengan memanfaatakan berbagai hasil
kemajuan HMmu gengetahuan dan teknologi disertai upaya perluasan
pemasar: roduk olahan minyak dan gas bumi dalam rangka

@ dan penganekaragaman sumber penerimaan negara serta

peni
uhi kebutuhan masyarakat. Dengan makin terbatasnya cadangan
sulitnya menemukan cadangan baru minyak dan gas bumi, upaya

pemanfaatan hasil tambang dan produk olahan hasil tambang di luar

inyak dan gas bumi, terutama batubara dan panas bumi, terus
ditingkatkan sehingga ketergantungan sumber energi pada minyak dan
gas bumi makin berkurang serta penerimaan negara tetap dapat
ditingkatkan.

g. Usaha pertambangan skala kecil, terutama penambangan dan
pengolahan bahan galian yang tidak vital dan tidak strategis, terus
dilindungi, dibimbing, dan ditingkatkan kemampuan pengelolaannya
antara lain melalui pengaturan, penyuluhan, dan pembinaan usaha
pertambangan dalam rangka perluasan lapangan kerja dan kesempat
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berusaha, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan
taraf hidup rakyat, khususnya rakyat penambang setempat yang
terintegrasi dalan wadah koperasi, dengan tetap menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan budaya setempat Kemitraan dan
keterkaitan usaha antara usaha pertambangan skala kecil dengan usaha
pertambangan negara, koperasi, dan swasta besar perlu didorong agar
saling menunjang, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

h.  Penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing di
sektor pertambangan di luar pertambangan skala kecil terus ditiorong
dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besar b i
pembangunan nasional dan alih teknologi melalui pencipt; 1M yang
lebih sehat dan menarik bagi penanam modal dan pepingkatan peran
aktif masyarakat dalam bentuk kemitraan usaha nI. Selain itu,
perlu terus didorong kemampuan usaha nasional” di*fidang rancang
bangun, rekayasa, dan konstruksi untuk lebih dapatd€rperanserta dalam
pengembangan usaha pada setiap tahap kegf pertambangan.

i.  Untuk memelihara kelestarian fungsi% lingkungan hidup, usaha
pertambangan harus senantiasa “qnempenuhi  persyaratan analisis
mengenai dampak lingkungan. @reklamasi lahan pascatambang
perlu dilaksanakan sedini mdngkin agar lahan bekas tambang tetap
dapat dimanfaatkan.

j. Kemampuan nasion@n penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi perlu diw n melalui penelitian dan pengembangan serta
pendidikan dar&h an. Kemampuan dan peran industri peralatan dan

industri jasa dalafwhegeri terus ditingkatkan agar industri dalam negeri
mempuggalg péranan yang lebih besar dalam pembangunan

perta

L
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10. Energi

a. Pembangunan energi diarahkan untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan energi dalam rangka meningkatkan nila tambah serta
kesejahteraan masyarkat dan mendorong kegiatan pembangunan
nasional. Pembangunan energi dilakukan melalui pencarian sumber
energi secara intensif, ekstensif, dan berkesinambungan, penghematan
dan konservasi energi, penganekaragaman penggunaan sumber energi,
penciptaan sistem harga dan tarif menuju tercapainya kemdandirian
finansial sektor energi dengan tetap memperhatikan.ke%an
masyarakat luas, dan peran usaha nasional. Untuk uat
pembangunan nasional perlu dukungan pelaksanaan sistem inSentif dan
disinsentif di bidang energi secara tepat dan peng gan budaya
hemat energi. Pembangunan bidang energi mperhatikan
kelestarian sumber energi untuk jangka pan@ peluang ekspor,
keamanan dan keselamatan masyarakat, estagl fungsi dan mutu
lingkungan hidup, serta pemerataan patan berusaha bagi
pengusaha kecil, pengusaha menengah%f%rasi.

b.  Survei eksplorasi berbagai sumbgg el perlu dilakukan secara terus-
menerus untuk meningkatkan energi, khususnya minyak, gas
bumi, panas bumi, dan b@ serta meningkatkan penguasaan
nasional atas sumber d?& tersebut.

c.  Sumber energi bari rbarukan seperti sumber energi panas bumi,
energi air, energj Bi sa, energi gambut, energi surya, energi angin,
energi laut, d i nuklir perlu dimanfaatkan dengan berpegang
pada prinsif laygk secara teknis dan ekonomis, aman bagi masyarakat,

ra sosial budaya, dan tidak mengakibatkan kerusakan

Penganekaragaman penggunaan energi dilaksanakan

mengutamakan pemanfaatan sumber energi yang tidak dapat
por atau yang tersedia dalam jumlah besar.

@Denyediaan energi dan program listrik untuk daerah pedesaan ditujukan

untuk mendorong kegiatan ekonomi, mengembangkan industrialisasi
pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat
dengan mengutamakan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan
setempat yang tersedia seperti panas bumi, tenaga air mikro, energi
angin, energi surya dan energi biomassa dan dengan memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui
koperasi.

e. Laju pertumbuhan konsumsi energi harus dikendalikan melalui
kebijaksanaan pengelolaan kebutuhan energi terutama konservasi yang
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dapat mendorong penghematan energi, keharusan menggunakan
peralatan yang lebih hemat energi, dan penanaman kesadaran
masyarakat tentang perilaku hemat energi, dan diversifikasi berbagai
sumber energi alternatif yang perlu terus dikembangkan dalam rangka
menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan penghemaan devisa
negara serta mengurangi penggunaan sumber energi yang membawa
dampak kerusakan lingkungan alam.

f Pembangunan dan pengembangan tenaga listrik terus ditingkatkan dan
dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi dalam gka
mendorong  kegiagan ekonomi dan meningkatkan ®es
masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daeral saan.
Pengelolaan tenaga listrik harus dilakukan secara efisi
menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah
merata, andal, bermutu, serta dengan tingkat hafga yafig wajar, yang
menjamin kelangsungan pengembangan usaha penyiediaan tenaga listrik.
Dalam menetapkan rencana umum ket listrikan nasional, perlu
diupayakan pemanfaatan secara optim@ potensi sumber daya

asional.

energi sesuai dengan kebijaksanaan
g. Kemampuan nasional dalam aan ilmu pengetahuan dan
teknologi perlu ditingkatkan gielalyi penelitian dan pengembangan serta
pendidikan dan pelatihan A€e puan dan peran industri peralatan dan
industri jasa dalam n @. ditingkatkan agar industri dalam negeri
mempunyai peranangyangJebih besar dalam pembangunan energi.
11. Kehutanan Eb

a.  Pembangurian kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaaat
ya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga
sumber daya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu
ngan hidup dan peningkatan fungsi sosial ekonomi hutan.
bangunan  kehutanan  ditujukan  untuk  mempertahankan
keanekaragaman hayati, memelihara dan memperluas lapangan dan
esempatan kerja serta kesempatan berusaha, meningkatkan sumber
pendapatan negara dan devisa, memacu pembangunan wilayah, terpadu
dengan pembangunan daerah dan mendukung pemberdayaan
masyarakat setempat diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang
tinggal dan hidup di wilayah hutan. Pembangunan kehutanan
diupayakan melalui penataan dan pengelolaan hutan secara lestari;
pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan serta pengolahannya
untuk menjamin sebesar-besarnya penerimaan negara secara terpadu
dan berkelanjutan; peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta
perlindungan hutan dan konservasi alam, didukung oleh peningkatan
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kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia kehutanan;
percepatan inovasi teknologi dan manajemen kehutanan; penguatan
kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta lembaga pengaturan dan
pelayanan kehutanan; penciptaan iklim usaha yang sehat serta
peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, teknologi,
dana, dan informasi. Perhatian khusus diberikan pada upaya
peningkatan peranserta aktif masyarakat baik dalam konservasi dan
rehabilitasi hutan maupun dalam pengusahaan dan pemanfaatan hasil
hutan. Kegiatan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan erasi
dalam bidang kehutanan terus ditingkatkan terutama melalyi k&aﬂ
usaha yanag sepadan, saling mendukung, saling memperkuafyd in
menguntungkan. ﬁ\

g

b.  Pengelolaan hutan harus ditingkatkan secara terpad @ b?erwawasan
lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi“tana¥;air, udara, dan
iklim serta memberikan manfaat sebesar-besar bagi masyarakat.
Pengukuhan batas kawasan hutan, inventarisasi dan penatagunaan hutan
yang serasi dengan tata ruang wil ms ditingkatkan untuk
memantapkan status kawasan hut kepentingan pembangunan,
melestarikan manfaat ekosistemgd angsungan hidup makhluk,
keserasian tata lingkungan, s ukung penyediaan lahan untuk
kepentingan pembangunan. sefvasi hutan lahan kering, hutan rawa,
dan hutan perairan serta alamnyatermasuk flora dan faunanya
terus ditingkatkan u% lindungi plasma nutfah, keanekaragaman
dan keselamatan i ekosistem beserta unsur-unsurnya. Fungsi
hutan Iindung,& dangan pangan, hutan suaka, cagar alam, taman
nasional, taman htitan raya, hutan wisata, kawasan pelindung, sempadan

anafl, terumbu karang, dan kawasan konservasi alam terus

an ditingkatkan pengelolaannya agar kelestariannya

memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
al nologi, ekonomi dan budaya. Pengawasan terhadap pengusahaan
h perlu ditingkatkan untuk mencegah kebakaran hutan,

éengambilan dan pengolahan yang merugikan, termasuk pencurian dan
p

enelantaran.

c.  Pengusahaan dan pengolahan hasil hutan harus dilaksanakan secara
terpadu, disesuaikan dengan kemampuan daya dukung sumber daya
alamnya, melalui penetapan batas eksploitasi maksimum agar
kelestarian sumber daya hutan lebih terjamin dan kerusakan lingkungan
dapat dicegah. Peran masyarakat setempat dalam wadah koperasi
ditingkatkan dalam pengusahaan dan pengolahan hasil hutan kayu dan
non kayu. Peningkaan produktivitas dan penganekaragaman produk
pengolahan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan
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barang dan jasa yanag sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
permintaan pasar. Permintaan pasar akan hasil hutan baik di dalam
maupun di luar negeri perlu diusahakan untuk dipenuhi melalui
pengembangan industri perkayuan yang menghasilkan nilai tambah
yang tinggi dengan mutu serta harga yang bersaing kegiatan produksi
dan pemanfaatan hasil hutan perlu diikuti dengan upaya perlindungan
hutan dari kerusakan akibat kebakaran, penebangan liar, dan
perambahan hutan melalui upaya pengamanan hutan secara fungsional
dengan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan instansiderkait.

d. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; konservasi hutan, sengal, damau,
rawa, dan hutan bakau; pelestarian gua-gua alam, karang la a, dan
fauna langka; dan pengembangan fungsi daerah alitag syngai terus
ditingkatkan dan makin disempurnakan untuk men kesuburan
tanah, tata air dan kelestarian daya duku.ﬁ' gkungan guna
meningkatkan mutu sumber daya alam dan kes@jahteraan masyarakat

setempat. % .

e. Pengembangan produksi hasil kayu n kayu diselenggarakan
melalui upaya peningkatan pengu: utan produksi, hutan rakyat,
hutan tanaman industri, hutal dafigan pangan dan peningkatan
produktivitas hutan alam y. ng oleh penyediaan bibit tanaman
hutan yang unggul dan [ a kehutanan yang tangguh. Upaya
peningkatan penerti pengamanan hutan serta peningkatan
penanaman kembali yang rusak dengan jenisjenis pohon andalan
setempat yan i tinggi terus dilanjutkan. Dalam pengusahaan

Q% terjadinya kebakaran dan kerusakan hutan,
u pendayagunaan serta perlindungan hutan perlu ditegakkan
kesadaran. Hasil hutan non kayu seperti sumber plasma

-getahan, jasad renik, dan biota lainnya dan jasa hutan

{ sumber air, sumber oksigen, wisata alam, serta jasa hutan lainnya

digali dan dikembangkan dengan memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sesuai. Pengembangan hutan

emasyarakatan dan hutan rakyat ditingkatkan dengan mengusahakan
jenis-jenis tanaman pangan yang perlu disiapkan sejak dini. Peranserta
koperasi terutama dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan non
kayu yang sesuai dengan daya dukung alam setempat dan mempunyai
nilai ekonomi tinggi serta bermanfaat bagi masyarakat perlu
ditingkatkan.

f Peran aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan terus
dikembangkan dan diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat
terutama dalam aspek pengembangan kualitas sumber daya manusia,
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penguatan kelembagaan masyarakat setempat, pengembangan sarana
dan prasarana pendukung usaha kehutanan dan peningkatan akses
masyarakat kepada sumber daya hutan, teknologi, sumber dana dan
akses kepada pasar serta peningkatan peluang berusaha dalam bidang
produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi nasional. Kegiatan
agrobisnis masyarakat di sektor kehutanan terus dikembangkan secara
terpadu baik dalam bidang usaha penyediaan bibit unggul maupun
sarana produksi lainnya, dalam pembangunan hutan baru, pengusahaan
hutan dan pemanfaatan hasil hutan; baik pengolahan hasil kayu
dan non kayu serta pemasaran produk, yang dikemb@g%m
rangka mempercepat proses industrialisasi pedesaan yal asis
kehutanan. Perhatian khusus diberikan kepada penum%an dan
pengembangan pengusaha Kkecil, pengusaha menen dan koperasi
yang berakar dalam masyarakat sehingga sebagi mnilai tambah
dalam agrobisnis kehutanan dapat dinikmati oleh@arakat secara adil
dan berkelanjutan. .

g. Pembangunan kehutanan perlu diduku kegiatan penelitian dan
pengembangan, pendidikan danpelati rta penyuluhan, penyediaan

informasi  dan  penyempurn, turan  perundang-undangan
kehutanan. Peranan dan mutu kelemibégaan kehutanan baik pemerintah
maupun lembaga kemasyar@terus ditingkatkan. Penelitian dan
pengembangan serta ﬁ ilmu pengetahuan dan teknologi
termasuk bioteknolog%n manfaatan teknologi bangsa sendiri terus
dilanjutkan dan di@m . Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan
kehutanan diseJéng an melalui pemantapan koordinasi lintas sektor
dan peningkati peran swasta dan masyarakat dalam rangka

peningk keSadaran, keterampilan, dan kemampuan masyarakat
dala gunan kehutanan.

12. Pemb an Daerah

a. A Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
$asional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan
laju perkembangan antar daerah, antar- dan antara kota dan desa, antar-

dan antara sektor dan daerah, serta percepatanpengembangan kawasan
timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah
perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya sesua dengan potensi dan
karakteristik daerah bersangkutan sebagai perwujudan \Wawasan
Nusantara. Pembangunan daerah yang meliputi pembangunan perkotaan

dan pembangunan pedesaan dilaksanakan secara terpadu. Pembangunan
daerah ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas
masyarakat, memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja,
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meningkatkan fungsi dan mutu lingkungan hidup, meningkatkan
ketahanan dan daya saing pereknomian daerah dalam rangka
mewujudkan kemandirian perekonomian nasional. Pembangunan
daerah dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, otonomi
daerah, peningkatan investasi, pengembangan kelembagaan dan
penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta
terpadu, efektif dan efisien, kerja sama ekonomi antarkawasan,
peningkatan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan daerah untuk
mencapai kemajuan, kemandirian daerah, dan kesejahteraan arakat

secara merata di seluruh tanah air. .

b. Peningkatan otonomi daerah yang nyata dinamis, % dan
bertanggung jawab dilaksanakan dengan pengaturan.danggung jawab
dan kewenangan, peningkatan prakarsa dan peransertfmasyarakat,
termasuk usaha nasional, beserta lembaga/“perefitanaan dalam
pembangunan daerah. Koordinasi perencan an pelaksanaan
pembangunan daerah makin dimantap; serta fungsi lembaga
perwakilan rakyat di daerah lebih did an sebagai perwujudan

peningkatan peranserta masyarakat perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan. %{

angan kelembagaan teknologi
yang tumbuh dan berkem masyarakat dan kemampuan
manajemen pembangunan rafi terus ditingkatkan untuk lebih

mendayagunakan poten guna mewujudkan kemampuan dan
kapasitas masyarakat.

c.  Kerjasama an dan antar kawasan serta antara daerah dan
kawasan deng ra lain yang mempunyai keterkaitan fungsional
terus didorgng gan ditingkatkan sebagai langkah untuk mewujudkan

antar daerah yang serasi dan seimbang serta untuk

asi era perdagangan bebas dengan senantiasa
erhatikan potensi daerah dan kepentingan serta ketahanan

AéPembangunan desa yang mengutamakan pembangunan masyarakat
pedesaan  terus didorong melalui  peningkatan  keterpaduan
pembangunan wilayah, khususnya antar kawasan dan antar perkotaan
dan pedesaan dan keterpaduan pembangunan sektoral, pengingkatan
investasi pedesaan yang serasi dengan investasi perkotaan,
pengembangan sumber daya manusia pedesaan, pengembangan
kelembagaan dan penguasaan teknologi serta pengembangan
pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkaan iklim yang
mempercepat proses tranformasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat
pedesaan. Kemampuan masyarakat pedesaan dalam berproduksi dan
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memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui
penataan kelembagaan, perluasan serta diversifikasi usaha pedesaan
guna meningkatkan kapasitas, kemampuan, pendapatan dan taraf hidup
masyarakat  pedesaan. Pembangunan sarana dan  prasarana
perekonomian, termasuk koperasi dan lembaga keuangan, terus
ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi
masyarakat pedesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat
pedesaan dalam pembangunan.

e.  Pembangunan perkotaan sebagai bagian integral pembangunan fasional
dan daerah diarahkan pada pemantapan pemanfaatan ruang pe
secara efisien dan pada penyediaan sarana dan prasarana so onomi
serta jasa perdagangan yang andal dan terjangkau masyarakat. Upaya
peningkatan kemampuan dan produktivitas kota diI@akan melalui
peningkatan kemampuan pemerintah kota um ngembangkan
investasi dan mengdola pembangunan kota a meningkatkan
kemitraan dan peranserta masyarakat wsaha nasional dalam
pengembangan jasa, sarana dan prasar: erta perekonomian kota
pada umumnya. Pengembangan si erkotaan diarahkan untuk
memantapkan peran kota secara, O al sebagai pusat pelayanan
wilayah guna meningkatkan efisi produksi dan pemasaran serta
peningkatan nilai tambah duk dan komoditi wilayah untuk
menjangkau pasar dal eri dan luar negeri. Pembangunan
perkotaan perlu dilal secara terpadu dengan pembangunan
pedesaan melalui keterkaitan desa dan kota agar terwujud
keserasian dalahg set aspek kehidupan masyarakat.

f Pembangur@n daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat
m penanggulangan dan pengentasan penduduk dari
diselenggarakan melalui peningkaan peranserta aktif
akat termasuk usaha nasional dan lapisan masyarakat yang telah
dahulu maju dan menikmati hasil pembangunan diserta
peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pembangunan dalam
emberikan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peranserta
aktif masyarakat dan usaha nasional ditujukan untuk meningkatkan
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, teknologi,
dana, prasarana, dan kelembagaan yang menghasilkan peningkatan
kegiatan ekonomi produktif peningkatan kualitas kehidupan, dan
pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia

g. Pengembangan kelembagaan ekonomi di daerah diarahkan untuk
mendukung peranserta aktif masyarakat, peningkatan usaha nasional
khususnya pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan
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koperasi, pengingkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, dan usaha nasional dengan penyempurnaan pengaturan
kebijaksanaan dan mekanisme pembangunan.

h.  Penyusunan rencana umum tata ruang ditujukan untuk menyerasikan
penatagunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam
dengan pembangunan sektor perekonomian, termasuk pembangunan
permukiman, industri, Kelistrikan, kepariwisataan, dan
pembangunan lainnya dalam satu kesatuan lingkungan wilaygl
harmonis dan dinamis serta berlandaskan Wawasan Nusat @
Ketahanan Nasional yang diselenggarakan secara terpadu,
efisien, serasi, selaras, seimbang, dan berkelapjutag ~ dengan
keterbukaan, kepastian, keadilan, dan perlindung kum dengan
meningkatkan peranserta aktif masyarakat melalyi fem®aga masyarakat
dan perwakilan.

Y

13.  Transmigrasi ¢
a.  Pembangunan transmigrasi diarah lam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, men aran penduduk secara serasi
dan seimbang sesuai dengan a ‘Bekung wilayah dan daya tampung
lingkungan,  mendukun embangunan  daerah, serta lebih
memperkukuh  persatu kesatuan bangsa. Pembangunan

transmigrasi dimjuN uk memperluas lapangan kerja dan
kesempatan berusm dorong pembentukan struktur ekonomi yang
mengutamak €) ngan orang banyak dan kemakmuran bersama

yang dilandasi an semangat kekeluargaan, pengembangan usaha
nasional ¢ terutdma pemberdayaan pengusaha kecil, pengusaha
mene| an koperasi, memperluas kesempatan berusaha dan

edi tenaga kerja yang berkualitas di daerah yang jarang

yang memperkuat Ketahanan Nasional melalui peningkaan kualitas
$sumber daya manusia, memanfaatkan potensi sumber daya alam secara

optimal, dan dengan tetap memperhatikan budaya daerah setempat
sebagai sumber inspirasi untuk tumbuh bersama-sama secara
berdampingan yang dilandasi dengan moral dan akhlak yang luhur.

b. Kualitas penyelenggaraan transmigrasi terus disempurnakan dengan
penyediaan lahan yang memadai dan layak bagi usaha produktif dan
bagi kehidupan transmigran melalui perencanaan terpadu dengan sektor
pembangunan lain serta pelaksanaannya terkoordinasi dengan
pemerintah daerah tempat tujuan transmigrasi. Penyelenggaraan
transmigrasi  didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah asal
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transmigrasi, didukung dengan sistem kelembagaan yang menjamin hak
kepemilikan dan pengelolaan lahan yang kukuh guna melindungi para
transmigrasi dalan kegiatan berusaha dengan satuan skala ekonomi
yang memadai serta dengan penggunaan teknologi yang sesua bagi
upaya menghasilkan produk unggulan. Upaya penyuluhan, penerangan,
dan pelayanan perlu terus ditingkatkan agar lebih mendorong
masyarakat untuk bertransmigrasi serta memperoleh dukungan dari
masyarakat tujuan transmigrasi.

c. Pola waha di permukiman transmigrasi dan sekitarnya per[tyterus
dikembangkan dan dianekaragamkan sesuai dengan ®pot
keunggulan komparatif yang ada di daerah, didukung olel
sarana dan prasarana produksi dan fasilitas umum g, memadai,
kemudahan permodalan dan ketersediaan teknologiﬁ sesuai, serta

ketersediaan jaringan pemasaran hasil yang j peningkatan

pendapatan, penetapan hak kepemilikan tanah, emudahan untuk
berusaha sekaligus mendorong berkel nmya usaha koperasi.
Pembangunan transmigrasi meliba duduk di sekitarnya,
termasuk upaya permukiman pe hutan ladang berpindah,
penduduk yang hidup berpencar- terasing untuk mewujudkan

dan kesatuan bangsa.

d.  Untuk lebih mendo @ptanya pusat-pusat pengembangan di
daerah transmigr: & aitan antara kegiatan ekonomi setempat
dengan pemb %aerah perlu terus diperluas dan dikembangkan
agar usaha ek ransmigran menjadi maju, efisien, dan tangguh

melalui pEdek@tan agroindustri, agrobisnis, dan modernisasi desa

kemajuan bersama yang ser% rangka memperkukuh persatuan

transmigfasisehingga dapat menarik arus transmigran swakarsa.

i Indonesia dilaksanakan atas dasar kebutuhan pembangunan

e. PeEEEpat transmigran ke seluruh daerah tujuan terutama ke kawasan
; a dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sesuai kondisi

ingkungan setempat Pembangunan transmigrasi perlu disertai
penanaman modal melalui pengembangan usaha nasional yang
didukung oleh berbagai kemudahan baik di bidang fiskal, moneter
maupun di bidang kelenbagaan dan kemitrausahaan yang sding
menguntungkan.  Pembangunan  transmigrasi  harus  mampu
menumbuhkan desa baru yang lebih dinamis sertamendorong desa-desa
setempat untuk dapat berkembang secara bersama-sama serta mampu
menumbuhkan pusa-pusat kegiatan ekonomi baru.

14. Kelautan
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a.  Pembangunan kelautan diarahkan pada pengembangan kemampuan
ekonomi nasional dalam wujud usaha ekonomi, termasuk industri
kelautan, ditujukan untuk mendayagunakan potensi kelautan dan dasar
laut yang mencakup perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif
secara serasi dan seimbang dengan memperhatian daya dukung kelautan
dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta
memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan
mengikutsertakan  koperasi, nelayan kecil dan tradisional serta
masyarakat sekitar. Pembangunan wilayah laut nasio juga
dilaksanakan untuk mendukung penegakan kedaulatan @si
nasional serta perwujudan Wawasan Nusantara dalam visi d gat
kebaharian dalam memasuki era globalisasi dan me& pada
perencanaan tata ruang kelautan. Q

b. Pengelolaan potersi kelautan menjadi berba atan ekonomi
masyarakata perlu dipacu melalui penlngkatan i asi, khususnya di
kawasan timur Indonesia dengan meman andlmu pengetahuan dan
teknologi serta peningkatan kualitas daya manusia dengan
memperhatikan kelestarian fungsi [ ngan hidup agar mampu
memberikan sumbangan lebih besar Upaya pembangunan nasiond.
Usaha ekonomi dan industri , termasuk industri pariwisata,
transportasi, perkapalan, da@ﬁri lepas pantai, industri perikanan
dan budi daya laut Iai didorong perkembangannya untuk

rakyat terutama masyarakat maritim

setempat. Eks& an eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut dan
segala isi yang & i dalamnya ditingkatkan dan diselenggarakan secara

ukungnya Pengeolaan potensi kelautan dengan investasi
skala\besar, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman

asing, harus menjamin pendapatan sebesar-besarnya bagi rakyat

egara. Pemberdayaan masyarakat maritim secara terpadu, terutama
$masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dihimpun dalam wadah
koperasi, diusahakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
kelautan, pengaturan daerah pengelolaan, dan kemitraan usaha yang

saling menunjang dan saling menguntungkan dengan usaha swasta,
usaha negara, dan koperasi yang lebih maju.

c. Data dan informasi kelautan terus digali, dikumpulkan, diolah, dan
didistribusikan kepada masyarakat antara lain melalui peningkatan
kegiatan survai dan penelitian dalam rangka inventarisasi kekayaan laut.
Pemetaan dasar laut nusantara terus ditingkatkan  untuk
mendayagunakan potensi kelautan nusantara dan memantapkan
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fungsinya yang strategis bagi pemeliharaan  stabilitas serta
penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

d. Pemupukan jiwa bahari mdalui pengenalan, pemahaman, kesadaran,
dan Kkecintaan masyarakat pada laut terus ditingkatkan agar keinginan
dan keyakinan untuk mendayagunakan potensi kelautan dan memelihara
kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup makin tumbuh dan
berkembang. Pendidikan dan pelatinan kelautan ditingkatkan dan
diperluas agar menghasilkan tenaga ahli dan kejuruan serta tenaga
terampil yang diperlukan untuk dapat mewujudkan potensi’ Kela
nasional menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan and 8
memasuki era globalisasi. Organisai dan kelembagaan kefauta
terus dikembangkan agar makin terwujud sistem pengglolaan”terpadu,
serasi, efektifdan efisien sehingga mampu memberi‘e elayanan dan
dorongan pada berbagai kegiatan ekonomi kelaut%

e.  Dalam upaya mempertahankan daya dukung dan Kelestarian laut perlu
i [ J

ditingkatkan pencegahan dan penanggul pencemaran laut serta

pengrusakan biota laut dan pencurian laut melalui peningkatan

pengawasan, pengamanan, dan hukum yang tegas dan
konsisten.

f  Dalam upaya pengemban a@taﬂ perlu pula diberikan perhatian

khusus pada pengembal wasan pesisir secara terpadu dengan
mengutamakan kepel mum dan masyarakat setempat. Kawasan
pantai tetap diku negara untuk kepentingan umum dengan
memperhatikaw arian kelestarian fungsi dan mutu lingkungan
hidup.

an berupa wilayah dirgantara sebagai yurisdiksi nasional yang

i atas ruang udara yang merupakan wilayah kedaulatan dan
$ﬂtariksa diarahkan pada penegakan kedaulatan, pemanfaatan secara
optimal sumber daya dan fungsi wilayah dirgantara serta untuk
memperoleh pengakuan internasional atas hak penggunaan wilayah
dirgantara nasional. Pembangunan kedirgantaraan ditujukan untuk
memperoleh pengakuan internasional atas hak penggunaan wilayah
dirgantara nasional terutama orbit geostasioner melalui peningkatan
diplomasi di forum internasional; pendayagunaan keunggulan
komparatif, dan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk barang dan jasa
kedirgantaraan yang berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian fungsi

15. Kedirganta@
a $gu an kedirgantaraan yang merupakan matra dan wahana
el
te
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dan mutu lingkungan hidup, didukung oleh modernisasi sarana dan
prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia berakhlak
mulia pemantapan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

b. Kemampuan pemanfaatan wilayah dan sumber daya dirgantara,
termasuk gelombang radia dan daya pancar televisi, perlu
dikembangkan melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam penggunaan sumber daya yang terdapat di udara
untuk keperluan energi, pertanian, industri termasuk industri dirgantara,
media transportasi udara, pemanfaatan kawasan antariksa, penghgpatan
satelit, penginderaan jauh, penyediyaan jasa dirgantara s @
pemetaan udara, prakiraan cuaca, navigasi, dan telekomunikasi d
memperhatikan aspek pertahanan keamanan negara
terhadap pencemaran udara. Pengusahaan potel
menjadi berbagai kegiatan ekonomi perlu dipaci i peningkatan
investasi dan keterkaitan usaha dengan industri elah ada sehingga
dapat menjadi kegiatan usaha yang ma memberikan sumbangan
lebih besar pada pembangunan nasi arana dan prasarana
kedirgantaraan terus ditingkatkan menuhi fungsinya sebagai
media penghubung serta pemersatu 0sa, dan agar lebih berperan

dalam berbagai aspek kehidupambangsa.
c. Pendidikan dan pelatiha rgantaraan terus ditingkatkan dan

diperluas secara intepsif, @ dan terpadu serta diselenggarakan
&;yang nyata untuk menghasilkan tenaga

sesuai dengan pragr
profesional, ahli erampil dalam penelitian dan pengembangan
teknologi, teki roduksi, sertamanajeman kedirgantaraan.

d. Organisgi Ean kelembagaan kedirgantaraan terus disempurnakan agar

maki ud sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif, dan
efisien seflingga mampu memberikan pelayanan dan dorongan bagi
'@l" ai kegiatan ekonomi kedirgantaraan dan penyebarluasan
inffrmasi  serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam
&peﬂdayagunaan sumber daya dirgantara. Kerja sama internasional
kedirgantaraan baik bilateral maupun multilateral terus dikembangkan,

khususnya dalam pengembangan informasi dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan.

16. Usaha Nasional

a. Pembangunan usaha nasionad yang terdiri atas koperasi, usaha negara,
dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam mekanisme pasar
terkelola, yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan
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ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nasionalisme yang
tinggi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pelaksanaan sistem
ekonomi Pancasila Pembangunan usaha nasional ditujukan untuk
menjadi kekuatan dan penggerak utama pembangunan ekonomi
nasional; meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam usaha
nasional yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
dalam mencapai masyarakat yang maju, mandiri, segahtera dan
berkeadilan; memperluas kesempataan berusaha dan lapangan Kerja;
meningkatkan kemampuan dunia usaha terutama pengus kecil,
pengusaha menengah, dan koperasi; meningkaik@ 3h&i,
produktivitas, kemampuan daya saing, daya kreasi dan i erta
mendorong penguasaan pasar dalam negeri dan perluasamar luar
negeri melalui perluasan akses terhadap sumber daya mm termasuk

akses permodalan serta pemantapan bu wirausahaan
berlandaskan moral dan etik, didukung ol manfaatan ilmu
pengatahuan dan teknologi dengan memp hati|.< kelestarian fungsi
dan mutu lingkungan hidup, peraturan pel g-undangan serta iklim

usaha yang menunjang.

b. Dalam pengembangan dan pembi aha nasional yang sehat dan
transparan harus dicegah p! sumber daya ekonomi dan
pemusatan kekuatan ekol pada satu kedompok, golongan
masyarakat tertentu, da perseorangan dalam berbagai bentuk
monopoli dan monopseni serta berbentuk pasar lainnya yang merugikan
masyarakat, terutaw ui pemantapan kerja sama usaha berd asarkan
kemitraan sem engan prinsip saling memerlukan, sding

, dam'saling menguntungkan antara pengusaha Kecil,
enéhgah, dan pengusaha besar dan anatara koperasi, usaha
usaha swasta. Badan usaha yang sudah maju dan
bel ﬂ bang harus bermitra dengan badan usaha yang belum maju dan

a@ bangun struktur usaha nasional yang tangguh dan andal. Dorongan

dam“pemantapan kemitraan usaha tersebut dilakukan melalui penciptaan

iklim persaingan yang sehat dalam pasar terkelola.

c. Kemampuan dan peran pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan
koperasi termasuk kalangan generasi muda dalam perekonomian
nasional terus ditingkatkan melalui pembangunan sarana, prasarana, dan
kelembagaan, disertai dengan pengembangan iklim usaha yang
mendukung, termasuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan,
perluasan akses pasar, kemudahan dalam investasi, permodalan dan
kesempatan berusaha, serta peningkatan mutu sumber daya manusia
terutama pemantapan budaya kewirausahaan dalam bentuk kemudahan
dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajemen,
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alih teknologi, serta penciptaan iklim persaingan yang sehat dalam pasar
terkelola. Pemberian berbagai bimbingan teknis dan informasi pasar
perlu ditingkatkan agar pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan
koperasi makin mampu memanfaatkan setiap peluang usaha yang
mempercepat kemandirian dan memiliki kepribadian yang tangguh
sebagai wirausaha. Teknologi yang telah dikuasai secara turun-temurun
dan padat karya atau mempunyai ciri seni budaya daerah yang khas
yang dimiliki oleh usaha kecil perlu memperoleh perlindungan dan
pengembangan.

d.  Usaha negara perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan kimerja 3
makin mampu melaksanakan fungsi dan perannya; men gkan
e

unit usaha yang efektif, efisien, produktif, inovatif, dap, berdaya saing
tinggi; memanfaatkan peluang pasar dalam luar negeri;
mengusahakan potensi sumber daya ekonomi aksimal; dan
memberdayakan pengusaha kecil, pengusaha m ah, dan koperasi
melalui  peningkatan kuditas sumber, a® manusia, penataan

manajemen usaha, peningkatan kual'% uksi, dan peningkatan
t

penerimaan negara. Usaha negar; kegiatannya menyangkut
kepentingan negara dan mengu@;‘ hidup orang banyak perlu
dikelola secara produktif, efeeti efisien untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Qntuk memanfaatkan perwujudan
demokrasi ekonomi. Kesgl kegiatan tersebut perlu didukung dan
dilaksanakan secara tefgadthdi berbagai bidang dan sektor.

e. Kerja sama d g usaha terutama dalam investasi, keuangan,
perdagangan d isata di lingkungan negara-negara ASEAN, Asia
Pasifik, d; dj, dunia internasional perlu terus ditingkatkan dan

diman gunadiabdikan pada kepentingan nasional.

eningkatan daya guna tatanan, perangkat, kelembagaan, dan
ebijaksanaan  keuangan  dalam  menunjang  kesinambungan
pembangunan dan peningkatan daya saing sektor keuangan untuk
memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan
keuangan bertujuan menciptakan lapangan kerja produktif dan
memperluas kesempatan usaha, menciptakan suasana yang mendorong
tumbuhnya prakarsa dan kreativitas serta meningkakan kapasitas
masyarakat dalam menabung dan berinvestasi, membenahi dan
memantapkan perundang-undangan untuk mengarntisipasi globalisasi
jasa  keuangan, memberikan prioritas dan insentif untuk
mengembangakan tenaga profesional keuangan, mendorong terciptanya

17.  Keuan
a$k bangunan keuangan diarahkan pada pemantapan kemampuan dan
p
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b.

C.

transparansi informasi keuangan di semua sektor, meningkatkan
pengawasan lembaga keuangan, mengembangkan lembaga penjamin
kredit usaha kecil, lembaga penjamin depcsito, mengembangkan
koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lain yang mengakar di
masyarakat, serta memantapkan kebijaksanaan perkreditan yang
mendorong kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, pengusaha
menengah, dan koperasi.

Kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran dilal
secara serasi untuk mendukung pemerataan pembangunan da
dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan perel
yang stabil dan dinamis dalam rangka memantapkan sist onomi
Pancasila. Kebijaksanaan keuangan negara harus mendykang dan
mengembangkan hubungan keuangan antara pusatdaerah yang
serasi dalam mencapai keseimbangan pembangum ar daerah yang
mantap dan dinamis, yang mampu menumbuhka mengembangkan
potensi ekonomi nasional dan daerah, sel emanfaatkan dana yang
lebih efisien dalam rangka peningkatal mnaan desentralisasi dan
otonomi daerah. Kebijaksanaan didasarkan pada prinsip
anggaran berimbang yang din WDalam hal terjadi kelebihan
penerimaan negara, dan ya pakan surplus dapat dijadikan
cadangan untuk dimanfaat da masa diperlukan dan sangat
mendesak sehingga _d. njamin kesinambungan pembiayaan
pembangunan dan kel stabilitas ekonomi.

Penggalian dan pé y@ an sumber penerimaan dalam negeri terutama
dari pajak ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap
memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat
aha. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas
n dengan meningkatkan peran pajak langsung sehingga
berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan dan memeratakan

jateraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan terus
disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas
eadailan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui
peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam
peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi serta melalui
penyermpurnaan sistem administrasi. Penerimaan negara bukan pajak
yang terdiri dari penerimaan departemen, lembaga nondepartemen dan
bagian pemerintah atas laba usaha negara terus ditingkatkan melalui
penerbitan pungutan serta peningkatan dan penyempurnaan pengelolaan
administrasi. Pungutan yang tidak berdasarkan undang-undang harus
dicegah untuk menghindari ekonomi biaya tinggi dan memberatkan
masyarakat banyak. Penerimaan negara yang berasal dari kekayaan
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alam perlu diupayakan secara optimal dengan memantapkan sistem
pengelolaan dan meningkatkan efisiensi produksi. Kesadaran
masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus
ditingkatkan meldui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan
sejak dini. Kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan
peningkatan pelayanan aparatur negara kepada pembayar pajak, disertai
penerapan sanksi jika kewajiban itu tidak dipenuhi.

d.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu ditata dalam suatu
sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan hegara,
baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembgnguhan.
Penganggaran rutin dan pembangunan perlu lebih dlse 3
dimantapkan menurut perencanaan penganggaran rlanjut

ek

bertahap, dan makin meningkat dengan orientasi guna yang
maksimal. Perencanaan alokasi dan pelaksan aran belanja
negara sejauh mungkin didasarkan atas prinsip t, efisien, terarah,
dan terkendali sesuai dengan rencana diwsahakan semaksimal
mungkin menggunakan hasil  pro| mdam negeri dengan
memperhatikan kemampuan potensi ional. Pengeluaran negara
direncanakan secara cermat ber prioritas yang tajam untuk
memberikan dampak yang psgbésar-besarnya bagi pembangunan.
Disiplin anggaran harus dn‘@an dengan melakukan pengawasan
atas penerimaan, pe dan pembukuan, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivn% okasi dan penggunaan anggaran.

e.  Kebijaksanaan diarahkan untuk mendukung pemerataan
pembangunan asil-hasilnya yang makin luas, pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap.
Kebijak! moneter yang meliputi kebijaksanaan pengendalian uang
beref &Lku bunga, kebijaksanaan perkreditan yang adil, merata,

ansparan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik

usaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi. Kebijaksanaan
nilai tukar uang dilaksanakan secara terpadu untuk memantapkan
estabilan nilai uang mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan
kesempatan kerja dengan mengembangkan perangkat moneter dan
devisa. Kemantapan nilai uang mendukung terciptanya iklim usaha dan

investasi yanag sehat, mendorong gairah masyarakat untuk menabung,
dan menimbulkan rasa tentram daam kehidupan rakyat.

f Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank
seperti lembaga pembiayaan dan investasi, pasar modal, koperasi
simpan pinjam, lembaga keuangan syariah, lembaga amal, zakat, infak,
dan sedekah, serta kelembagaan keuangan lain yang mengakar di
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masyarakat, asuransi, dana pensiun, pegadaian, sewa guna, modal
ventura, giro pos, dan pasar uang lebih ditingkakan fungsi dan
peranannya agar makin mampu menampung dan menyalurkan aspirasi
dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.
Lembaga keuangan ini harus makin mampu berperan sebagai penggerak
dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai
penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan
yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga
keuangan yang andal dan dipercaya masyarakat dengan Agringan
pelayanan dan jasa perantara ditumbuhkan dan dikemb@ng@na
diperluas penyebarannya agar dapat menjangkau seluruh pel@s ah
air serta segenap lapisan masyarakat sehingga mampu méndorong,
merangsang, dan menumbuhkan motivasi masyar. efperanserta
dalam pembangunan serta sekaligus meni n efisiensi
produktivitas, serta keandalannya. Lembaga @ngan membuka
kesempatan yang luas kepada masyarakat dan dibe
mengalokasikan dana masyarakat yan un secara efisien dan
efektif bagi masyarakat dengan memb ioritas dalam penyediaan
dan kemudahan kredit bagi pengus, il, pengusaha menengah, dan
koperasi dalam rangka memeratak@mpatan usaha dan memperluas

lapangan kerja.

epercayaan untuk

Sumber dana dari |u dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi
pembangunan nasio ai pelengkap pembiayaan pembangunan
dan sebagai saran nologi yang efektif. Bantuan luar negeri dan
pinjaman luar % Imanfaatkan sepanjang tidak ada ikatan politik,
tidak memperat| perekonomian, dan digunakan untuk mebiayai
kegiatan yang pfoduktif sesuai dengan prioritas dan yang memberikan

damp f yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

P, atan daerah ditingkatkan melalui penggalian sumber pendapatan

i erah, antara lain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan
perusahaan daerah, di samping bantuan pusat, pinjaman daerah, dan
nvestasi di daerah dengan jalan meningkatkan efisiensi pengelolaan
pendapatan daerah yagn tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

18. Lingkungan Hidup

a.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap
berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan
terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis
antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat
menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan
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lingkungan hidup ditujukan untuk melestarikan fungsi sumber daya
alam dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas hidup,
memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi
kerusakan lingkungan melalui pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemanfaatan sumber daya alam; pemanfaatan konservasi kawasan
lindung dan kawasan lainnya termasuk ekosistem darat, laut, dan udara;
peningkatan rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak dan terganggu
fungsinya; pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penataan ruang; pengendalian pencemaran, pemanfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi; peningkatan kerja sama Jegi@an
internasional; untuk meningkatkan dan memperbaiki mutuali gan
hidup; serta peningkatan kesadaran, peranserta, dan tangg jawab
sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan us, agfonal untuk
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran raky

barus dikelola dan

b.  Sumber daya alam di darat, di laut, dan di ud
dimanfaatkan untuk sebesar-besar k muran rakyat secara
berkelanjutan dengan mengembangk Y ung dan dayatampung
lingkungan yang memadai agar d a%melihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup. Nilai budaya% Isi daerah yang mengandung
nilai-nilai pelestarian lingkun. perlu terus dijalin, dipelihara,
dibing dan dikembangkar@ menunjang pembangunan yang
berkelanjutan. Kesadar: tanggung jawab seluruh masyarakat
mengenai  pentingnyay, fugsi lingkungan hidup dalam kehidupan
manusia  terus m tkan melalui pemantauan, penerangan,
danpendidikf;\n&daa dan luar sekolah, pemberian penghargaan,
penegakan dan tan pada hukum, penataan dan penyebarluasan
informasi;  8erta® peningkatan peran lembaga fungsional pemerintah,
peran yarakat dan usaha nasional dalam setiap kegiatan sosial
d onomi.

C. sefvasi ekosistem darat, laut, dan udara terus ditingkatkan untuk
melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem
ehidupan. Pdestarian dan pemeliharaan keanekaragaman plasma
nutfah, jenis dan ekosistemnya, termasuk flora serta fauna dan keunikan
alamnya, terus ditingkatkan dan disertai dengan peningkatan
pemanfaatannya melalui penerapan, pengembangan, dan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat terutama bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan
ekosistem, serta didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan,
investlasi potensi sumber daya alam dan nilai fungsi lingkungan hidup
sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara berkelanjutan.
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d.  Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak atau
terganggu perlu terus direhabilitasi agar pulih fungsinya sebagai
pendukung dan penyangga sistem kehiduan sehingga meningkat
kemampuannya dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat. Pembinaan, peningkatan, dan koordinasi kelembagaan,
peningkatan, kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, penegakan dan ketaatan pada hukum, dan
peningkatan lingkungan hidup, penegakan dan ketaatan pada hukum,
dan peningkatan penguasaan teknologi, sarana, dan prasarada, untuk
mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan terus dil%an.
Dalam pengelolaan sumber daya alan dan lingku dup
dikembangkan penerapan kaidah-kaidah ekonomi, ssosial ré)&ya, dan
hukum secara terpadu untuk meningkatkan pera fnasyarakat
terutama usaha nasional dalam menerapkan tekn I@)duksi bersih
dan mencegah kerusakan ekaosistem. @

e.  Pembangunan berkelanjutan yang berwa) dingkungan bertumpu
pada penataan ruang yang serasi deng bangan kependudukan,
pola pemanfaatan ruang, tataguna la guna sumber daya air, laut
dan pesisir, sertasumber daya alanlal , yang didukung oleh sumber

daya kultural dan aspek sosi lainnya sebagai suatu kesatuan
pengelolaan sumber daya al lingkungan hidup yang harmonis

dan dinamis. Tata ruan elola berdasarkan pola terpadu melalui
pendekatan wilayah emperhatikan sifat lingkungan alam dan
pendekatan sosial. na lahan dikembangkan dengan memberikan

perhatian khu& a pencegahan penggunaan lahan pertanian
produktif, termastik’ lahan beririgasi teknis dan lahan resapan air untuk
lain, Pencegahan penggunaan lahan yang dapat menggangu
ekosistem, serta pencegahan pencemaran air, udara, dan
tanah\daerah perkotaan. Dalam pengembangan tata guna air perhatian
perlu diberikan pada penyediaan air bersih yang cukup serta
berkResinambungan, pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan
$<emerosotan mutu dan kelestarian air, serta penyelamatan daerah aliran
sungai. Dalam pengembangan tata guna sumber daya laut dan pesisir
perlu diperhatikan keseimbangan dan Kketerkaitan antar jenis
penggunaan, antar ekosistem, serta intra- dan antarwilayah,
pengembangan kelautan. Perlindungan dan pengamanan terhadap
perubahan keadaan dan fungsi lingkungan hidup berikut segenap
unsurnya terus ditingkatkan bagi kepentingan keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup.

f  Kerja sama bilateral, regional, dan internasional secara saling
menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan
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hidup, tukar-menukar pengalaman, alih teknologi, pencegahan
pembuangan limbah beracun dan berbahaya dari dan ke negara lain, dan
peranserta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu
terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.
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19. Pertanahan

a.

Pembangunan  pertanahan  diarahkan  untuk  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat serta untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan
nasional mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan lapangan kerja
melalui penataan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah bagi
masyarakat secara adil yang didukung oleh tertib dan penegakan hukum,
tertib administrasi danpenggunaan tanah berdasarkan rencana tdt ruang
wilayah yang serasi dan seimbang serta menjamin pem faathah
dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingku up.
Pembangunan pertanahan bertujuan untuk memanfaatkan rg&wecara
terpadu antara berbagai sektor pembangunan ®mencapai
peningkatan kualitas ruang. @a

Penguasaan dan penataan penguasaan tanah egara diarahkan
pemanfaatannya untuk mewujudkan keadi osid bagi seluruh rakyat
Indonesia. Penguasaan atas tanah ole n% sesuai dengan tujuan
pemanfaatannya, perlu memperhatik tingan masyarakat luas dan
tidak menimbulkan sengketa enataan penggunaan tanah
dilalksanakan berdasarkan tata ruang wilayah untuk
mewujudkan kemakmuran@ dengan memperhatikan hak-hak
rakyat atas tanah, fung§i al hak atas tanah, batas maksimum
kepemilikan tanah kh%sm tanah pertanian termasuk berbagai upaya
lain untuk menceau usatan penguasaan tanah dan penelantaran
tanah. Penataarigen aan dan penggunaan tanah untuk pembangunan
skala besar yang Méndukung upaya pembangunan nasional dan daerah
dilaksanakan deéhgan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosid,
amanan, serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan

penglasaant dan penggunaan tanah melalui kegiaan redistribusi tanah
alf*kansolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah

enanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan

; iafahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah,
t

C.

anah.

Pembangunan hukum pertanahan ditujukan untuk melanjutkan
penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan pembangunan. Kelembagaan pertanahan
disempurnakan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang makin
sederhana dan efisien demi terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan
yang terpadu, serasi, efektif dan efisien yang mdiputi tertib
administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan
tanah dan lingkungan hidup. Kegiatan pengembangan administrasi
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pertanahan ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat informasi dan
analisis pertanahan yang makin baik. Kegiatan pendidikan, pelatihan,
penelitian, dan pengembangan bidang pertanahan yang mengantisipasi
dinamika pembangunan terus ditingkatkan untuk mendukung
pelaksanaan tugas-tugas pertanahan yang makin kompelks. Penyuluhan
hukum pertanahan diarahkan untuk lebih meningkatkan pemahaman
dan persepsi masyarakat mengenai pertanahan.

Pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan dan
penyempurnaan sistem pelayanan pertanahan, termasuk pemasyatakatan
pengetahuan dan hukum pertanahan, untuk mendukung .w@]
pembangunan pertanahan terus ditingkatkan dalam upaya berikan
arahan pemanfaatan tanah, pembangunan sesuai dengaq pqtensi, daya
dukung tanah, dan mewujudkan prosedur pelayana anahan yang
sederhana, mudah dipahami masyarakat, serta mgr kepastian hak
atas tanah dalam rangka penciptaan iklim yamg#mendukung bagi
kelancaran pembangunan di berbagai sekt: ng membutuhkan tanah.
Sistem pemetaan pertanahan nasional mndukung pembangunan

pertanahan dengan klarifikasi yang § dan spesifikasi yang sesuai

dengan kebutuhan meliputi ru , lautan, kawasan pedesaan,
perkotaan, pertanian, kehut pertambangan serta kawasan
tertentu perlu terus dikeban@engembangan sistem informasi dan
pemetaan pertanahan ni dilaksanakan dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi.

20. Investasi

a.

Pembangunan inVestasi diarahkan untuk meningkatkan peranserta aktif
masyarakat,\ mémperkuat sumber dana pembiayaan pembangunan
nasio| emperluas pemerataan  kesempatan berusaha dan
peningkat peran usaha nasional, terutama usaha Kkecil, usaha
€l ah, dan koperasi, serta memperluas basis dan peningkatan daya

sal perekonomian  nasional menuju  kemandirian  ekonomi.
Pembangunan investasi ditujukan untuk meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan keseimbangan
investasi antar sektor, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan
berusaha produktif, serta meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan
masyarakat, pendapatan negara, dan pendapatan daerah, khususnya
kawasan timur Indonesia, melalui penciptaan iklim investasi usaha yang
mendukung, pengembangan kelembagaan keuangan untuk peningkatan
investasi langsung dan portofolio, serta lembaga keuangan yang telah
mengakar di masyarakat, peningkatan mutu sumber daya manusia,
mobilisasi dana masyarakat, serta perccpatan proses alih teknologi.
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b. Kegiatan investasi oleh masyarakat perlu lebih digalakkan, terutama
investasi dalam negeri, untuk menunjang usaha nasiond. Kesadaran dan
gairah masyarakat untuk melakukan investasi perlu dibina,
dikembangkan, dan ditingkatkan. Lembaga keuangan dan investasi
perlu terus ditata agar dapat meningkakan kepercayaan masyarakat.
Kegiatan investasi asing masih diperlukan dan terus didorong untuk
peningkatan kegiatan ekspor dan kegiadan pembangunan terutama yang
memerlukan modal besar dan teknologi tinggi dan yang menghasilkan
barang modal, bahan baku, komponen dan barang jadi sebagai substitusi
impor, mendorong alih teknologi, dan memeratakan pen;ban;@di
wilayah tertinggal melalui pengembangan iklim inv ang
mendukung dan pemberian insentif yang menarik ser&aminan

kepastian berusaha L
c.  Guna mendorong kegiatan investasi, baik investasi sung maupun
investasi portofolio, diperlukan mobilisasi dana dan luar negeri

melalui dukungan pengembangan pasar | dan lembaga keuangan
termasuk lembaga keuangan, yang telal ar di masyarakat seperti
koperasi simpan pinjam dan lenbag an syariah.

d. Pasar modal yang likuid, terat paran, dan efisien perlu terus
dikembangkan melalui keran kum yang kukuh dan penegakan etik

bisnis yang dapat mdi emodal sehingga menjadi wahana
mobilisasi dana mas Iam dan luar negeri guna membiayai

kebutuhan dana jal Jang dan wahana bagi pemodal dalam negeri
untuk melaku i serta sarana pemerataan melalui penyebaran
kepemilikan s ada masyarakat.

e. Untuk meningkatkan kegiatan dan kinerja kelembagaan investasi

diperl ningkatan mutu dan jumlah tenaga terdidik dan terampil

yal emiliki etik, moral, dan motivasi serta kredibilitas tinggi di

jenjang, terutama di tingkat manajer menengah dan manajer

p k yang berkemampuan untuk meningkatkan profesionalisme,

éitra, dan kemampuan kelembagaan keuangan dan pasar modal yang

terkait dengan kegiatan investasi sehingga mampu menggerakkan dana
masyarakat secara efektif.

f  Dalam rangka pengembangan iklim investasi dan iklim usahayang lebih
sehat dan transparan diperlukan kelanjutan kebijaksanaan deregulasi dan
debirokrasi, kebijaksanaan makro ekonomi yang konsisten yang
didukung peraturan perundang-undangan, penegakan kepastian hukum,
peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah pusat dan daerah,
penyediaan serta peningkatan kualitas infrastruktur, kebijaksanaan
moneter dan fiskal serta perdagangan yang mantap.
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g. Dalam mengantisipasi sistem ekonomi dunia yang makin terbuka dan
bersaing, pengusaha nasional perlu meningkatkan peluang usaha di luar
negeri guna mendorong perluasan ekonomi nasional khususnya untuk
pasar barang dan jasa produksi dalam negeri dengan tetap
mengutamakan kepentingan nasional.

KESEJAHT ERAAN RAKYAT, PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN
1.  Kesejahteraan Sosial

a.  Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh pemeri dan
masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial ih
merata bagi seluruh rakyat Indonesia serta ditujukan pada pegingkatan
pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningk kemampuan
serta kesempatan setiap warga negara untuk serta dalam
pembangunan dan menempuh kehidupan sesugi™d harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kemanusiaan yang adid/dan beradab, serta
peningkatan kualitas organisasi sosial arakatan, panti sosid,
karang taruna, pekerja sosial, dan kader, lg@:pina{n yang bergerak di
sektor kesejahteraan sosial agar lebi onal.

b.  Pelayanan sosial perlu terus dik an untuk meningkakan harkat
dan martabat manusia melalyi aduan upaya secara gotong-royong
antara lain bimbingan, I , dan pemberian bantuan, santunan
dan rehabilitasi sosigk katan taraf kesejahteraan sosial serta
pengembangan d %u an sosial. Pelayanan sosid terus diberikan
terutama kepa iskin, anak, dan penduduk lanjut usia yang
terlantar, pel g cacat termasuk cacat veteran, korban
penyalahgufiaan,obat, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,

a masyarakat yang kurang beruntung memperoleh

berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan

at manusia Untuk itu perlu terus didorong jiwa keuangan,
ngat rela berkorban, dan kesetiakawanan sosial seluruh warga

$1:gara yang lebih mampu untuk membantu masyarakat yang kurang

ampu.

c.  Pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat tertinggal dan hidup di
daerah terpencil serta terasing terus ditingkatkan melalui keterpaduan
upaya baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan memperhatikan
aspek kultural, sosioantropologis, kesehatan, dan pendidikan agar secara
bertahap memperoleh kehidupan yang sesuai dengan harkat dan
maratabat manusia serta memperoleh kesempatan untuk berperanserta
aktif dalam pembangunan.

902 ¢ Himpunan Beranotasi: Ketetapan MPR-RI 1960-2001



Kemampuan profesional organisasi sosial, lembaga asuransi sosid,
palang merah, panti sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya
perlu terus ditingkakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan
profesi pekerja sosial, pembinaan dan pengawasan, agar lebih mampu
memberikan pelayanan sosial yang layak dan turut mengatasi dampak
kesenjangan sosial masyarakat.

Kesadaran, kesetiakawanan, dan tanggung jawab sosial masyarakat

yang lahir dari ketaatan melaksanakan ajaran agama, adat istiadat, dan

semangat kebangsaan, serta iklim yang lebih mendukung perliyterus

dikembangkan untuk meningkatkan peranserta aktif ﬁ

masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial dal Uasana

kekeluargaan dan kegotongroyongan yang didofopg ,ofeh rasa
1C)

kemanusiaan yang tinggi serta menumbuhkan da gembangkan
kepedulian yang tinggi terhadap kelompok m@ yang kurang
beruntung.

Kemampuan penanggulangan bencana secér; p.)adu, khususnya yang
bersifat pencegahan, perlu terus dik an melalui peningkatan
kesadaran, sistem informasi dini, k , dan kesiapsiagaan, serta

m@l bencana, baik bencana alam

penguasaan teknologi penang

maupun bencana lainnya Q

Nilai kepeloporan, ke% , dan kepahlawanan yang dijiwai
|

semangat dan nilalsgi 1945 perlu terus dijunjung tinggi,
dikembangkan, dw starikan melalui pendidikan, penerangan,
keteladanan, dagipefaberian penghargaan negara kepada mereka yang
telah berjasa. S khusus kepada warga negara yang berjasa luar
b@ngsa dan negara diberikan penghargaan dalam bentuk
dahan kepada keluarganya atau ddam bentuk lan yang

juang kemerdekaan lainnya serta cacat veteran harus diberikan
an tetap dapat memelihara harga dirinya dan mampu

el
é’nenumbuhkaﬂ dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan
kemampuan dan kecakapannya.

2. Kesehatan

a.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk lebih meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta kualitas
kehidupan yang ditandai oleh meningkanya usia harapan hidup,
menurunnya angka kematian bayi, anak, dan ibu melahirkan,
meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat, meningkatnya
produktivitas kerja serta meningkanya kesadaran masyarakat akan
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pentingnya perilaku hidup sehat. Perhatian khusus tetap diberikan pada
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah kumuh
perkotaan, daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah transmigrasi,
daerah industri dan permukiman baru, serta kelompok masyarakat yang
hidupnya masihterasing.

b. Pengelolaan kesehatan yang terpadu terus lebih dikembangkan agar
dapat lebih mendorong peranserta masyarakat, termasuk dunia usaha,
dalam pembangunan kesehatan. Kualitas pelayanan

masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat
pelayanan yanag berkualitas dengan tetap memperhatik:
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sel serasi - dan
bertanggung jawab.

c.  Pengadaan dan peningkatan tenaga, sarana, da@sarana kesehatan
perlu terus dikembangkan. Tenaga kesehatan (i tenaga penunjang
kesehatan lainnya ditingkakan kualitas d ampuannya serta terus
diupayakan persebarannya agar merat; enjangkau masyarakat di
daerah terpencil. Dalam rangka me an kualitas dan pemerataan
pelayanan kedokteran spesial g sangat dibutuhkan perlu
dikembangkan melalui up, percepatan dalam pengadaan dan
pengelolaannya.  Untu engatasi  kendala  geografis  perlu
dikembangkan pelayatan melalui teknologi komunikasi yang
mutakhir. Penyedi bat dan alat kesehatan yang makin merata
dengan harga gkau oleh rakyat banyak ditingkatkan melalui
pengembang ri peralatan kesehatan dan industri farmasi yang
makin majedan mandiri, yang didukung oleh peningkatkan kemampuan
industij baku obat yang ekonomis melalui penguasaan ilmu

dan teknologi.

perbaikan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan antara lain

melalui  pencegahan  penyakit degeneratif,  pencegahan  dan
&pemberantasan penyakit tidak menular dan penyakit menular termasuk

HIV/AIDS, penyehatan lingkungan permukiman, perbaikan gizi,
penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan, serta pelayanan kesehatan
keluarga terutama kesehatan ibu dan anak serta penduduk lanjut usia.
Perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan obat, narkotika,
psikotropika, danzat adiktif lainnya, terutama bagi generasi muda, serta
pencemaran lingkungan perlu diberikan perhatian khusus; juga perlu
dilakukan pengawasan ketat terhadap obat, makanan, dan minuman.
Penelitian dan pengembangan kesehatan perlu terus dilanjutkan antara
lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
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e. Pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun peranserta
masyarakat harus mengindahkan prinsip kemanusian dan kepatutan
dengan memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak-anak,
dan penduduk lanjut wsia yang terlantar. Untuk menjamin pemeliharaan
kesehatan masyarakat perlu terus dikembangkan pembiayaan kesehatan
dengan pendekatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan
asuransi  kesehatan nasional serta upaya memasyarakatkannya
berdasarkan prinsip gotong-royong.

f  Pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertangungjaigbkan
terus dibina dalam rangka perluasan dan pemerataan @ an
kesehatan. Pemeliharaan dan pengembangan pengobata sional
sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan dangdidogong usaha
pengembangannya melalui penggalian, penelitia éhgujian, dan
pengembangan serta penemuan obata-obatan deekatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk pemasyaral penggunaan obat
tradisional yang secara medis dapat dipenwgawabkan.

3. Keluarga Sejahtera

a. Pembangunan keluarga sejaht; iafahkan kepada terwujudnya
kehidupan keluarga yang sejafitera# dengan ketahanan yang andal
sebagai wahana persemaiar%nilai agama dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa guna ingkatkan Kkesejahteraan keluarga dan
membina ketahanan Kelu sebagai inti kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan a agar mampu mendukung kegiatan
pembangunan. Réer] khusus diberikan pada pemberdayaan keluarga
tertinggal agar d berperanserta dalam pembangunan secara mandiri.
Kesadar: asy@rakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia

dan sej yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan,
nilaivpilai ~ agama, dan nilai-nilai  luhur budaya bangsa perlu
i angkan.

Gerakan keluarga berencana nasional sebagai salah sau kegiatan pokok
alam upaya mencapai keluarga sejahtera terus diarahkan untuk

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara penurunan
angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan
penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan
keluarga sejahtera yang makin mandiri.

c.  Gerakan keluarga berencana diupayakan agar makin membudaya dan
makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga
berencana, disertai dengan peningkaan kualitas dan kemudahan
pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga
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berencana, kesejahteraan reproduksi keluarga dan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai agama moral, etik, dan sosial budaya masyarakat
sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan
dilaksanakan sebagai suatu kebutuhan oleh semua lapisan masyarakat
dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.

d. Peranserta pemuka agama, pemuka masyarakat, organisasi, lembaga
kemasyarakatan lebih dimantapkan untuk meningkatkan upaya
penerangan, bimbingan, dan penyuluhan yang menjangkau, seluruh
lapisan masyarakat terutama pasangan usia muda agar gerakan arga
berencana dan gerakan pembangunan keluarga sejahter: in
memasyarakat dan membudaya di seluruh tanah air. Peran 13 Usaha
terus didorong dan ditingkatkan dalam pembangunan@ar% ejahtera.

4 Kependudukan
a.  Pembangunan kependudukan diarahkan padagngkatan kualitas
penduduk sebagai pelaku utama dan s pembangunan nasional
agar memiliki keimanan dan ketakw: ap Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia berbudi pekej %n sesuai dengan harkat dan
martabat manusia dan bersemangat . Pengelolaan kependudukan
bertujuan untuk meningkakanstaraf¢hidup, kecerdasan, kemampuan,
keterampilan, derajat kes@ kesejahteraan, dan menciptakan
lapangan Kkerja, serta akan pembangunan dan pendapatan.
Pembangunan kualitN)’é uduk yang meliputi kuditas fisik dan
nonfisik serta pelw rhadap penduduk terus ditingkatkan dengan
memperhatikar&{j arasan, keserasian, dan keseimbangan antara
penduduk dengafedaya dukung alam dan daya tampung lingkungan
oténsi penduduk dapat dikembangkan secara optimd,
asyarakat tertinggal dan rentan. Kuantitas dan mobilitas
pendyduk “terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan
n@l Bangunan bangsa secara efektif.

Pengendalian pertumbuhan penduduk terutama dilakukan untuk lebih
enurunkan angka kelahiran melalui gerakan keluarga berencana

mandiri, menurunkan angka kematian khususnya kematian anak di
bawah usia lima tahun meldui program pelayanan kesehatan terpadu,
serta meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan penduduk lanjut usia.
Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan juga mealui langakah yang
berhubungan dengan penetapan jumlah, struktur, dan komposisi, serta
pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal. Pengarahan
mobilitas dan persebaran pendudukan harus memperhatikan
kemampuan daya dukung alam dan harus sesuai dengan tata ruang, yang
diselenggarakan melalui pemberdayaan penduduk dan transmigrasi
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terutama secara swakarsa, didukung oleh peningkatan sarana, prasarana,
dan kemudahan yang menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah
sebaran terutama kawasan timur Indonesia.

c. Penarangan, pendidikan, pelatihan, danpenyuluhan menganai
kependudukan, termasuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
makin ditingkatkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat
terutama generasi muda serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan

lainnya.
d. Sistem informasi kependudukan terus disempurnakan sgalalman

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menj ber
data yang dapat diandalkan untuk menunjang %tanaan
pembangunan di berbagai bidang, sektor, wilayah, déerah, serta
menunjang perkiraan dan sasaran berkala rkembangan
kependudukan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
di sdluruh daerah.

[ J
5. Anak dan Remaja ‘b

a. Pembinaan anak dan remaja diar. da penumbuhan kesadaran

akan perilaku hidup sehat, j irf¥ serta penumbuhan idealisme,
nasionalisme, dan rasa cint air dalam pembangunan nasional
CaSha,

sebagai  pengamalan asShld, dan peningkatan kemampuan
menyesuaikan diri de@«ungaﬂnya dan masyarakat, dilaksanakan
melalui peningkat binaan keimanan dan ketakwaan terhadap
Tuhan Yang akhlak mulia, budi pekerti luhur, kuditas gia,

penumbuhan mi ajar, minat membaca, peningkatan daya cipta dan
daya nalar serta 3reativitas

b.  Pembi ak yang dimula sejak anak dalam kandungan diarahkan

padapeningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dengan mempertinggi

(] gizi, meningkatkan daya tahan dan kesehatan anak, menjaga

keSéhatan jasmani dan ketenangan jiwa ibu serta menjaga ketenteraman

$uasana keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Pembinaan

anak di bawah usia limatahun diupayakan terutamadengan pembiasaan

awal dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan kualitas gizi

anak, serta memberikan kesempatan bermain bersama dalam rangka
menumbuhkan dan mengembangkan anak secara wajar.

c. Pembinaan anak usia sekolah dilaksanakan melalui keseimbangan
waktu belajar dan waktu bermain, peningkatan pembinaan keimanan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, budi
perkerti luhur, dan perilaku terpuji; peningkatan kaulitas gizi;
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penanaman rasa cinta tanah air, disiplin dan kemandirian; penumbuhan
minat baca, menulis, berhitung, dan belajar; peningkatan daya cipta,
daya analisis, prakarsa dan daya kreasi; penumbuhan kesadaran akan
perilaku hidup sehat dan hidup bermasyarakat, berwawasan kebangsaan
serta  peningkatan kemampuan menyesuaikan  diri  dengan
lingkungannya.

d. Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pembiasgan dan
penghayatan perilaku terpuji, sikap mandiri, berprestas
bertanggung jawab, peningkatan budaya gemar membaca da m dya
belajar, penumbuhan kemampuan dan daya nalar,
berinisiatif dan berpikir kritis analitis, pengembangan
keterampilan, peningkatan gizi dan kesehatan ja
kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat, nafkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya; kepekaan terhadap lingkUhgah dan pemahaman
wawasan kebangsaan serta upaya menu kan idealisme dan rasa
cinta tanah air dalam pembanguna% dan negara sebagai

pengamalan Pancasila.

e. Pembinaan anak dan remaj ilaksanakan bersamaan dengan
peningkatan kesadaran or: terhadap tanggung jawab dan
peranannya sebagai pengdidikYpertama dan utama serta peningkatan
perhatian dan perlin ak anak sesuai dengan usia dan tahap
perkembangannya. .Or: ua juga dituntut untuk lebih menyadari
betapa besar a@ sebagai panutan dan teladan bagi anak dan

remaja deng iptakan suasana keluarga yang harmonis dan

sejahtera lafir batin.

f Penin&peranserta masyarakat dalam membina anak terlantar,
anakanak “dari keluarga kurang mampu, dan anak-anak cacat yang
el ini berlum berkesempatan mendapatkan pendidikan dan
perawatan sosial dilaksanakan baik oleh perseorangan, keluarga maupun
lembaga sebagai orang tua asuh.

6. Pemuda

a.  Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi pewaris nilai-
nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa diarahkan
agar pemuda menjadi kader pembangunan dan pimpinan bangsa yang
berjiwa Pancasila disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh,
memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, dan
mampu menghadapi tantangan baik masa kini maupun masa akan
datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh
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semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan
danpengembangan pemuda ditujukan untuk meningkatkan keimanan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menumbuhkan
dan mengembangkan profesionalisme, kewirausahaan, rasa tanggung
jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam
membangun masa depan bangsa dan negara, meningkatkan penyaluran
aspirasi pemuda dalam lembaga kepemudaan serta meningkatkan
kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat.

b.  Penyelenggaraan pembinaan danpengembangan pemuda
tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, pemeri
pemuda itu sendiri mealui upaya peningkatan pemantapan®kelmanan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sertagpengatamannya
menanamkan serta menumbuhkan dan mengemb kesadaran
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mem kepribadian,
meningkatkan disiplin, mempertinggi akhlak mulia“dan budi pekerti,
meningkatkan kecerdasan dan kreativitas, perkuat semangat belajar
dan etos kerja; serta memiliki keahli %eterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani dalam rangka m \@an pemuda Indonesia yang
berkualitas.

c. Pembinaan dan pengemba muda terus ditingkakan melalui
peningkatan perilaku kete] alam lingkungan keluarga oleh orang
tua dan dalam Iingk@:yarakat oleh pejabat pemerintah serta
tokoh masyarakat agar uda memiliki panutan dalam pembentukan
watak dan k 'tééhya sebagai kader pembangunan dan kader
penerus perju% angsa, didukung oleh iklim yang memberikan
keleluasaanfuntuk berkembang.

d. Penin& kualitas pemuda dalam kehidupan bermasyarakat,
berbapgsa,” dan bernegara untuk membentuk insan yang berjiwa

ila, demokratis, cinta tanah air, dan berwawasan kebangsaan
1Sélenggarakan terutama melalui penataran Pedoman Penghayatan dan
$Dengamalan Pancasila sehingga dapat lebih memantapkan keyakinan
pemuda akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya asas. Peranserta
pemuda dalam kehidupan politik nasional dan kegiatan internasional

terus ditingkatkan melalui keikutsertaannya dalam organisasi kekuatan

sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai upaya

pendidikan politik sehingga proses kaderisasi dapat berlangsung secara
wajar dan berkesinambungan.

e.  Pengembangan kepeloporan pemuda dalam pembangunan bangsa dan
negara harus diupayakan agar pemuda memiliki jati diri, jiwa
kejuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan
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sikap mandiri serta memiliki sifat yang bertanggungjawab, inovatif,
kreatif, ulet, tangguh, jujur, serta berani dan rela berkorban dengan
dilandasi oleh semangat cinta tanah air.

